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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Drs. Sabian, S.H., M.Si 

NIM : 07932017 

Program Studi : Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum 

Fakultas : Program Pascasarjana Fakultas Hukum 

Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis h i  dengan 

judul Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional: 

Kajian tentang Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka pada 

Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah ini 

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun pemikiran- 

pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dalam 

tulisan hi ,  sepanjang sumber dan atau penyebutan penulisannya jelas, 

lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas disertasi ini. 

Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi saya h i  

adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanhi  

akademis atas perbuatan tersebut sesnai hukum yang berlaku. 
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KATA PENGANTAR 

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penulisan dan 

atau penyusunan disertasi yang berjudul "Hukum Masyarakat Nelayan Saka 

dalam Sistem Hukum Nasional (Studi tentang Hukum Penguasaan, Pemilikan, 

dan Konflii Saka pada Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman 

Kalimantan Tengah)" dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. 

Disertasi ini diselesaikan guna diajukan dan dipertahankan pada ujian di 

hadapan sejurnlah Guru Besar Program Doktor Ilrnu Hukurn Fakultas 

Hukumuniversitas Islam Indonesia. 

Sampai saat ini, paling tidak disaat penulis mengakhiri penelitian ini, hukum 

penguasaan, pemilikan, dan konflik Saka pada masyarakat nelayan di Tumbang 

Nusa Kalimantan Tengah senyatanya masih hidup dan hgsional. Hal ini sesuai 

perspektif para ahli tentang living law antara lain Eugen Erhlich, sehingga 

penulis menganggap perlu membangun sebuah pemikiran dimungkinkannya 

transforrnasi hukum Saku yang secara bijak mengedepankan langkah-langkah 

dan nilai-nilai prismatik sebagai langkah moderasi yang progresif yaitu perlunya 

keseimbangan antara hukum sebagai alat perekayasa sebuah keteraturan 

(sebagaimana juga inti pemikiran Roscoe Pound law is a tool of social 



engineering) dan hukurn sebagai cermin budaya bangsa yang bhineka tunggal 

ika. Dengan demikian, keteraturan dan keadilan diberbagai ruang dan lokal serta 

persekutuan sebagai kekayaan identitas hukum nasional yang senyatanya hidup 

di masyarakat Indonesia bisa tetap lestari dan lebih berdaya. 

Dalam ha1 konflik atas tindakan hukurn penguasaan dan pemilikan Saka 

pada nelayan Saka hanyalah pada stadium satu sesuai perspektif William 

Hendricks benvujud internal conflict dalam kelompok keluarga pemilik Saka 

yaitu bagian dari struktur dari sum conflict tindakan hukum yang biasa terjadi 

sehari-hari sebagaimana implikasi pemilcran Ralf Dahrendorf dan Paul Conn, 

yaitu internal conflick adalah konflik yang selalu ada dalam kehidupan manusia. 

Penulisan disertasi ini disajikan dalam tujuh bab. Bab I berisi tentang 

pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

cakupannya, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, konsep hukum 

dalam peneltian Hp2S pada HMNS, kerangka teori dan kajian pustaka, serta 

metode penelitian. Bab I1 berisi; gambaran umum karakteristik masyarakat 

nelayan Saka Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Bab 

I11 berisi; fakta hukurn penguasaan dan pemilikan Saku pads masyarakat nelayan 

Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Bab IV berisi; 

bahasan tentang sosok masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam memahami 

konsep hukurn penguasaan dan pemilikan Saka (Hp2S), Bab V berisi; bahasan 

tentang penanganan konflik dalam kasus-kasus pelanggaran atas penguasaan dan 



pemilikan Saka (Hp2S), Bab VI berisi; bahasan tentang upaya pengakuan sistem 

hukurn nasional atas Hp2S, Bab VII adalah Bab Penutup yang berisi tentang 

kesimpulan pembahasan disertasi dm rekomendasi. 

Walau studi ini masih berada dalam serba keterbatasan dan 

ketidaksempurnaan yang merupakan hasil optimal penulis. Kiranya informasi ini 

dapat bermanfaat dalam pembangunan h u k m  dan ilmu hukurn baik pada tataran 

universiter maupun terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita 

hukum yang pancasilais. 

Akhirnya, semoga disertasi ini ada manfaatnya. 

Yogyakarta, Awal Juli 201 2 

Penulis 



UCAPAN TERIMA KASlH bAN PENGHARGAAN 

Alhamdu lillahi robbil'aalamin. Setelah melalui perjuangan dan 

pengorbanan menjalani tahapan demi tahapan sejak awal berproses dari 

penyelesaian materi perkuliahan di kelas, ujian komprehensif, kual i fh i ,  ujian 

seminar proposal, menjalani kegiatan penelitian di lapangan, dan kemudian 

merampungkan seluruh proses kegiatan di lapangan dalam satuan penelitian 

disertasi ini. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan disertasi 

yang berjudul "Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum 

Nasional (Studi tetang Hukum Penguasaan, Pemilikan, clan Konflik Saka pada 

Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)". Dengan 

selesainya penyusunan disertasi ini, tiada lain yang dapat penulis ucapkan selain 

terima kasih yang setinggi-tingginya kepada-Mu ya Allah Swt karena selesainya 

disertasi ini bukanlah semata hasil kerja kreatif dan ikhtiar serta upaya akademik 

penulis, tetapi atas keajaiban, kekuasaan, kebesaran, dan seizin-Mu. 

Yang utama dm pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang sangat dalam kepada Bapak Pro$ Dr. H Sudjito, S.H, MSi.  bagi penulis, 

beliau bukan saja hanya selaku Promotor dan Pembimbing Utarna penulis, yang 

dengan kesabarannya tahap demi tahap yang telah banyak meluangkan waktu 



ditengah-tengah kesibukannya sebagai seorang akademisi dengan sejumlah 

kegiatan izmiahnya di tanah air, beliau telah memberikan petunjuk, bantuan, 

dorongan semangat, teguran layaknya seorang bapak kepada anaknya, dan 

bimbingan, serta masukan yang berharga dalam penyelesaian disertasi ini, tetapi 

juga penulis bersyukur dan merasa beruntung berkesempatan menjadi 

mahasiswa bimbingannya karena beliau telah banyak menambah wawasan 

penulis bagairnana menjadi dan atau setidaknya mengenal warga komunitas 

intelektual. Sernoga apa yang telah dilakukan beliau dalam upaya memberikan 

pencerahan bagi penulis diterima sebagai ibadah oleh Allah Swt. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan 

kepada Bapak Pro$ Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. selaku Co-Promotor atau 

Pembiibing Pendamping penulis, dengan kesabaran dan keakrabannya 

ditengah-tengah kesibukannya sebagai seorang akademisi dan juga sebagai 

seorang pemerhati hukum dan budaya hukum di tanah air yang telah berkenan 

pula memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan juga teguran bijaknya kepada 

penulis sehingga walaupun tulisan ini jauh dari sempurna, atas perhatian lebih 

beliaulah penyusunan disertasi ini bisa juga penulis selesaikan. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan secara 

khusus kepada Bapak Pro$ Dr. T. Gayus Lumbun, S.H, M.H., Bapak Pro$ Dr. 

Adi Sulistiyono, S. H., M H., Ibu Pro$ Dr. Dra. Endang Sumiarni, S. H., M Hum., 

dan Bapak Dr. M. Syamsudin, XH., M H  di sela-sela kesibukan baik sebagai 



tokoh masyarakat maupun sebagai akadernisi yang memberikan ilmunya di 

berbagai perguruan tinggi di tanah air, masih berkenan dan sempat memberikan 

telaah serta pemikiran yang sangat berharga demi penyempurnaan disertasi ini 

sehingga menjadi lebih baik. Atas petunjuk dan nasehat serta masukan 

pemikiran yang begitu besar sehingga talc ternilai manfaatnya, semoga mendapat 

balasan dan limpahan rahmat serta lindungan dari Sang Pencipta dan Penguasa 

Ilmu Pengetahuan (AI-Khaliq). 

Secara khusus penulis ucapkan juga terimakasih yang tulus dan mendalam 

kepada, Ayahnda (Abahku) Dr. H. Abdurrahman, S.H., MH. dengan kearifan 

dan kesabaran beliau di sela-sela kesibukan sebagai Hakim Agung RI dan 

mengajar di berbagai perguruan tinggi di tanah air, mas& sempat menyisihkan 

waktu memberikan saran-saran penting, yang tak habis-habisnya memberikan 

motivasi serta sangat peduli ketika penulis menghadapi masalah-masalah 

akadernik selama perkuliahan berlangsung, serta tak terhitung lagi sejumlah 

nasihat dan literatur dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini dengan 

mudahnya penulis dapatkan. 

Disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi juga Kepada Relctor 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof Dr. Edy Suandi Hamid, 

M. Ec. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 

perkuliahan di Program Doktor (S-3) Ilmu Hukurn pada Fakultas Hukum UII 

Yogyakarta. Demikian juga kepada Ketua clan mantan Ketua Program Dolctor 
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(S-3) Ilmu Hukurn Fakultas Hukum UII Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H, M.H. 

dan Bapak Prof. Dr. H. Ridwan Khairandy, S.H, M.H. yang selalu memberikan 

petunjuk dan saran-saran penting sehingga memperlancar proses penyelesaian 

studi penulis. Demikian pula kepada Ketua STAIN Palangka Raya Bapak Dr. H. 

Khairil Anwar, MA. dan mantan Ketua STAIN Palangka Raya Bapak Drs. H. 

Akbmad Syar'i, M.Pd. yang telah banyak mendorong semangat untuk 

penyelesaian studi penulis. 

Selaku murid, secara khusus dan tulus juga penulis ucapkan terimakasih 

kepada sejumlah sosok penstudi ilmu hukum baik sebagai teoritisi maupun 

praktisi hukurn yang amat terpelajar antara lain, Prof. Dr. H. Taufik S. 

Soemantri, S.H., Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, S.H., M.PA, Prof. Dr. H. 

Moh. Mahfud. MD, S.H., S.U., Prof. Dr. Lili Rasyidi , S.H., S.Sos, LLM, Prof. 

Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LLM, Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, S.H., M.S, 

Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Prof. Dr. 

H. Koento Wibisono, S.H., Prof. Dr. H. Arnin Abdullah, M.A., Prof. Dr. H. 

Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Drs. Ahmadi Hasan, M.Hum, Prof. Dr. Adi 

Sulistiyono, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. H. Ahmad Minhadji, M.A., dan Dr. 

Hardjono, S.H, MCL. Mereka selalu memberikan yang terbaik khususnya ilrnu 

hukum baik pada perkuliahan di kelas maupun pada proses penyelesaian 

disertasi, sejak pra-kualifikasi, ujian seminar proposal, ketika terjun mencari 

data hukurn di lapangan, dan sampai kepada penyelesaian penyusunan disertasi 



ini. Dalarn halmana saran dan kritikan yang telah disurnbangkan kepada penulis 

sangatlah bermanfaat membuka cakrawala sehingga mengetahui apa yang 

seharusnya penulis lakukan (mengetahui apa yang menjadi ketidaktahuan 

penulis) bahwasanya masih sangat banyak yang harus penulis pelajari dan 

pelajari lagi sejalan perkembangan ilmu hukum yang sangat dinamis dengan 

kemutakhirannya. 

Kepada rekan-rekan, penulis sampaikan juga terimakasih dan penghargaan 

yang mendalam atas motivasi yang diberikan serta kebersamaannya, yaitu 

kepada, Prof. Dr. H. S. Mundzir, seniorku Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.A, 

Dr. H. Syaiful Bakbri, S.H., M.H, Dr. H.M. Atifin, Dr. Zulkipli., Dr. Eny Lestari., 

Dr.Endang Sri Rezeki., Dr.Toen Leo, Abangku Dr. Devprayno, SH, MH, Dr. Ibnu Ilmi 

AS. Pelu, S.H., M.H., Dra. Dyah S, SH., MH., Firdaus, S.H., M.H., Marjuki, S.H.,M.H., 

Dr. Markhrus, M.Hum., Azis Hakim, S.H.,M.H., Drs. Abd.Halim, S.H.,M.H., dr.Irsya1 

R.,S.H,M.H., Dr. Khairuddin, S.H.,M.H., Drs. Nuryaqin, S.H, MCL, M.Si., Drs. 

Ramdan, Drs. Surya Sukti, M.A., Drs. Sadiani, M.H., Abd. Khair, S.H, M.H., dan Drs. 

Sabarun, M.Pd. 

Selesainya penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari dukungan yang tulus Bapak 

A. Teras Narang, S.H., di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, 

di setiap kesempatan selalu memberikan dorongan untuk memperhatikan dan 

membangun hukum yang hidup di masyarakat, Walikota Palangka Raya Bapak H.M. 

Riban Satia, S.Sos, M.Si yang telah banyak memberikan saran dan informa& penting 

sehingga menambah kelancaran penelitian penulis, Prof. KMA. M. Usop, M.A. selaku 



tokoh masyarakat di Kalimantan Tengah yang banyak memberikan masukan terkait 

hukum yang hidup di masyarakat Dayak, Dr. Sidik M. Rahman Usop, M.Si selaku 

akademisi Universitas Palangka Raya yang selalu tak habis-habisnya memberikan 

dukungan moril serta data hukum tentang hukum yang hidup di masyarakat Kaliantan 

Tengah, Bapak Gumerhat S. Liwin selaku tokoh penting (Tetuha Kampung) sekaligus 

Kepala Desa beserta unsur pimpinan atau tokoh masyarakat Tumbang Nusa yang 

dengan senang hati banyak memberikan dan mengarahkan informasi kekayaan atas data 

hukum ketika penulis berada di lapangan. 

Secara khusus kudedikasikan untuk sohibku yang selalu kukenang selamanya 

karena penulis sering hanyut bersamanya dalam dealog sebuah hukum responsif dan 

progresif, ia adalah almarhum Gusdan Hanung Prabowo, S.E., S.H., M.Hum (dosen 

UNS & Mhs. S3 UII). Selasa puku101.44 tanggal 23 Des. 2008, pemuda yang cerdas, 

teguh pendirian, bersehaja, dan selalu setia kebenaran ini menghembuskan nafas 

terakhir dalam peristiwa kecalakaan lalu lintas sepulangnya kami dari Seminar 

Internasional di LTNDP Semarang, semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia 

di sisi Allah SWT. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf administrasi 

Program Doktor Ilmu Hukurn PPs FH UII; Yusri Fahmanto, S.E., Mbak Nani Sudewi, 

Mas Sutik, Mas Zuhri, Mas Ismanto, Mas Azhari, Mbak Elmy Widyastuti, Mbak Ika 

Asriningsih Pulungsari, Mbak Atik Nooryani, dan lainnya yang tulus memberikan 

keutamaan untuk kelancaran administrasi sehingga secara administratif penulis 

mendapatkan pelayanan terbaik selama mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu 

Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 



Secara khusus kudedikasikan kepada Ayahnda H. Anang Utsman ( a h )  dan Bunda 

Hj. Qostaniyah (alm), Ayahnda Mertua Basoedi (alm) dan Bunda Mertua Ny. Urip 

Basoedi atas do'a dan restunyalah penulis bisa menempuh pendidikan sesuai proses 

yang dijalani, secara khusus juga terima kasih penulis sampaikan kepada istriku tercinta 

Dra. Kustiyah Basoedi, M.Pd, dengan segala pengorbanan, ketabahan, pengertian, dan 

semangat bijaknya menjadikan penulis selalu optimis untuk melakukan yang terbaik, 

demikian juga kepada buah hati penulis keempat Kusbianku; Mas Ma'ruf Kusbianto, 

Mas Nugraha Kusbianto, Mbak Sophiastia Kusbianti, dan Mas Muktibaskara Kusbianto 

yang selalu memberikan semangat dengan cara-cara dan keunikannya masing-masing, 

serta saudara-saudaraku; Abang H. Ya'cub, Abang Abdullah, Kaka Bahriyah, Abang H. 

Tasrifin, Kaka Misbah, Kaka Juhriyah, Adingku As'ari, si Bungsu Salasiyah, Mbak 

Mila, Mbak Utami, Mbak Lusi, serta adik-adik sekaligus sehabat penulis Mbak Yunita 

Asmawati, S.Sos, M.Si, Mbak Mimi Rahmawati, S.HI, M.HI, Mas Lutfi Wirawan, 

S.Fil, M.H, dan Mas Ade Afriansyah yang selalu menjaga kebersamaan dan medukung 

perjuangan panjang penulis sehingga akhirnya bisa merampungkan studi yang diakhiri 

penyusunan penulisan disertasi ini. 

Sebagai pemungkas kata, mohon maaf jika disertasi yang penulis susun dengan 

maksimal ini ternyata masih jauh dari sempurna. Setulusnya, terns-menerus berharap 

menerima kritikan dan saran untuk kesempurnaannya, sehingga menjadi tulisan berarti 

bagi pembangunan ilmu hukum berbasis kerakyatan serta mampu menjawab 

persilangan kepentingan baik glokalisasi maupun globalisasi dalam sebuah keteraturan. 

Yogyakarta, Pertengahan Juli 201 2 
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Hukum Masyarakat Nelayan Saka (HMNS) dalam Sistem Hukum Nasional. 
Disertasi, Program Doktor llmu Hukurn Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta. 

Hukum terkait Saka, yaitu pengaturan tentang Hukum Penguasaan dan Pemilikan 
Saka atau HP2S serta pengelolaan konfliknya yang berlangsung sejak turun-temurun 
sampai sekarang menurut cam masyarakat setempat yang dilindungi Pasal 18 B Ayat 
(2) UUD 1945. Saka adalah nama anak sungai atau sungai kecil yang hngsional tempat 
pencarian ikan bagi nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. 

Penelitian "HMNS dalam Sistem Hukum Nasional" tentang HP2S, serta 
Pengelolaan Kodiknya ini menjadi penting. Pertam, meneliti sosok HMNS tergolong 
baru dengan maksud agar terpelihara identitas genuine hukum nasional, menegakkan 
ketertiban di berbagai ruang khususnya pada HP2S yang hidup dan wajib mendapat 
perlindungan Negara. Kedua, dengan terbatasnya modal alam Saka, maka 
menumbuhkan konflik yang harus dikelola dengan baik, dengan harapan tidak menjadi 
konflik kekerasan, aturan untuk berperilaku pantas. Ketiga, perlunya pengembangan 
W2S, karena terkait pengembangan hukum nasional yang konstitusional dengan 
mengakomodir masyarakat hukum terkait nelayan Saka. 

Daerah Tumbang Nusa Kalimantan Tengah berpenduduk 1002 jiwa, terdapat 
setidaknya 157 unit Saka tempat pencarian ikan sebagai ketahanan pangan bagi mereka. 
Pemukiman terkonsentrasi di pinggiran sungai Kahayan dan luas 154 km2. 
Homoginitas, kebudayaannya berasal dari suku Dayak. Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh penulis dari hasil studi dokumentasi, 
wawancara, dan observasi. 

Penelitian ini rnenghasilkan theory building tentang HP2S pada HMNS dan 
terungkap Saka dan HP2S sejak th 1900-an sudah ada, hidup, dan fungsional. HP2S 
memiliki substansi clan prosedur hukum tersendiri &lam konteks penguasaan dan 
pemilikan Saka. Substansi hukum, HP2S terdapat; hak, kewajiban, perintah, larangan, 
dan sanksi tentang pengaturan HP2S. Prosedur hukum, HP2S adalah mengatur seluk- 
beluk HP2S,dari tingkat kelompok keluarga pemilik Saka sampai tingkat lembaga 
kerapatan desa. Konflik hukum Saka diselesaikan oleh tetuha (seorang tokoh) setiap 
kelompok pemilikan Saka saja karena hanya internal conflict dan tertutup. 

Negara menjamin pengembangan HP2S pada HMNS kedalam sistem hukurn 
nasional. Transformasi hukum Saka dimungkinkan untuk mengarusutamakan "hukurn 
yang baik, hukum yang sesuai karakteristik masyarakat", Alternatif membangun hukum 
yang komprehensif, fungsional, dan progresif, perlu adanya keseimbangan dengan 
menjadikan hukum sebagai alat pengatur dan juga sebagai cermin budaya. 

Kata Kunci: Hukum Saka, Penguasaan, Pernilikon, dun PengeloIa~ Konflik 
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ABSTRACT 

Law of Saka fisherman society in national legal system, a desertation for 
obtaining Doctorate deegre in Jurispurdence, Faculty of Law Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta. 

Law of Saka society is dealt with the rule of occupying and entittlement 
of Saka, together with managing conflict resolution. This tradition, operated 
since their dessence, but handing down to the following generation. The Saka 
tradition is constitutionally granted in article 18B (2) UUD UNRI 1945. Saka is 
actually a part of river which is used by the people surrounding it for fishing, 
and continned until now in Tumbang Nusa, Central Kalimantan. 

This research is considered importance fo the following reasons. One, 
this topic is rarely found in library, so it as something and become new 
academic information in a National Legal system which is should be protected 
fkom the state second, due to the lack of human capiteal, occupying, and entitel. 
Saka can sometimes lead social conflict and in order to avoid physical violence. 
Third, the need to preserve traditional Saka is in order to establish that National 
Legal development also accomodate community of Saka Law. 

The region of Tumbang Nusa Central Kalimantan is occupied by 1002 
people and not less than 157 family units. Peopel live ini Saka river and 
continue to defend food secureties by fishing. Settlement establishes around a 
bay of Kahayan river and people are generally considered as Dayak ethnic. This 
research is persuaded by sociology of law approach. 

From the field, research, it is found some theoritical building relating to 
law of Saka fisherman society. This Saka society existed since 1900. Customery 
rule of Saka Society can be devided into two models. Substantive law of Saka 
society consist of traditional rights, obligations, command, and prohibition and 
sanctions. And procedure law of Saka society concerns with the rule of how they 
deal with management conflict of resolution which include the role of Tetua 
(local leaders) who pray an important tole in mediation. 

State should eventually grant the existing of law of Saka society. 
Transfornation of Saka society law is possibly done by emphasizing to make 
good law and accomodate characteristic of societal law. Alternatively, national 
legal development needs not only to build a comprehencsive, functional, and 
progressive law, but it is also important to make a legal harmony by making the 
law is as instrument of rule and as a cultural reflection. 

Key Word: Saka Law, Occupying, Entitdement, and ConJict Management. 



BAB I 

P E N D A H U L U A N  

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian Hukurn Masyarakat Nelayan saka1 (selanjutnya hanya disebut 

HMNS) khususnya studi tentang hukurn penguasaan, pemilikan, dan konflik2 

' Saka adalah nama anak sungai bermuara ke sungai besar dan atau ke danau, obyek 
penelitian ini adalah hukwn penguasaan dan pemilikan anak-anak sungai Kahayan di Tumbang 
Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (di antatanya ada Saka Paloh, Saka Tambok, 
Saka Tirus, dan Saka Tiwin terdapat seditnya 157 unit Saka tersebar di Tumbang Nusa dan 32 
unit di antaranya mempunyai nama khusus). Di beberapa daerah yang berkarakter mirip Saka, 
terdapat di Handel Kabupaten Barito Kuala disebut (misalkan Handel Barungai, Handel H. 
Abul, dan Handel Ulis berlokasi sekitar Km 16-18 Anjir Serapat), Kabupaten Kapuas terdapat 
desa yang diamai Saka; Desa Saka Maagkahai dan Desa Saka Tamiang, serta terdapat dua Saka 
(Saka Ngabe dan Saka Tampak) berada di Mandumai Kabupaten Kapua.$. Di daerah Petuk 
Katimpun Bawah Palangka Raya terdapat sedikitnya 26-an S a h  dan danau tersebar di sekitar 
Sungai Kahayan. Nama Saka juga diabadikan sebagai nama Kampung Saka Kajang sekitar 7 
Km dari situs administratif peneltian ini. Saka dibuat sendiri (bukan alami) mereka namai Bedje 
juga tempat penangkapan ikan. 

Sekadar perbandingan, sesuai penjejakan penulis di Sumatra Barat pada tanggal 5 sampai 
dengan 13 Oktober 2010 terdapat Banda ("Banda" adalah nama sungai kecil tempat budi-daya 
ikan di kiri-kanannya terdapat sawah dan pemukiman penduduk, Banda mengalii ke sungai 
besar Lubuk Manturun di Kota Padang). Banda berkarakter mirip Saka, setidaknya terdapat di 
Koto Panjang (15 unit), Ekor Koto (10 unit), Bmga Pasang (2 unit ), dan Air Pacah (3 unit) 
Kecamatan Koto Tangah dan sekitamya di Kota Padang Sumatra Barat dimiliki dan dikelola 
oleh 8 kelompok atau organisasi pernuda yang terhingkurn dalarn Gabungan Organisasi lkan 
Larangan (COIL). COIL diatur dalam sistem hukum adat Nagari yang mempunyai substansi dan 
prosedur sendiri (sandarannnya; "adat bersandikan Sara, Sara bersandikan kitabullah") belum ada 
dasar normatifnya sebagai pelaksanaan Pasal 18 B. Undang Undang Dasar 1945. Ikan &lam 
Banda tidak boleh diambil sembarangan, kecuali musim lomba pancing, apabila dilanggar, maka 
disanksi, antaranya membayar denda sejumlah semen dan dikucilkan &lam pergaulan. Hasil 
lomba pancing, dibagi; 25% untuk mengelola Banda, 25% untuk kepentingan sosial (biasanya 
untuk Musholla dan Masdjid), dan 50% untuk kepentingan pemuda setempat. 

Terjadinya konflik internal (internal conflict) bagian dari slruktur Sum Conflict Hp2S pada 
HMNS adalah bermula dari kondisi kemajemukan struktur keluarga tergabung dalam kelompok 
pemilikan Saka sebagai peninggalan pendahulu mereka tunm-temurun. Dalam tulisan ini 
dominan dipakai adalah istilah 'konflik', konflik menurut pandangan Verderber dalam Gamble 
(1984:261) menyatakan bahwa 'konflik' merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, 
prilaku-prilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan (Verderber, 
1978:123) dan termasuk juga 'perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai' (Hamidi, 1995:25) lihat 
Sabian Utsman dalam bukunya Anatomi Konflik dun Solidaritas Masyarakat Nelqyan, Pustaka 



atas keberadaan sejumlah Saku (selanjutnya untuk hukum penguasaan Saku dan 

hukum pemilikan Saku disebut Hp2S) dilakukan penulis di ~ e s a ~  Tumbang 

Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. 

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan 

berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa 

sosial (social engineering by law) hams berdasarkan pada aspirasi (sebagai 

perbandingan di Jepang ada istilah "kokoro ")4 masyarakat yang hidup beranak- 

- - -- - 

Pelajar, 2007, hlm.16. Penggunaan istilah kodik, menurut Guru Besar Ilmu Hukum UNS Adi 
Sulistiyono bahwa istilah 'sengketa' sering dipertukarkan dengan istilah 'konflik', pemikiran ini 
secara runtut oleh Sulistiyono mengacu kepada pendapat Nader dan Todd, yang mana secara 
ekpsplisit menyatakan: a) pra-konflik, adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang 
karena diperlakukan tidak adil, b) kodik, adalah keadaan dirnana para pihak menyadari atau 
mengetahui tentang adanya perselisihan pendapat di antara mereka, c) sengketa, adalah keadaan 
dimana kodik  tersebut dinyatakan di muka m u m  atau dengan melibatkan pihak ketiga. Lihat 
kembali tulisan Sulistiyono dalam bukunya (buku teks Ilmu Hukum) Mengembangkan 
Paradigma Non-Litigasi di Indonesia diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan 
(LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (Sebelas Maret University Press) 
Surakarta, tahun 2007, hlm.2. Lihat juga Valerine J.I. Kriekhoff dalam Ahmadi Hasan Guru 
Besar Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, bahwa di kalangan ahli 
sosiologi (termasuk sosiologi hukum) kecenderungan terfokus kepada istilah 'konflik'. 
Sementara para ahli antropologi hukum kencenderungannya terfokus pada istilah 'sengketa' atau 
'dispute' yang berarti perselisihan, atau pertengkaran. Namun dikatakan Hasan, ada juga penulis 
(S. Robert, 1979) menggunakan istilah konflik dan sengketa secara bergantian. Lihat kembali 
Hasan &lam disertasinya PenyeIesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada 
Mcuyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nmional, Yogyakarta: PPs FH UII, (2007), 
hlm.47. 

3~ulisan Desa (diseragamkan penggunaan sebutan masyarakat terasing kepada masyarakat 
adat dan legeslasi merombak struktur yang asli pemerintahan berbasis masyarakat asli 
diberbagai persekutuan menjadi "Pemerintahan Desa" melalui UU No: 5 Tahun 1979 tentang 
Desa) dan Kampung dalam bahasan ini digunakan secara bergiliran mengingat masih seringnya 
masyarakat setempat menyebut Desa Tumbang Nusa dengan sebutan Kampung Tumbang Nusa 
atau Perkampungan Tumbang Nusa. Sebagai bukti, tulisan Kampung Tumbang Nusa jelas 
terlihat antara lain pada swat pemilikan Saku atas nama keluarga Laga bin Mantar dibuat pa& 
tanggal 1 Juli 1973 di Tumbang Nusa, isinya: " . . . Kepala Kampung Tumbang Nusa .. . 
menerangkan . . . bahwa Sungai Tambok . . . dari th 1900 adalah milik; Laga Bin Mantar . . ." 

Istilah "kokoro" adalah berarti hati-nurani, yaitu cam-cara berhukurn di Jepang, walau 
bangsanya sudah modern, namm tetap mempertahankan kokoro. Hal tersebut dinyatakm oleh 
Lafcadio Hearn (1972) dalarn Satjipto Rahardjo dalam bukunya Mendudukan Undang-Undang 
Dmar (Suatu Pembahasan dari Optik /[mu Hukum), Semarang; diterbitkan Badan Penerbit 



pinak, sarat budaya, dan adat-istiadat5. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan kepastian hukum, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar 

kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukurn tidak 

berada di ruang hampa. Ruang hampa dimaksud adalah kekosongan peran 

negara terhadap suatu proses hukum maupun peristiwa hukum yang senyatanya 

hidup berakar-pinak di masyarakat. HMNS khususnya Hp2S ternyata telah 

mengisi ruang harnpa, karena tidak semua kepentingan hukum bisa terjangkau 

oleh hukum formal yaitu hukurn yang diproduksi oleh negara (apalagi kalau 

sejak proses lahimya peraturan perundang-undangan senyatanya belum marnpu 

dirurnuskan sesuai kebutuhan masyarakat). 

Senyatanya, walaupun dari segi legalitas dan otoritas hukum yang 

diproduksi negara lebih kuat dari pada Hp2S namun baik legal behavior 

Universitas Diponegoro, (2007),hlm.15. Lihat juga pada ayat 17 Pasal 1 Bab I Ketentuan umum 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 th 2008 (Lembaran Daerah No. 16 
tahun 2008) tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyatakan bahwa 
"hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat" 
dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola-pola 
sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 

Walau bahasan ini bukanlah secara khusus tentang penelitian hukum adat, tetapi lebih 
kepada hukum yang hidup di masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah tentang 
Hp2S. Dalam bahasan ini perlu juga diketahui perbedaan istilah "masyarakat hukum adat" dan 
"masyarakat adat". Menurut pemikiran Cornelis Van Vollenhoven bahwa "kategori kelompok 
sosial itu . . . dikenal dengan bentuk masyarakat hukum (rechtsgemeenchappen) adalah 
masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan oleh hukum yang 
dipakai, Bila hukum yang mengikat itu adalah hukum adat, maka kesatuan masyarakat ini 
disebut "masyarakat hukum adatn (adatrechtsgemeenschappen)". Berdasarkan Kongres 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pertama (AMAN I) Tahun 1999, maka "masyarakat adatn 
diartikan sebagai berikut: "Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal- 
usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, 
ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri". Baca Yance Arizona, Seri 
Hukum dan Keadilan Sosial (Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap 
Hak Mruyarakal Adat at& Stsmber D q a  Alam di lndor2esia), Jakarta, HuMa, (20 lo), hlm.3,4. 



(prilaku hukurn) maupun legal action-nya (tindakan hukum) masih hidup dan 

Eungsional. "Kehampaan hukum juga bisa dilihat fakta lain, yaitu ketika 

mandulnya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor: 39 tahun 

2008 tentang Perizinan Jaring TrwaIs yang mengakibatkan berkobarnya konflik 

nelayan lokal dengan nelayan luar daerah6 Sejalan dengan itu, Esmi Warassih 

menegaskan: 

Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan 
masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk 
kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi 
semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang 
timbuL7 

Sementara itu seorang Hakim Agung RI, Abdurrahman menegaskan 

pendapat Van Djik, bahwa: 

..., hukum hams dipahatni dengan latar belakang masyarakat yang seluas- 
luasnya ... Semua peran ganda ... memperlihatkan sifat ... khaostis. ... 
Eungsi dari sistem mereduksi kompleksitas tersebut ... Dengan cara 
tersebut kehidupan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat &pat 
diciptakan. ... . 8 

Dalam konteks pembahasan hasil penelitian ini, adanya fakta hukum yang 

cukup dan fenomenal, sebuah realitas genuine, yaitu penguasaan maupun 

pemilikan secara kekeluargaan turun-temurun atas sungai-sungai kecil di 

6 Sabian Utsman, Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, (2007). hlm.153-154. dinyatakan bahwa tidak h a n g  dari 28 buah Kapal Trawl 
dari luar daerah bahkan sebagian berasal dari luar negeri menjadi korbannya. 

7 Lihat tulisan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP Semarang Esmi Warassih dalam bukunya 
Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi), Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, 
Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama, (2005), hlm. 1. 

Lihat Djik (1985), dalarn tulisan H. Abdurrahman dalam bukunya Ilmu Hukum, Teori 
Hukum dun Ilmu Penmdang-undangan, Bandung: diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti, 
(1995), hlm. 129. 



pinggiran sungai besar (disebut Saka) sebagai wilayah tangkapan nelayan 

tradisional di pedalaman Kalimantan, khususnya di Tumbang Nusa Kabupaten 

Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Temuan ini menjadi persoalan yang menarik 

bagi kajian hukum di tanah air, karena di tengah perkembangan globalisasi ilrnu 

hukum clan hukum, ternyata HMNs9 masih hidup dan fungsional dengan segala 

kearifan, keaslian dan keterbatasnnya sekaligus yang hidup sejak sebelum 

kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. 

Wilayah aliran sungai Kahayan khususnya daerah Tumbang Nusa 

Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah berpenduduk 1002 jiwa yang 

dihuni suku asli Dayak Kalimantan Tengah. Pekerjaan pokok mereka sebagai 

nelayan tradisional yang bergantung pada keberadaan sejumlah Saka setempat, 

bahkan menurut Gumerhat. S. Liwin (Kepala Desa Tumbang Nusa) pada m a n  

Penjajahan Belanda daerah tersebut sangat terkenal dengan sebutan "Desa Ikan" 

atau "Kampung Lauk" karena desa tersebut terdapat banyak ikan yang tersebar 

baik di sungai besar (Sungai Kahayan) terlebih di sejumlah anak-anak sungai 

MHNS, dikatakan hukum masyarakat nelayan Saka karena dimana ada masyarakat di situ 
pasti ada hukum, khususnya masyarakat nelayan yang mernanfaatkan keberadaan Saka di 
Tumbang Nusa, terdapat h u h  penguasaan dan hukum pemilikan Saka (Hp2S). Fakta Hp2S 
sesuai dengan pernyataan Bushar Muhammad &lam bukunya Asas-Asas Hukum Adat (Suatu 
Pengantar), Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 41,42 bahwa "dirnana ada masyarakat, di sana 
ada hukum . . . inilah suatu kenyataan umum, di seluruh dunia. Tidakkah Cicero lebih kurang 
2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan dalam bahasanya, yaitu dalam bahasa latin, kata-kata 
yang tahan Zaman: ubi societus, ibi ius. . . . Hukum yang terdapat di setiap masyarakat manusia, 
betapa sederhana dan kecilnya . . ., menjadi cenninnya. Karena tiap masyarakat, . . . mempunyai 
kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri. . . . " 

Kenyataan Hp2S pada HMNS, sebagaimana halnya seperti semua sistem hukum di bagian 
lain di dunia, Hp2S tumbuh dari kebutuhan hidup nelayan Saka. Tidak tepat suatu hukum 
tertentu kalau tidak memenuhi rasa keadilan dan asing bagi masyarakat yang bersangkutan. 



dari sungai besar tersebut (yang oleh kebanyakan mereka, anak-anak sungai 

dimaksud disebut Saka). 

Daerah Turnbang Nusa termasuk daerah kantong-kantong kemiskinan (low 

income earners) dan umumnya tidak mengetahui peraturan perundang-undangan 

khususnya terkait dengan ketentuan hukum sejumlah Saka yang menjadi 

andalan mereka, kecuali pengaturan dari Kepala Desa setempat. Misalnya, 

apabila orang lain selain pernilik Saka yang berkeinginan me ' iwak (mau 

mencari ikan), mereka harus ada izin dari pemilik Saka dengan beberapa 

ketentuan antara lain "tidak menggunakan racun atau potas, tidak menggunakan 

alat setrum. Selain itu, menjaga jangan sampai terjadi perkelahian di area Saka 

tersebut" dan kalau terjadi pelanggaran dari ketentuan mereka, maka diproses 

secara kekeluargaan antara mereka yang sama-sama mendapatkan hak rnilik dari 

pendahulunya terhadap sejumlah Saka tersebut. Kalau tidak mampu lagi 

menanganinya, baru diproses kepada kerapatan desa1° yang dipimpin langsung 

oleh kepala desa" untuk menangani kasus tersebut (sanksinya bagi yang 

bersalah, yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi mengambil ikan di Saka 

lo Kerapatan Desa adalah suatu pertemuan atau rapat besar yang diselenggarakan oleh 
tingkat desa yang dipimpin tokoh masyarakat desa setempat, antara lain utuk mendamaikan 
perselisihan atau konflik yang ada di desa tersebut setelah tidak mampu didarnaikan pada tingkat 
keluarga atau kelompok di bawahnya, khusus Hp2S biasanya hanya didamaikan di dalam 
kelompok keluarga pemilik Saka saja. Sebagai perbandingan, kalau di Kota Padang cukup di 
damaikan pada kelompok remaja pemilik Banda (belum pernah juga diproses sampai ke 
Kera atan Adat Nagari, karena hanya konflik hukum kecil yang biasa terjadi sehari-hari) ' Sesuai budaya hukum setempat, maka kepala desa sekaligus juga adalah tokoh yang 
berwibawa sebagai Tetuha Kampung (tokoh masyarakat tertinggi khususnya di desa Tumbang 
Nusa Kalimantan Tengah). 



tersebut, atau keputusan lain sesuai kesepakatan mereka). Sudah sejak turun- 

temurun, setiap konflik atas keberadaan Saka hanyalah pada stadium satu 

(konflik internal dan tertutup yang biasa terjadi sehari-hari) dan tidak pernah 

sampai dibawa ke Kepala Desa apalagi sampai ke lembaga pengadilan 

pemerintah. Mereka berdamai dengan kearifan hukurn kelompok keluarga 

mereka masing-masing. 

Ketentuan perbatasan kepemilikan Saku adalah sepanjang dan selebar aliran 

Saka sampai dengan muaranya yang berbatasan dengan aliran Sungai Kahayan 

baik di Tumbang Nusa maupun di Petuk Ketimpun. PerkampunganTumbang 

Nusa, mayoritas penduduknya dalam menguasai ilmu pengetahuan sangat 

rendah, sehingga sangat potensial terhadap kerawanan konflik, khususnya 

konflik tentang Saku. 

Secara teoritis pada umumnya konflik terjadi di beberapa daerah di 

Indonesia. Khususnya struktur konflik atas keberadaan hukurn terkait 

penguasaan dan pemilikan Saka (Hp2S) bisa saja terjadi, adalah Zero-Sum 

Conflict; kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama bersifat antagonistik, 

sehingga tidak memungkinkan terjadinya kompromi. Ciri-ciri utama konflik ini 

tidak mungkin diadakannya kerja sama dan kompromi, Non Zero-Sum Conflict; 

kedua belah pihak dimungkinkan untuk mengadakan perundingan. Ciri-ciri 

utamanya, pihak-pihak yang terlibat konflik masih mungkin untuk melakukan 

perundingan dan bekerjasama, sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian 



dari konflik tersebut, dan Sum Conflict; pihak yang berkonflik melakukan kedua 

bentuk sekaligus, yaitu di sisi lain melakukan perlawanan (bersifat antagonistik), 

akan tetapi pada waktu yang bersamaan kedua belah pihak juga melakukan 

kompromi yang bisa terjadi secara ensidentil. Ciri-ciri utamanya; pihak-pihak 

yang terlibat mengendalikan keadaan tidak terlalu ketat walaupun antara konflik 

dan integrasi atau perundingan dalam titik kulminasi yang tetap oftimal, dan 

struktur konflik ini termasuk konflik internal yang terjadi sehari-hari). Dalam 

hal konflik Hp2S, secara khusus yang terjadi atas keberadaan Saka di Tumbang 

Nusa adalah lebih kepada konflik internal yang termasuk bagian dari Sum 

Conflict. 

Pergulatan persilangan kepentingan kaitan dengan penguasaan maupun 

pemilikan Saka tidak bisa dihindari terjadinya konflik, maka kepala desalah 

sebagai bagian dari tokoh kunci dalam penanganan konflik pada masyarakat 

setempat yang merupakan pihak penanggungjawab tertinggi atas penanganan 

konflik antar warga masyarakat tersebut sesuai dengan karakter dan stadium 

konfliknya (baik konflik tertutup maupun konflik terbuka). Akan tetapi, karena 

konflik yang terjadi hanyalah pada stadium satu (konflik yang biasa terjadi 

sehari-hari), maka penanganannya cukup oleh tokoh masing-masing satuan 

kelompok keluarga kepemilikan Saka saja. 



Apa yang ada dalam dam pikiran warga (socio-psikologis) nelayan Saku12 

yaitu apa yang nampak dari luar hanyalah struktur karakteristik etik baik proses 

maupun peristiwa hukum setempat yang dinominasi dengan simbol-simbol 

dalam interaksinya. Individu sebagai aktor kunci pada setiap aspek kehidupan 

hukurn dalam masyarakat nelayan Saka. Sebagai pelaku yang aktif dan proaktif 

mengonstruksikan hukum Saku secara kolektif dengan memanfaatkan dan 

bersifat simbolis baik melalui bahasa maupun isyarat-isyarat lainnya yang 

memproduksi dan mereproduksi keunikan karakteristik hukum setempat. Sifat 

simbolis masyarakat nelayan Saka juga tmasuk dalam mendamaikan warga 

kalau terjadi konflik atas tindakan hukum tentang penguasaan dan pemilikan 

Saku. Bagi penulis sebagai peneliti untuk memaknai atau membongkar atau 

membedah struktur karakteristik etik hukum Saka (menemukan makna emik-nya 

dari hasil penelitian ini) secara komprehensif baik dalam tataran rnikro, meso, 

maupun makrososiologi hul~umn~a '~  diperlukanlah cara-cara khusus sesuai 

simbol-simbol hukum yang ada. 

Konteks penelitian hukum (legal research) ini, di samping teori-teori 

hukurn yang relevan, digunakan juga dasar-dasar pernikiran pendukung antara 

lain teori interaksionisme simbolis dan teori konflik, sebab tindakan hukum 

warga nelayan Saku adalah berdasarkan makna-makna dan makna itu sendiri 

l2 Lihat Georg Simmel dalam Riyadi Soeprapto, Interaksionesme Simbolik (Perspeldif 
Sosiologi Modern), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2002), h1m.X. 

l3 Perhatikan Gerhard Lenski (1985) dalarn Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta: 
FE. UI, (2000), hlm.19. Gerhard Lenski merincikan batasan antara mikro, meso, dan makro 
dalam kajian sosiologis. 



diperoleh dari interaksi sesamanya serta aras makna hukurn masyarakat 

setempat clan semakin berkembang sepanjang berlangsungnya interaksi sesama 

mereka terus berjalan. 

Realitas genuine dan dinamisasi Hp2S sebagai area pencarian ikan bagi 

nelayan setempat, serta pengelolaan konflik atas tindakan hukum yang unik 

(setiap ada konflik Saka, selalu didamaikan dengan kearifan dan cara-cara 

hukurn setempat di luar lembaga peradilan negara, bahkan ruang budaya hukum 

keluarga menjadi tempat utama dalam proses perdamaim mereka) menjadi 

sangat relevan, apabila dikaitkan dengan ranah pembangunan hukum nasional 

yaitu berupaya menciptakan keseimbangan sistem hukum yang sarat dengan 

nilai prismatik, sehingga dengan hukurn sebagai alat rekayasa untuk 

menegakkan ketertiban sosial sekaligus juga sebagai cermin budaya demi 

identitas hukum Indonesia. 

Menurut penulis, penelitian yang sudah dilakukan ini sebagai langkah 

strategis baik sebagai landasan pengembangan ilrnu hukum, maupun sebagai 

dasar-dasar pembuatan kebijakan hukum nasional terhadap status hukurn yang 

hidup di masyarakat terutama terkait dengan penguasaan clan pemilikan 

sejumlah Saka tersebut dengan beberapa alasan mendasar berikut. 

Pertama, penelitian ini dipandang penting, k a n a  sampai saat ini, 

belum ada penelitian atau kajian mendalarn clan komprehensif tentang 

penguasaan maupun pemilikan sejumlah Saku, khususnya yang berada di lokal 



atau komunitas nelayan sekitar Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. 

Keterwakilan beberapa kamkteristik mirip Saka seperti di daerah Petuk 

Ketimpun Bawah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah terdapat tidak kurang 

dari 26-an unit Saka dan danau, ha1 itu menjadi pertimbangan bahwa juga ada 

terdapat pemilikan Saka selain di Tumbang Nusa, ketika pemilihan lokasi 

penelitian ini. Di lain pihak, apapun hasil bahasan ini, telah menggambarkan 

yang sesungguhnya tentang apa dan bagaimana karakteristik hukurn masyarakat 

nelayan Saka (HMNS) di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah yang kemudian 

deslcripsi ini melakukan penelusuran terhadap timbulnya sekecil apapun konflik 

penguasaan dan pemilikan Saka (konflik Hp2S hanyalah konflik internal) yang 

menuntut peran dan kearifan hukum (Hp2S) yang hidup secara turun-temurun di 

masyarakat nelayan setempat untuk menanganinya secara damai. 

Khusus daerah Tumbang Nusa, tidak kurang dari 157 unit Saka dengan 

keunikan sistem penguasaan maupun kepemilikannya (diketahui juga bahwa 

penguasaan rnaupun pemilikan Saka tidak sama dengan menguasai atau 

merniliki tanahnya). Setiap Saka atau sejumlah Saka dimiliki oleh satu 

kelompok keluarga secara turun-temurun. Bahkan kepemilikan itu sangat kuat 

ketika penulis menemukan sebagian warga telah mempunyai surat keterangan 

yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tumbang Nusa sekitar 60 tahun silam 

sebagai bukti kepemilikan yang syah dan surat keterangan kepemilikan tersebut 



masih fungsional". Surat dimaksud di antaranya dikeluarkan pada tanggal 15 

Juli 1949, yang ditulis tangan itu dikeluarkan dengan nomor urut ke 114. 

Sebagian dari isi surat tersebut berbunyi: 

... saya kepala kampung Tumbang Nusa Laga Mantar memberi keterangan 
bahwa Sungai Bamban (Saka Bamban) di sebelah kanan mudik Selat Nusa 
Sungai tersebut +1,500 km. Tempat Liwan Kerdja berusaha ikan Liwan 
ada mempunyai anak 3 orang yaitu 1. Selamat, 2 Saprah, 3 Dulin. ... 15 

Selain swat pemilikan, ada juga surat pemilikan yang berjudul 77Perhrarhg 

Sungai Tambur yang ditulis menggunakan mesin ketik, dikeluarkan tanggal 1 

Juli 1973, yang menerangkan bahwa Sungai Tambok (yang biasa sehari-harinya 

disebut mereka "Saka Tambok") sudah d i i l ik i  oleh seorang yang bemarna 

Laga bin Mantar sejak t a b  1900 (sebelum kemerdekaan RI) dan diwariskan 

kepada empat orang anaknya. Untuk lebih jelasnya, sebagaian isi surat tersebut 

sebagai berikut : 

Yang bertanda tangan di bawah ini; 
ININ TIMBANG, Kepala Kampung Tumbang Nusa ... menerangkan ... 
bahwa sungai Tambok tsb. yang di sebelah Kanan mud& kali Kahayan ... 
dari th 190016 adalah milik; Laga bin Mantar. 

l4 Data tersebut bersumber dari keterangan Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa Tumbang 
Nusa) clan masyarakat nelayan Saka lainnya pada April 2009. 

l5 Data tersebut diperoleh dari hasil penjejakan data lapangan sebelum dilakukan penelitian 
lebih lanjut untuk memastikan layak atau tidaknya dijadikan sebuah penelitian dan bahasan 
disertasi, kemudian lebih terang dan jelas lagi ketika sudah te rjun ke lapangan dan berakhirnya 
penelitian ini, saya berwawancara dengan beberapa tokoh masyarakat nelayan dan termasuk 
Kepala Desa Tumbang Nusa yang juga sebagai pemilik surat keterangan syah kepemilikan Saka 
tersebut yang diperolehnya secara turun-temurun yang sebagian isinya bisa terbaca seperti 
tersebut di atas, tetapi ada bagian-bagian tertentu sudah tidak bisa terbaca lagi karena usianya 
terlalu tua (sekitar 60 tahun) di samping cara perawatannya tidak terlalu baik sehingga sebagian 
tulisannya kabur dan sebagian lagi dimakan rayap. 

l6 Kalau Hp2S sudah ada sejak tahun 1900, maka dapat dipastikan bahwa Hp2S itu bukan 
saja lebih tua dari NIW, tapi juga lebih tua dari lahirnya istilah "Hukum Adat" dipergunakan. 
Hal ini terbukti istilah hukum adat barulah secara resmi digunakan pada tahun 1929, secara 



Maka sekarang ini sungai Tambok tsb. dari muara sampai ke udiknya 
diserahkanldikasihkan oleh Laga bin Mantar kepada anaknya - yang 
bernama: 

1. Ugup bin Lags. .................................................. --------- 
2, Halene bin Lags. ---- -- ----- ----------------- ---- --- ...................... 
3. Jmjam bin Lags. ............................. - - - - - - - - - - - - - - -  
4. Nurut bin Laga. ---- - ------ - ------- - ----- - ------- - ---- - ------ - ------------- 
Dan sungai tsb. tempat berusaha ikan dan lain-lain. ... empat orang 

yang mempunyai hak. 
Jadi dari anaknya yang empat ini boleh kerja sama dan sama berhak 

mengenai Sungai tsb. dan tidak boleh mungkir-memungkir di kemudian 
hari ... 17 

Dari temuan surat keterangan bukti kepernilikan tersebut, bukan saja 

kepemilikan umumnya berdasarkan pengakuan tidak tertulis dan sebagian besar 

Hp2S adalah tidak tertulis (jus non scripturn), namun terdapat juga pengakuan 

yang tertulis dikeluarkan pihak yang berkompeten untuk itu, dan hanya 

sebagaian kecilnya yang tertulis (jus scripturn), maka tiaklah diragukan lagi 

adanya peristiwa dan proses hukurn yang senyatanya hidup di masyarakat 

- - - - 

lengkap dengan segala proses perkembangannya sejak tahun 1747 sampai dengan tahun 1929 
yang akhirnya pemerintah kolonial Belanda mulai memakai istilah "Hukum Adat" (Adatrecht) 
dan ternyata istilah 'Hukum Adat' tersebut diambil dari bahasa Arab, bisa dibaca dalam Surojo 
Wignjodipuro dalam bukunya Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, PT. Gunung 
Agung, 1982. hlm.23-24. Baca juga sebagai bahan perbandingan waktu antara keberadaan Hp2S 
dengan paling tidak, ada 3 hukum adat suku Dayak di Kalimantan Tengah yaitu sebagaimana 
lampiran tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 
2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; Hukurn Adat Suku Dayak Ngaju 
yang mengacu kepada Rapat Besar di Tumbang Anoi Kalimantan Tengah, Hukum Adat Suku 
Dayak Siang Murung (Kedamaugan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya) rnerujuk kepada 
musyawarah masyarakat adat tanggal 17 September 1958 di Puruk Cahu Kabupaten Murung 
Raya, Hukum Adat Suku Dayak Blaman (Kademangan Bulik Kabupaten Lamandau) di susun 
berdasarkan hasil musyawarah adat se-Kademangan Bulik di desa Batu Tunggal tanggal 3-5 
Agustus 2000. 

" Data tersebut penulis dapatkan dari anak Ugup bin Laga ( a h )  yang bernama Dengok (54 
th) salah seorang cucu dari Laga bin Mantar, pada Oktober 2009. 



tersebut yang perlu apresiasi dan disertakan ke dalam sistem bekerjanya hukurn 

nasional. 

Selain suatu keharusan Hp2S disertakan ke dalam peraturan perundang- 

undangan sesuai sistem bekerjanya hukum nasional, maka Hp2S sebagai budaya 

asli masyarakat Dayak Kalimantan Tengah bukan saja tidak bertentangan, tetapi 

sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak 

Masyarakat Adat, sebagai berikut: 

Indigenaus peoples have the rights to promote, develop and maintain their 
imtitutional structures and their distinctive customs, spirituality, 
traditions, procedures, practices and in the cass where they axist, juridical 
systems or customs, in accordance writh international human rights 
st~ndurds.'~ 

Hasil bahasan ini menjadi prinsipil clan sudah mendeskripsikan, namun 

juga setidaknya menghasilkan (theory building) sebuah teori baru tentang Hp2S 

pada HMNS. Hal itu sesuai dengan semangat pengembangan ilmu hukurn saat 

ini, baik pada tabran universiter rnaupun upaya keras pemerintah untuk 

membangun hukum nasional yang demokratis menekankan "berhukum yang 

berbudaya dan cerdas" antara lain melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. 

Sebaliknya, kalau penelitian hukurn yang hidup beranak-pinak di 

masyarakat kurang mendapatkan apresiasi yang memadai, termasuk ha i l  

'' Lihat Article 34 United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples, 
Bangkok, diterbitkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kerjasama dengan Regional 
Initiative on Indigenous Peoples' Right and Development (RIPP) UNDP Regional Centre in 
Bangkok, (1999), hlm.34. 



penelitian tentang Hp2S yang telah dilakukan ini, maka tidak mustahil identitas 

realitas genuine yang merupakan salah satu cermin bagi bangsa dan daerah 

tempatan serta merupakan bagian talc terpisahkan dari hukurn nasional sebagai 

suatu sistem semakin hilang. 

Potensi kearifan hukurn yang terbukti marnpu mewujudkan cita-cita hukum 

dalam perdarnaian hidup di berbagai persekutuan hukum yang hidup di 

masyarakat Indonesia khususnya Hp2S, akan kehilangan wibawanya yaitu 

semakin lunturnya daya yang timbul dari kearifan berhukum untuk menjaga 

tetap tegaknya supremasi hukum dalam memelihara ketertiban untuk 

menghasikan keadilan sosial di berbagai ruang atau di berbagai lokallg 

khususnya sistem hukurn nelayan Saka (Hp2S) yang hidup secara turun- 

temurun20. Kaitan dengan itu, beberapa negara maju sekalipun, seperti Inggris 

Lihat pokok-pokok p ikhn Marc Galanter dalam tulisannya Justice in Many Rooms: 
Courts, Private Ordering, An Indigenous Law, hlm. 1-35, Journal of Legal Pluralism (1 98 1). 
Disunting oleh T.O.Ihromi dalam bukunya Antropologi Hukum sebuah Bunga Ramapai, Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, (2003), hlm.94-138. 

*' Kontribwi hasil penelitian hukum yang digambarkan secara umum di atas, senyatanya 
bukan saja didambakan masyarakat nelayan Saka, namun juga oleh masyarakat tradisional 
lainnya, terutama para petani atau masyarakat satelit, suatu misal para petani di Provinsi 
Bulgovina Austria mempersoalkan institusi peradilan yang tidak terlalu menyentuh kepentingan 
mereka. Hal ini diungkapkan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa "Hukum yang telah diterima 
dan didayagunakan oleh para ahli hukum dalam setiap penyelesaian perkara di pengadilan- 
pengadilan negara Austria ... ternyata tidak tersimak demikian dalam fakta kehidupan petani 
sehari-harinya di Provinsi Bulgovina. Dari sinilah lahimya suatu wacana yang panjang untuk 
memperoleh kesimpulan, apakah yang namanya hukum itu seluruh peraturan yang telah ditulis 
dalam kitab-kitab kodifikasi, atau hukum itu sesungguhnya tak lain daripada seluruh keteraturan 
perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang riil" Lihat Wignjosoebroto 
dalam bukunya Hukum dalarn Masyarakat (Perkembangan dun Masalah), Malang, diterbitkan 
oleh Bayumedia, (2007), hlm. 15,15. 



dan Jepang masih mempertahankan hak-hak tradisional mereka yang moral dan 

cult&'. 

Kedua, bahasan ini penting artinya terkait dengan eksplorasi data hukurn 

di lapangan yang hasilnya juga setidaknya dapat sebagai alternatif memberikan 

bantuan pada kebijakan pembangunan hukum di tanah air baik regional maupun 

nasional. Hukurn yang hidup dan berkembang di masyarakat dirnaksud perlu 

memperoleh perlindungan dalam wilayah teritorial hukum nasional. 

Perlindungan dimaksud adalah menyangkut kewajiban dan tanggungjawab 

negara menyertakannya ke dalam proses pembentukan dan bekerjanya sistem 

hukum nasional khususnya di Indonesia. 

Tanggung jawab negara terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat 

adalah menciptakan kondisi aman, terutama pengaturan tentang penguasaan, 

pemilikan, dm konflik kaitan dengan keberadaan Saka pada nelayan setempat. 

Peran pemerintah diharapkan dapat menjalankan fimgsinya sebagai pelindung 

dan pemberdayaan rnasyarakat nelayan Saka, sehingga mereka menjadi lebih 

maju dan mandiri dengan kebijakan pembangunan hukum yang lebih 

representatif. Ibnu Taimiyah dalam Salim G.P., mengatakan: 

21 Satjipto Rahardjo, Op.Cit, (2007), hlm.15 menyatakan bahwa "Kendati secara substansial 
Inggris sudah menjadi negara modern, namun negeri tersebut tetap bertahan pada tradisi d m  
Konstitusi yang tidak tertulis. Common Law dan Konstitusi yang tidak tertulis merupakan 
monumen yang mencuat di tengah-tengah kehidupan modem sekarang ini. ... demikian juga 
Jepang yang sudah muncul menjadi negeri adikuasa dan modem, juga tetap ingin bertahan pada 
suasana kehidupannya di masa lalu. Jepang menjadi negara industri clan modern, tetapi tidak 
ingin hanyut ke dalam modernisasi. Negeri itu tetap ingin mempertahankan diii sebagai suatu 
negara modem dengan "kokoro" (hati-nurani) Jepang (Hem, 1972) ...". 



. . . , cukup pantas kiranya untuk mengatakan bahwa intervensi negara yang 
dimaksud oleh Ibnu Taimiyah talc 1Ln adalah untuk menjaga dm 
merealisasikan keadilan di antara anggota-anggota masyarakat dan 
mencegah semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah 
seorang anggota masyarakat dan mendengar semua bentuk kerugian yang 
mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat akibat tindak 
pelanggaran anggota lainnya di dalam masyarakat tersebut. Dengan kata 
lain, intervensi negara menghendaki agar hak-hak setiap orang terjamin 
secara sempurna. 

Bukan hanya itu, intervensi negara dimaksudkan pula agar 
kepentingan umurn didahulukan dan diletakkan lebih tinggi ketimbang 
kepentingan pribadi. Kepentingan urnurn di sini tidak harus berkaitan 
dengan kepentingan semua anggota masyarakat secara keseluruhan, 
melainkan bisa saja hanya menyangkut orang atau kelompok tertentu tetapi 
yang mempunyai nuansa bagi keutuhan dan stabilitas masyarakat secara 
ke~eluruhan.~~ 

Kaitan dengan ketertinggalan pembangunan sektor perikanan pada 

masyarakat nelayan yang memfungsikan Saka. Kevin P. Clements dalam 

~ t s m a n ~ ~ ,  menyatakan bahwa ketertinggalan dan atau kemiskinan daerah 

marginal atau daerah satelit adalah sebagai akibat dari ketidakpedulian negara 

(menurut penulis keterbatasan negara), bahkan terkadang peraturan perundang- 

undangan yang dibuat pemerintah sangat menyengsarakan (menurut penulis 

belum mewakili) masyarakat pedesaan atau daerah satelit. Hal ini tanpa kecuali, 

terjadi juga di daerah pinggiran para nelayan Saka sudah secara turun-temm 

mereka berhukum dengan cara-cara mereka sendiri khususnya mengenai 

penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan sejumlah Saka yang secara alami 

22 Lihat Salim G.P., A.M., Etika Intervensi Negara-PerspektifEtika Politik Ibnu Taim &ah, 
Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, ( 1  999), hlm, 1 19 

23 Sabian Utsman, Op.Cit, (2007), hlm, 4 



sebagai tempat penangkapan ikan (physical capital) untuk menopang 

perekonornian Cfood security) mereka. 

Semenjak manusia hidup, secara urnum mempunyai hasrat hidup teratur. 

Keteratwan pernanfaatan Saka yang diinginkan satu pihak, belumlah tentu 

disepakati pihak yang lain. Keteraturan dan ketenteraman anggota keluarga satu 

merasa terganggu, karena anggota keluarga yang lain merasa berkepentingan 

untuk mengambil physical capital di dalam Saka yang bukan haknya atau bukan 

penguasaannya dengan melanggar ketentuan yang senyatanya sudah diatur dan 

disepakati oleh mereka. Mengingat physical capital Saka sangat terbatas dan 

semakin habis, maka dari situlah bersemainya benih-benih konflik yang 

kemudian kalau tidak dikelola dengan baik oleh kearifan setiap kelompok 

keluarga mereka, bisa saj a meledak menjadi kekerasan komunal. Sej alan dengan 

hukurn sebagai fakta hukum maupun hukum sebagai fakta sosial tersebut, 

menurut Kiefer dan Roberts dalam Jawahir Thontowi bahwa "kekerasan anbr 

pribadi atau antar kelompok biasanya diakui sebagai bentuk respons, dan juga 

sebagai pembalasan atas tindak kekerasan yang diderita atau sebagai reaksi atas 

sejumlah bentuk tindak kesalahan yang lain. " 24 

- 

24 lihat Kiefer (1972); Roberts (197957) dalam tulisan Jawahir Thontowi, Hukum, 
Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan). Yogyakarta; Pustaka 
Fahima, (2007), hlm. 265 



Agar konflik itu bisa dikelola dengan baik, menurut Ralf Dahrendorf dalam 

~ u n a r t o ~ ~ ,  bahwa konflik itu dimana-mana saja ada, sejalan dengan proses 

perubahan yang terjadi di masyarakat, maka perlu adanya perangkat aturan dan 

atau ketentuan-ketentuan yang sebagai patokan-patokan untuk berperilaku 

secara pantas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: 

. . ., maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan 
sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar supaya tidak terjadi 
pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda 
mengenai keteraturan tersebut. Patokau-patokan tersebut tidak lain 
merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu 
harapan.26 

Ketiga, bahasan ini masih dan perlu dikembangkan mengingat penomena 

Hp2S pada HMNS, merupakan reditas hukum sebagai fakta sosial tumbuh dan 

berkembang yang hidup turun-temurun serta rnemiliki kaitan dengan keberadaan 

hukurn dan pengembangannya di Indonesia. Di lain pihak, perjuangan Hp2S 

pada HMNS dalam menegakkan hak-hak tradisionalnya sangatlah jelas rnemiliki 

landasan konstitusional dan atau dasar hukum yang sangat kuat, sehingga cukup 

alasan bagi pihak yang berkompeten melakukan langkah strategis untuk 

melindungi serta lebih memberdayakannya. Adapun jaminan hak-hak 

konstitusional masyarakat tersebut telah diatur beberapa Pasal Undang Undang 

Dasar 1945 (ULTD 1945) yaitu: 

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) berisi ketentuan; 

25 Lihat Kamanto Sunarto, Op. Cit, (1 976), hlm. 162 
26 Lihat Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, (1983), hlm. 1. 



(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah 
yang bersifat khusus atau bersifat istirnewa yang diatur dcngan undang- 
undang. 

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

Pasal28D ayat (1) dan ayat (3) berisi ketentuan; 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukwn. 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan 

Pasal28I ayat (3) berisi ketentuan; 
(3) Identitas budaya dan hak rnasyarakat tradisional dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

Pasal33 ayat (2) dan ayat (3) berisi ketentuan; 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terlcandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
ra l~~a t .~ '  

Dengan penegasan dari beberapa pasal-pasal dalam UITD 1945, di 

antaranya Pasal28.I ayat (3) UUD 1945, maka menjadi sangat jelas bahwa siapa 

dan di manapun dalam negara Republik Indonesia apabila komunitas 

masyarakat khususnya masyarakat nelayan Saka di Tumbang Nusa menyatakan 

Hp2S atau senyatanya masih hidup beserta hak-hak tradisionalnya dengan 

budaya hukum sendiri (self-identification and self-claiming), maka 

'' Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Idonesia Tahun 1945 yang ditetapkan (mulai berlaku pada tanggal ditetapkan) 
oleh MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002 (Lembaran Negara No.14 Tahun 2006) diterbitkan 
oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, (2008), hlm.66,67,74,75,76,78. 



sesungguhnya tidak ada alasan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) untuk tidak melindungi. Bahkan negara berkewajiban untuk 

mengabstraksikan disertakannya Hp2S ke dalarn bekerjanya sistem hukum 

nasional. 

Demikian halnya pengaturan perikanan dalam UndangUndang Republik 

Indonesia Nomor: 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belumlah 

cukup untuk secara jelas rnengatur keberadaan Hp2S pada HMNS, sebagai 

misal pada Pasall8 yang berisi tentang: 

(1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk 
mengelola sumber daya di wilayah laut. 

(3) Kewenangan daerah untuk mengelofa sumber daya di wilayah laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ... 28 

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula peraturan 

hukurn yang relevan, yaitu ada Undang Unang Republik Indonesia Nomor: 3 1 

tahun 2004 Tentang Perikanau, bahkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalirnantan 

Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 16 tahun 2008 tentang 

Lembaga Adat Dayak di Kalimantan ~ e n ~ a h ~ ~ .  Dalarn implementasinya 

28 Periksa Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, 
disyahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004 (Lembam Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.l25), Lihat juga beberapa Perubahan Undang Undang 
Republik Iindonesia Nomor.32 Tahun 2004 (Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 8 
Tahun 2005-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.108, Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor:12 Tahun 2008-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor: 59. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, (2008). 
Dari beberapa kali perubahan, namun khusus untuk Pasal 18 d i s u d k a n  belumlah mengalami 
perubahan. 

29 P e r h a  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008 
(Lembatan Daerah Nomor: 16 tahun 2008) tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimanatan 



kesemua peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara khusus 

baik penguasaan maupun tentang pemilikan dari sejumlah Saka sebagai area 

atau zona penangkapan ikan bagi nelayan tradisional setempat. 

Pengaturan secara khusus dirnaksud, paling tidak adanya upaya serius, 

rnisalnya adanya peraturan daerah ataupun peraturan pemerintahan desa 

Tumbang Nusa yang secara khusus mengatur tentang penguasaan maupun 

pernilikan sejumlah Saka oleh warga setempat dengan segala konsekuensinya. 

Dengan adanya peraturan tersebut, maka secara sistemik adanya kepastian 

hukurn (adanya dasar-dasar normatif) yang melindungi, mengelola, serta 

diharapkan akan mampu mengembangkan potensi perikanan pada nelayan Saka, 

suatu misal dari nelayan menjadi petani nelayan s a p  (yang sekarang hanya 

sebagai penangkap biota ikan yang biasa disebut nelayan, agar bisa 

dikembangkan menjadi pembudidaya biota ikan yang biasa disebut petani 

nelayan dengan pemanfaatan sejumlah Saka oleh warga sesuai hukum yang 

berkembang di masyarakat tersebut). Dalam ha1 konflik, dengan adanya 

pengaturan pemerintah yang khusus, pasti, jelas, dan fungsional, maka 

mempunyai kekuatan yang bermartabat dalam menerapkan modelisasi 

pengelolaan setiap terjadinya atau antisipasi konflik, setidaknya benih-benih 

Tengah diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 
2009. 

30 Biasanya nelayan Saka, khususnya pada situs penelitian h i ,  dalam mengoperasikan jaring 
atau jenis-jenis tangkap yang lain didominasi oleh kaum perempuan yang hanya berjumlah 1-2 
orang dalam setiap unit perahu (tidak dikenal nelayan buruh atau nelayan juragan) dengan 
menggunakan perahu kecil yang disisebut perahu tingkung atau jukung ada yang bermesin kecil 
ada yang masih digerakkan memakai dayung secara manual. 



konflik yang berada pada stadium satu sekarang tidak menjadi ancaman 

terhadap masa depan mereka, mengingat terbatasnya sumber daya Saka . 

Pengaturan penguasaan dan pemilikan Saka oleh masyarakat serta 

penanganan konflik yang dilakukan selama ini adalah dengan mengandalkan 

kemampuan tokoh keluarga dalam satuan kelompok keluarga kepemilikan Saku 

atau pimpinan tertinggi di perkampungan tersebut (tokoh masyarakat) dalam 

penyelesaian menurut Hp2S yang hidup secara turun-temurun di masyarakat 

setempat (tokoh tertinggi di perkampungan tersebut yang sekaligus juga sebagai 

Kepala ~ e s a ) ~ ' .  Hukum yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa khususnya 

Hp2S, akan lebih berwibawa kalau di proses secara long march yaitu sejak 

kebutuhan dan keinginan perorangan, menjadi keinginan golongan, selanjutnya 

menjadi wacana kebijakan politik, ditingkatkan menjadi permasalahan yang 

pokok pemerintah, pada akhirnya menjadi agenda penting dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan, maka diabstraksikanlah ke dalam norma-norma 

yang lebih tinggi, paling tidak berwujud lahirnya Peraturan Daerah atau 

Peraturan Desa terkait sehingga representatif mengatur tentang Hp2S. 

Pengaturan Hp2S oleh pemerintah, secara khusus yang diharapkan 

masyarakat nelayan Saka Tumbang Nusa, walau tidak menunjuk langsung 

3' Bandingkan dengan pemikiran Bushar Muhammad dalam bukunya Asas-Asas Hukum 
Adat (Suatu Penguntar), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002, hlm.30 menyatakan bahwa segala 
aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan kepada kepala desa, yang menjadi bapak 
masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan atau hukum 
adat pada masyarakat yang dipimpinnya itu. Oleh sebab itu kepala desa adalah juga kepala adat 
(adathoofd). 



kepada Hp2S, narnun secara maknawinya sejalan dengan semangat Pasal 28 

Undang Undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

mengatur bahwa "hakim hams melihat atau mempelajari kebiasaan, atau adat 

setempat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan 

dengan adat setempat". Dengan semangat Pasal 28 tersebut, tersirat bahwa 

negara Indonesia telah membuka akses untuk disertakannya Hp2S merupakan 

hak-hak hukum tradisional yang telah mengisi ruang-ruang yang negara belum 

mampu menjangkau mengabtrasikannya ke dalam peraturan perundang- 

undangan (termasuk belum adanya peraturan desa secara formal yang mengatur 

Hp2S) yang representatif sebagai wujud hukum sebagai suatu sistem. 

Sebagai fokus terpenting bahasan ini adalah studi tentang penguasaan, 

pemilikan, serta konflik (konflik internal keluarga) atas keberadaan Saka pada 

nelayan setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana kearifan 

hukum sebagai daya yang timbul dari kekuatan Hp2S (kekuatan dimaksud 

adalah setidaknya dari sebelum kemerdekaan RI sampai sekarang Hp2S tetap 

teratur dan fungsional) pada HMNS untuk menjaga tetap tegaknya supremasi 

hukum yang hidup di masyarakat di Tumbang Nusa, kemudian diakui dan 

ditransfomasikan serta fungsional menjadi bagian dari proses bekerjanya sistem 

hukurn nasional. 



B. Rumusan MasaIah dan Cakupannya 

Berangkat dari latar belakang masalah, maka yang menjadi pokus perhatian 

dalam penelitian ini dapatlah dirurnuskan masalahnya sebagai berikut: 

1 .  Bagaiman sosok masyarakat nelayan Saka memahami konsep penguasaan 

Saka, dan pemilikan Saka yang terkonstruksi (socially constructed) secara 

turun-temurun sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat nelayan 

tradisional di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah? 

2. Bagaimana pengelolaan konflik (How to Manage Conflict) yang dilakukan 

masyarakat nelayan Saka, ketika mereka menangani kasus-kasus 

pelanggaran hukurn atas penguasaan Saka dan pemilikan Saka di dalam 

keluarga nelayan setempat? 

3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan agar norma-norma hukum 

masyarakat nelayan Saka mendapatkan pengakuan dalam proses 

pembangumn sistem hukum baik di tingkat lokal maupun nasional? 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui garnbaran yang 

sesungguhnya tentang: 

1. Sosok masyarakat nelayan Saka dalam memahami konsep penguasaan Saka, 

dan pemilikan Saka yang terkonstruksi (socially constructed) secara turun- 

temurun sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat nelayan tradisional 

di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. 



2. Pengelolaan kodik  (How to Manage Conflict) yang dilakukan masyarakat 

nelayan Saku, ketika mereka menangani kasus-kasus pelanggaran hukurn 

atas penguasaan Saku d m  pemilikan Saku di dalam keluarga nelayan 

setempat. 

3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan agar norma-norma hukurn masyarakat 

nelayan Saku mendapatkan pengakuan dalam proses pembangunan sistem 

hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi clan pemikiran kepada 

para pihak yang berkompeten terkait keberadaan Hp2S. Secara sistematis 

diharapkan juga bermanfaat bisa menjelaskan dan atau memberi arti sekurnpulan 

data hukum yang belurn punya arti tentang makna hukum dan karakteristik 

Hp2S, serta pengelolaan konflik (yang terjadi hanya konflik internal kelwga 

pemilik Saka) berlangsung dalam hukum yang hidup pada nelayan setempat. 

Temuan penelitian ini, juga diharapkan mempunyai konstribusi 

memperkaya khasanah teoritik terutama terhadap karakteristik penemuan makna 

hukurn yang hidup pada masyarakat nelayan Saku sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari sistem hukum nasional. Sebagai hasil penelitian yang dilakukan 

secara seksama, di sarnping berguna menyerap aspirasi hukum yang berakar di 

masyarakat, dan setelah hasil temuan diolah, bisa sebagai alternatif pernikiran 

pengembangan ilmu hukum dan menentukan arah kebijakan pembangunan 



hukum, setidaknya bagi pemerintah daerah terkait khususnya dalam upaya serius 

untuk mewujudkan baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa 

(Perdes) yang mengatur hukum penguasaan dan hukurn pemilikan dari sejumlah 

Saka di sepanjang aliran sungai Kahayan Tumbang Nusa, serta mengatur 

pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S dimaksud. 

E. Konsep Hukum dalam Penelitian Hp2S pada HMNS 

Kejelasan beberapa konsep hukum dalam bahasan Hp2S pada HMNS sangat 

penting. Hal itu untuk menglundari kesalahpahaman dalam penafsiran atau 

mendiskusikan terhadap fokus permasalahan sesuai tema penelitian ini. 

Penggunaan Hukum Pancasila, HMNS, Hp2S, Hukum yang hidup dimasyarakat 

(living law), dan Hukum Adat secara bergantian penulis maksudkan sebagai 

berikut: 

1. Hukum Pancasila; adalah hukum yang berpandangan dan mempunyai nilai- 

nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lima sila 

dimaksud; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia. 

2. Hukum Masyarakat Nelayan Saka (HMNS); adalah hukum yang terdapat dan 

berlaku pada masyarakat Tumbang Nusa. HMNS merniliki karakter 



geografis, sistem nilai, ekonomi, politik, sosial budaya hukum, dan wilayah 

sendiri. Kebanyakan masyarakatnya sebagai pekerja nelayan yang 

memanfaatkan anak sungai. Anak sungai, oleh masyarakat setempat disebut 

Saka, d m  itu pula dijadikan penulis sebagai icon penelitian, sehingga cukup 

signiaan untuk mewakili tema penelitian. 

3. Hukum Penguasaan dan Pemilikan Saka (Hp2S): adalah hukum yang sudah 

ada sejak Tahun 1900-an, secara turun-temurun mengatur penguasaan dan 

pemilikan Saka. Hp2S adalah sebagai tema pokok bahasan penelitian ini, di 

samping yang lainnya hanyalah sebagai pendukung. 

4. Hukum yang hidup di masyarakat (living law); adalah hukum yang 

senyatanya masih hidup di masyarakat, dalam hal ini fokus bahasan tentang 

Hp2S yang masih hidup pada HMNS. 

5. Hukum Adat; adalah salah satu dari sejumlah jenis hukum di Indonesia. Pada 

mula pertammya, memakai istilah "Hukurn Adat" (Adatrecht) adalah tokoh 

huicum adat berkebangsaan Beiancia bemama Snouck Hurgronje, cian istiiah 

hukum adat dipakai pemerintah kolonial Belanda sejak Tahun 1929. 

Diperlukannya hukum adat sebagai pendukung pembahasan ini, karena antara 

Hp2S d m  hukum adat sama-sama masih hidup dan bersurnber dari nilai-nilai 

dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukurn di Indonesia. 

Dengan penjelasan konsep tersebut di atas, diharapkan dapat dipahami 

bahwa penelitian ini secara khusus mengkaji tentang Hp2S pada HMNS. Dalam 



bahasannya, secara professional saling keterkaitan dengan kelima konsep hukum 

di atas. Sehingga fokus bahasan ini semakin terang dan jelas adalah Hp2S pada 

HMNS yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa Kalirnantan Tengah. 

Kemudian langkah transformasi hukum dimaksudkan adalah suatu uapaya untuk 

mengabstraksikan nilai-nilai Hp2S kedalam sistem hukurn nasional, baik 

berbentuk aturan perlindungan maupun aturan yang mengatur langsung Hp2S, 

sesuai perkembangan, kemampuan, dan kompetensi para pihak yang terkait. 

F. Kerangka Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kerangka Teori 

Berbicara tentang teori, sama halnya berbicara tentang hukurn, 

sesungguhnya tidak ada defrnisi yang baku dan abadi. Secara umurn apabila 

membahas teori, maka akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu 

realitas in abstract0 yang ada di dalam idea imajinatif clan padanannya yang 

berupa realitas in concreto yang berada dalam pengalaman ind~awi?~ Dalam 

banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukan 

bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), 

juga ~imbolis .~~ 

32 Baca Otje Salrnan dan Anthon F. Susanto, "Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, 
dun Membuka Kembali)", Bandung, PT. Refika Aditama, (2007), hlm.2 1, 

33 Ibid. 



Kebutuhan teori dalam konteks bahasan penelitian hukum ini, sangat 

berkaitan dengan bahwa sebagian besar data Hp2S pada HMNS adalah bersifat 

abstrak (tidak kasat mata) dan juga untuk mewarnai fenomena yang berkembang 

pada masyarakat masing-masing orang nelayan Saka, dalam analisis yang 

berbeda. Penafsiran nelayan satu dengan nelayan lainnya belum tentu sama, 

karena interprestasi yang dilakukan bisa saja bermuatan kepentingan tertentu. Di 

samping itu, juga ada faktor keinginan yang menentukan terhadap interprestasi, 

rnisalkan tentang: mereka menentukan peraturan penguasaan maupun pemilikan 

dari sejurnlah Saka serta modelisasi pengelolaan konflik internal yang terjadi 

dalarn kelwga mereka, menentukan alat tangkap ikan, menentukan waktu 

mengoperasikan jaring, menentukan pekerjaan pokok sebagai nelayan Saka, dan 

menentukan siapa melakukan apa. 

Dengan asurnsi dasar dan pemikiran terhadap penomena demikian, 

diperlukanlah teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis 

yang dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain, sehingga terjadilah proses 

analisis dialektik. Analisis tersebut berisikan pandangan mengenai pertentangan 

antara tesis dan antitesis serta "titik temu keduanya" yang pada akhirnya &an 

membentuk suatu sintesa baru, kemudian menjadi tesis baru. Hal ini 

merupakan hasil spekulasi akademik sejak paradigma, konsep, proposisi, hingga 

teori yang dapat dipahami tanpa membahas tentang benar dan atau salah dalam 

suatu persoalan. Suatu teori akan terns berkembang menolak, menerima, 



ataupun berada pada titik temu keduanya bahkan bisa pada derajat yang lebih 

tinggi lagi. 

Dalam proses pembentukan atau perubahan, baik hukum sebagai fakta 

hukum yaitu dasar-dasar normatif (law in the books) maupun hukum sebagai 

fakta sosial, yaitu terkait fakta hukurn yang senyatanya hidup di dalam 

masyarakat (law in action) khususnya Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, ha1 

tersebut tidak terlepas penggunaan teori. Teori yang digunakan menyesuaikan 

dengan fokus permasalahan bahasan ini. 

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada 

pembahasan hasil penelitian ini, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, 

memprediksi, menigkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran 

hukum, dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan Hp2S pada 

HMNS ini, maka diperlukanlah sejumlah teori yang relevan sebagai berikut: 

a. Teori Hukum dan Cakupannya 

Dipilihnya teori hukum dimaksudkan karena penelitian ini bertitik tolak 

dari dan berakhir pada hukum. Penelitian hukum ini adalah tipe atau kajian 

sosiologi hukum yang mengkaji, bahwa hukum dan manusia memiliki 

persenyawaan yang tak terpisahkan sehingga "hukum tanpa kepentingan 

manusia, sejatinya bukanlah h u k ~ m " ~ ~ .  Hal tersebut merupakan landasan secara 

m u m ,  bagaimana melihat kenyataan hukum Hp2S di masyarakat. Dalam 

34 Baca kembali Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Ibid, (2007), hlrn.15 



penelitian hukurn ini terdapat dua obyek kajian, yaitu, mengkaji secara seksama 

tentang kenyataan hukum di masyarakat dan mengkaji tentang kaidah-kaidah 

Hp2S yang menjembatani baik ide, diskusi, integrasi dan atau sebaliknya, serta 

penafsiran dan atau pemaknaan dalam ranah proposisi penelitan ini, maka 

diplihlah "teori hukum" di samping yang lain sesuai konteks bahasan ini. 

Berbicara hukum dalam konteks hasil penelitian ini, yang paling penting 

adalah mendasarkan hukum kepada pandangan hidup rakyat Indonesia, yaitu 

Pancasila. Bagaimanapun juga budaya hukurn sebagai bagian dari sistem hukum 

Indonesia, termasuk hukum yang hidup di masyarakat nelayan Saka Kalirnantan 

Tengah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini sesuai dengan 

pendapat H. Hilman Hadikusuma, berikut: 

... Dikatakan pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila, maka 
budaya hukurn masyarakat Indonesia adalah Hukurn Pancasila Tetapi 
dikarenakan masyarakat Indonesia itu adalah bhineka tunggal ika, berbeda 
dalam kesatuan, kesatuan yang berisi berbagai perbedaan, maka selain 
pandangan hidup yang nasional, akan terdapat pandangan hidup setempat 
atau segolongan yang bersifat lokal. 

Kepustakaan ... Adat di Indonesia, begitu pula bahan-bahan tertulis dan 
tercatat, seperti cerita rakyat, prosa dan puisi pedesaan, pepatah dan 
peribahasa setempat yang telah terkumpul maupun yang masih berada 
dilingkungan masyarakat bersangkutan merupakan sumber bahan untuk 
mengenal budaya hukum rnasyarakat pedesaan Indonesia. ... merupakan 
bahan informasi yang penting artinya untuk lebih mengenal susunan 
masyarakat setempat, sistem hukum, konsep hukurn, norma-norma hukum 
dan prilaku manusia. 

Selanjutnya bahan sekunder tadi dapat digunakan untuk memperkirakan 
mengapa misalnya suatu kasus perselisihan lebih banyak diselesaikan dalarn 



peradilan perdamaian adat kekerabatan atau adat ketetanggaan yang disebut 
peradilan desa atau dorpsjustitie. ... 35 

Banyak perdebatan tentang hukum, namun penelitian ini ada relevansinya 

dengan rurnusan hukum yang digagas Lawrence M. Friedman yang menyatakan 

ada tiga elemen sistem hukum yang menentukan berfungsinya atau 

memfungsikan suatu hukum, yaitu; structure, substance, dan legal ~ u 1 t u r - e . ~ ~  

Dari pendapat Friedman tersebut, Ahmadi Hasan dalarn disertasinya berjudul 

"Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat 

Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" memproposisikan, berikut: 

Stnrktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat 
dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga 
legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari 
peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga dari sistem hukum adalah 
apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukurn, 
yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan 
mereka. 

Struktur hukurn yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak 
ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Dernikian pula 
substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau 
tidak ditunjang oleh struktur hukurn yang baik. Selanjutnya struktur dan 
substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau 
tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula. 

Pendek kata hukurn akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek 
sub-sistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling 
berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Sehingga 
hukum dapat berjdan secara serasi dan seirnbang, sesuai dengan 
fungsinya. ... 37 

35 Baca H. Hilman HadikusumaKar dalam bukunya Antropologi Hukum Indonesia, 
Bandun : PT. Alumni, (2006), hlm.5334. '' Lihat Lawrence M. Friedman, The Legal S'ern (2 Social Science Perspectba), 
Russell Sage Foundation, New York, (1975), hlm. 3-4. 

37 Periksa Ahmadi Hasan, Op. Cit., (2007),hlm.7 



Dalam budaya hukurn, Hp2S adalah terrnasuk budaya hukurn yang muncul 

dari tmdisi secara turun-temurun. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Hans 

Kelsen dalam bukunya Pure Theory of Law, sebagai berikut: 

... karena, dengan adanya karakter dinamis hukum, suatu norma absah 
karena, dan bila, ia diciptakan dengan cara tertentu, yakni dengan cara 
yang ditentukan oleh norma lain, ... sebagai alasan keabsahan norma baru. 
... 

... Konstitusi bisa diciptakan ... dengan tindakan tertentu yang 
dilakukan oleh satu atau sekelompok individu, yakni, melalui tindakan 
legislatif. Dalam kasus yang terakhir, ini selalu dirumuskan dalam 
dokurnen dan karena itu disebut konstitusi "tertulis", yang berlainan 
dengan konstitusi "tak tertulis" yang muncul oleh tradisi. Konstitusi 
material sebagian bisa berisi norma hukum yang tertulis dan sebagian lagi 
talc tertulis. Norma konstitusi yang tidak tertulis bisa dikodifikasikan; dan 
jika kodifikasi ini merupakan karya dari organ pencipta hukum dan 
memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat, maka ia menjadi konstitusi 
t e r t ~ l i s . ~ ~  

Konteks penelitian ini, perlu mengetahui juga tentang "hukum sebagai suatu 

sistem". Penelitian ini tidak bisa dielakkan adanya bahasan hukum sebagai suatu 

sistem yang bertujuan untuk menggambarkan karakter sosial hukum yang 

diteliti, sehingga ketergantungan antar setiap bagian (masyarakat hukum, budaya 

hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, 

bentuk hukum, penerapan hukurn, evaluasi hukum, dan kembali kepada 

masyarakat hukum3' yang membentuk sistem (interrelationship between parts) 

38 Lihat Hans Kelsen, dalam bukunya Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni, Dasar- 
dasar Ilmu Hukurn Normatif) diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Berkely University of 
California Press, 1978), Cetakan VI, Bandung, Nusa Media, (2008), hlm. 244. 

39 Perhatikan Lili Rasjidi & Putra I.B. Wyasa, Hukum Sebagai suatu Sistem, Bandung: 
Mandar Maju, (2003), hlm. 60. 



dalam bahasan hasil penelitian ini menjadi terstruktur dalam suatu kesatuan 

bahasan dengan baik dan utuh. 

Sistem hukum sebagai fakta sosial itu adalah sebagai sistem interaksi terdiri 

dari bangunan sub-sistem ke sistem, yang berawal atas tindakan hukum individu 

(the self-social self - looking glass self - social action = law in action) yang 

saling berse'erat kait-mengkait, sehingga setiap sub-sistem mempunyai fungsi 

integrasi terhadap penomena hukum, termasuk sistem hukum yang hidup di 

masyarakat khususnya dalam konteks penelitian 

Untuk menganalisa persyaratan fungsional sosial hukum (sistem hukurn 

sebagai fakta sosial). Talcott Parsons meruntutnya dari tindakan sosial ke sistem 

sosial yang terkenal dengan kerangka AGIL (Adaptation Goal attaiment 

Integration, Latent patterns maintenance), yaitu ada beberapa fungsi sebagai 

berikut: 

1 .  Adaptation, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap 
situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem- 
sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya; 

2. Goal attaiment, yaitu merupakan fungsi pencapaian sasaran atau tujuan. 
Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. 
Namun perhatian yang diutamakan bukanlah tujuan pribadi individu, 
tetapi tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan; 

3. Integration, yaitu merupakan h g s i  integrasi, memadukan atau 
mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian suatu 
tujuan. Yang mana terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara 

40 Bandingkan juga Otje Salman dalam bukunya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap 
Hukum Warts, (disertasi), Bandung: diterbitkan oleh PT. Alumni, (2007), hlm.44. dikatakannya 
bahwa sistem sosial adalah suatu sistem intemksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan 
sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas sejurntah 
bagian, yang disebut sub-sistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung. 



unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada 
organisasi yang b e h g s i  secara menyel&, 

4. Latent patterns maintenance, yaitu melestarikan polarisasi yang mana 
sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang ber~angkutan.~' 

Kalau diperhatikan dengan cermat, Otje Salman memproposisikan analisis 

kerangka AGIL tersebut, sebagai berikut: 

Jika diterapkan model sistem sosial yang dikembangkan Parsons, yang 
sering disebut AGIL, terhadap gejala hukum, maka titik berat hukum 
terletak pada fungsi integrasi. Hukurn diarahkan untuk mengakomodasikan 
keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. ... 

Dengan menganalisis fungsi integrasi berdasarkan model AGIL, maka 
akan tarnpak bahwa fungsi latensi dari hukum menunjuk pada pengendalian 
keterikatan pada nilai-nilai yang diyakini, yakni ikatan loyalitas. Fungsi 
integrasi dari hukum menunjuk pada penafsiran terhadap kaidah untuk 
rnenentukan apakah ada konsistensi dm apakah kaidah itu sesuai dengan 
nilai-nilai yang dipandang tinggi dalam sistem kemasyarakatan yang 
bersangkutan. Fungsi pencapaian tujuan dari hukum menunjuk pada 
pengendalian terhadap kekuasaan politik. Fungsi adaptasi dari hukum 
menunjuk pada pengendalian kekuasaan ekonomi clan sosial. Fungsi 
integrasi dengan aspek latensinya mengusahakan agar unsur-unsur dari 
sistem, yakni para warga dalarn masyarakat tetap loyal terhadap tujuan- 
tujuan dari sistem sebagai keseluruhan yang selalu hams tetap tertib dan 
~ e i r n b a n ~ . ~ ~  

Lebih jauh Rahardjo berpendapat kaitan dengan peta Parsons tersebut: 

Dalam peta Parsons, fungsi primer dari sub sistem sosial adalah untuk 
melakukan integrasi. Pada waktu dibicarakan masalah ketertiban, h g s i  
tersebut sebetulnya telah kita kenali, sekalipun tidak disebut dengan nama 
itu. Ketertiban tercapai, oleh karena kepentingan serta kegiatan-kegiatan dari 
anggota-anggota masyarakat yang bermacam-macam itu dapat dirangkum 
dan disalurkan dengan baik, khususnya oleh norma-noma sosial, sehingga 
tidak terjadi kesirnpangsiuran dan kekacauan hubungan-hubungan. Inilah 
yang disebut sebagai usaha pengintegrasian 

41~ihat Doyle Paul Johnson dalam bukunya Sociological Theory Classical Founders and 
Contemporary Perspective (2), Jakarta: PT. Gramedia Utama, (1 990), hlm. 128-144. 

" lihat Otje Salman, Op.Cit., (2007), hlm.45,46. 
43 Lihat Satjipto Rahardjo &lam bukunya Ilmu Hukurn, Bandung: Aditya. 2006. hlm. 136. 



Lebih dalam lagi mengekplorasi fungsional suatu hukurn sebagai fakta 

sosial, maka dipandang perlu pemikiran Anthony Giddens tentang strukturasi. 

Pemahaman Giddens tentang dualitas dan hubungan dialektis antara agen dan 

struktur, adalah sumbangan besar terhadap analisis bahwa tindakan sosial 

hukum Saku melibatkan struktur dan semua struktur melibatkan tindakan sosial 

hukum Saku. Pemahaman itu berangkat dari bahwa agen hukum Saku dan 

struktur tidak bisa dipaharni secara terpisah satu sama lain (dualitas). Guru besar 

ilmu hukurn Universitas Negeri Sebelas Maret Adi Sulistiyono menyatakan: 

Teori strukturasi menfokuskan penelitian pada praktik sosial yang 
terpola dalam lintas ruang dan waktu (social practies ordered across space 
and time). Dalam teori ini pelaku dan s t d i m  (subyek dan obyek) tidak 
dipandang sebagai dua ha1 yang berdiri sendiri (dualisme), lepas satu dari 
yang lain, melainkan sebagai dua hal yang saling bergantung serta saling 
mengandaikan satu sama lain (dualitas). ... 

Dalam pemikiran Giddens tentang strukturasi, terdapat tiga gugus besar 
struktur. Pertama, struktur ' s in i fh i '  (signiJication) menyangkut skemata 
sirnbolik, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur 'dominasi' (domination) 
yang mencakup skemata penguasaan orang atas orang dan barang. Ketiga, 
struktur 'legitimasi' (legitimation) menyangkut peraturan normatif yang 
terungkap dalam tata-hukum. 

Dalam teori stnkturasi, tindakan pelaku tidak dapat didiskusikan 
terpisah dari tubuh dengan penempatannya dalam ruang dan waktu. Dalam 
kontekstualitas ruang-waktu, tindakan manusia dipandang sebagai suatu 
proses dan bukan tindakan terpisah-pisah ataupun sekumpulan tindakan. ... 44 

Dalam ha1 transformasi terhadap aturan-aturan Hp2S, Giddens berpendapat 

bahwa semua aturan-aturan dimaksudkan adalah nilai-nilai transformasi dan 

Baca Adi Sulistyono, dalam bukunya Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di 
Indonesia, Surakarta, diterbitkan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT 
Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), hlm. 350-35 1.  



t i ddah  terpisah antara aturan-aturan dan transformasi. Pandangan tersebut 

dimaknai juga bahwa kalau hukurn tidak bermakna transformatif, maka penulis 

menganggap bukanlah aturan-aturan yang menciptakan keteraturan. Sehingga 

yang menjadi permasalahan para penstudi ilmu hukum "transformatif nilai-nilai 

hukurn apa yang diinginkan untuk suatu hukurn sebagai aturan-aturan yang 

disepakati masyarakat atau komunitas tertentu". Untuk jelasnya Giddens 

menegaskan: 

..., setidaknya dalam maknanya yang paling mendasar, saya memahami 
struktur sebagai rneru.uk pada aturan-aturan (dan sarana-sarana) seperti itu. 
Akan tetapi, mengatakan "aturan-aturan transformas?' adalah keliru, sebab 
semua aturan itu sendiri hakekatnya adalah transf~rmasinoal.~~ 

Kaitan teori sistem, ada. beberapa ciri teori sistem sebagai mana 

diungkapkan Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa ~ u t r a ~ ~ ,  yaitu; Pertarnu, mampu 

memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. Kedua, mampu melukiskan 

kekhususan ha1 yang disebut sistem itu sendiri. Ketiga, mampu menjelaskan hal- 

ha1 yang masih dianggap kabur yang termasuk dalam suatu sistem. Keempat, 

merupakan teori saintifrk. 

Dalam ha1 teori tentang hukum, ada beberapa pendapat dalam 

Nurhadiantomo 47 antara lain Aristoteles berpendapat bahwa "Particular Law is 

that which each community lays down and applies to its own member. Universal 

45 Baca Anthony Giddens, (2010), dalam bukunya The Constitution of Society: Outline of 
the Theory of Structuration, University of California Press, USA, 1984. (diterjemahkan; Manfur 
& Daryanto), Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm.27. 

Lili Rasjidi & Putra I.B. Wyasa, Op. Cit., (2003), hlm.60 
47 Lihat Nurhadiantomo, (2004), Hukum Reintegrasi Sosial finflik-konflik Sosial Pri-non 

Pri dun Hukum Keadilan Sosial), Surakarta, diterbitkan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 



law is the of nature". Di sini Aristoteles membedakan antara hukurn yang 

khusus dengan hukum yang universal. Hukurn yang khusus berlaku dan 

diterapkan pada anggotanya, sedangkan hukum yang universal adalah hukum 

Selain beberapa pendapat tentang sistem hukum yang sudah dipaparkan, 

Schuyt melihat sistem hukurn ke dalam tiga komponen sub-sistem, dengan 

pandangan sebagai berikut: 

1. Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas 
hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah 
Sistem Makna atau Sistem Lambang atau Sistem Referensi. Sistem 
Makna pada bidang hukum dapat disebut Sistem Makna Yuridis. Aturan 
bukanlah pencerminan sesuatu yang ada dalam kenyataan, melainkan 
menyatakan gagasan-gagasan - tentang . bagaimana idealnya berprilaku. 
Hukum adalah lambanag yang memberikan kesatuan dan makna pada 
kenyataan majemuk dari prilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu, 
maka orang akan mengerti dan memahami kemajemukan dari prilaku 
manusia, dengan itu akan &pat memberikan arti pada prilaku manusia 
sehingga semuanya itu memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia 
yang bermakna, yang dalam ha1 ini disebut komunikasi. 

2. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga, dan 
pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legeslatif, dan 
yudikatif dengan aparatnya masing-masing seperti birokrasi 
pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, 
notaries dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 

3, Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan 
(prilaku), baik para pejabat maupun warga masyarakat, sejauh keputusan 
dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka 
Sistem Makna Yuridis sebagaimana terurai pada nornor 1 di atas4* 

48 Nurhadiantomo, Ibid, (2004), hlm.50. 



Para ahli-ahli sosiologi hukum antara satu dengan yang lain saling 

melengkapi dalam saling keberbedaannya, baik tokoh-tokoh klasik, mapun 

tokoh-tokoh kontemporer. 

Eugen Ehrlich mempunyai konsepsi tentang living. law, dalam bukunya 

berjudul "Grundlegung der Sociologie des Richts" (Fundamental Principles of 

the Sociology of Law) dalam konsepnya ini mengenai "living law" adalah 

berikut: 

... Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu, 
pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, 
tidak dalam ilrnu pengetahuan hukurn, dan juga tidak dalam keputusan 
hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. 

... inilah yang dinamakan 'living law ' berhadapan dengan hukum 
sebagaimana - diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. 'Living law ? 

adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak 
dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukurn. Surnber bagi pengetahuan 
kita mengenai h u h  ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum 
modem; kedua, pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, 
perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua macam perhimpunan 
tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya 
bahkan yang tidak di~etujuinya.~~ 

Hukurn dari sudut sejarahS0, mashab sejarah dan kebudayaan, tokohnya 

antara lain Friedrich Karl Von Savigny yang berasal dari Jerman, tokoh ini juga 

dianggap sebagai pemuka ilrnu sejarah hukum, mashab ini senyatanya 

mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mashab formalisme. Mashab 

49 Lihat Eugen Ehrlich ( 19 12) dalam Mulyana W.Kusuma, Beberapa Perkembangan & 
Masalah dalam Sosiologi Hukum, Bandung, diterbitkan Alumni, (1981). hlm.2, Lihat juga 
Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dun 
Masalah), Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, diterbikan oleh Bayumedia, 
Malan , (2007), hlm.15 ' Libat Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) dalarn Sabian Utsman, Dasar-dasar 
Sosiologi Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2009), hlm. 15 1. 



sejarah dan kebudayaan ini sebaliknya menekankan hukum hanya dapat 

dirnengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan hukum yang 

senyatanya tirnbul dan hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukurn 

masyarakat (volksgeist). Yang mana semua hukum berasal dari adat-istiadat dan 

kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang. 

Sebagaimana pernikiran Savigny dalam Soekanto bahwa sangat penting 

untuk meneliti hubungan antara hukurn dengan struktur masyarakat beserta 

sistem nilainya. Dari pemikiran tersebutlah sebagi acuan para sosiolog hukum 

yang bergerak mengamati sosial hukum karena suatu sistem hukum adalah 

merupakan bagian dari proses sistem yang lebih luas serta sangat berkaitan 

dengan aspek-aspek sosial lainnya. 

Kaitan dengan rnazhab sejarah, Moh. Mahfud MD dalam bukunya 

"Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" menyatakan: 

Aliran rnazhab sejarah ... cukup besar pengaruhnya dalam membentuk 
aliran pemikiran tentang pembangunan hukum di Indonesia ... 

..., politik hukurn yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi 
dan mempertahankan hukum asli pribumi itu membawa juga faktor negatif 
yakni terisolasinya golongan pribumi dalam perkembangan hukum modern 
sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem. ... 

Pertentangan ini talc perlu diterus-teruskan melainkan hams 
dipertemukan dalam keseimbangan antara keduanya yakni antara hukum 
sebagai alat dan hukum sebagai cerrnin budaya masyarakat; juga antara 
hukurn sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya 
konservatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun 
(mengarahkan) masyarakat agar menjadi Iebih maju. Konsepsi prismatik 
yang seperti ini sejalan dengan pemikiran filsafat hukum seperti yang 
dianjwkan oleh Eugen Ehrlich, pemuka aliran "sociological 



jurisprudence ", yang berbicara tentang living law atau h u h  yang hidup 
di tengah-tengah masyarakat. .. . 5 1 

Di sisi lain Leopold Pospisil dalam Hasan memaparkan hukum b e h g s i  

sebagai pengendalian masyarakat, sebagai berikut: 

... tidak ada h u h  kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada 
masyarakat tanpa adanya hukum. Hukurn ada di dalam masyarakat yang 
paling bersahaja sekalipun. Karena hukurn dirasakan dapat menata 
kehiudupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat 
seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat 
dijadikan sebagai pedoman atau yang mendasari prilaku dan tindakan 
m e r e l ~ a . ~ ~  

Pendapat lain juga berasal dari Roscoe Pound, ia dipandang sebagai 

pelopor aliran "Sociological Jurisprudence ". Pokok-pokok pemikirannya 

bahwa hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan "suatu proses". Hukum itu 

(pembuatannya, interprestasinya, maupun penerapannya) hams mempunyai 

relevansi dengan fakta-fakta sosial untuk apa hukurn itu dibuat dan juga 

ditujukan. Pound menekankan pada efektivitas-kerja hukum dan karenanya 

sangat mementingkan beroperasinya hukum dalam masyarakat. Pound 

membedakan pengertian "Law in the books " dan "Law in action ".'j 

Dalam bahasan hasil peneltian ini erat kaitannya dengan hukum responsif. 

Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep berhukum, paling 

" Lihat Moh. Mahhd. MD. dalam bukunya Membangun Politik Hukum, Menegakkan 
Konstitusi, Jakarta; mistaka LP3ES Indonesia, (2006), hlm.28,29. 

'' L i i  Ahmadi Hasan, Op. Cit., (2007)., hlm.26 
53 Lihat Mulyana W.Kusuma, Op. Cit., (1981).hlm.3 



tidak ia membedakan tiga jenis hukum yaitu; hukurn represif, hukum otonom, 

dan hukum responsif. 54 

Penelitian ini juga mengutamakan bahasan .keadilan, kebajikan utama dalam 

institusi sosial adalah keadilan. John Rawls menegaskan: "Keadilan adalah 

kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem 

pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau 

direvisi j ika ia tidak benar . . . " 55 

Untuk mempertegas hasil peneltian ini, hasil sebuah konperensi yang 

diorganisir oleh Adam Podgorecki dan Pusat Penelitian Sosiologi Hukum yang 

diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 1978, menghasilkan analisis berikut: 

1. Tujuan penerapan teknik sosiologi dalam memecahkan masalah hukurn 
adalah untuk menunjukkan bahwa teknik sosiologi dan metode 
evaluasinya merniliki nilai-nilai cognitive, jika teknik dan metode 
tersebut didasarkan atas asumsi-asumsi teoritis yang sudah diketahui. 
Walaupun teknik dan metode sosiologi dapat dimanfaatkan untuk 
menjelaskan hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial 
masyarakat, karena kemampuannnya untuk menganalisis efek sosial 
dari penerapan suatu hukum, maka agar bisa mendapatkan suatu hasil 
atau perspektif baru, teknik dan metode tersebut hams digunakan untuk 
menguji kemungkinan-kemungkinan dari teori lain yang sebelumnya 
telah digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas; 

2. Tujuan laimya, untuk memperlihatkan bahwa pendekatan untuk 
menganalisis masalah hukurn tidaklah semata-mata mengandalkan 
teori-teori hukum belaka; 

3. Untuk memahami secara lengkap suatu sistem hukurn dan 
hubungannya dengan suatu sistem sosial, diperlukan suatu perspektif 

54 Philippe Nonet & Philip Selznick, "Law and Society in Transition Towar Responsiv 
Law ", Bandung, Nusamedia,(2007). hlm. 19. 

55 Lihat John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" The Belknap Press of Harvard 
University Press, (2007). hlm. 3 



teoritis yan multi dimensional, yakni suatu "totalitas dari teori-teori 
so~io lo~i" .~  % 

Secara m u m  yang digunakan adalah teori hukum untuk landasan kajian 

kenyataan Hp2S pada MHNS di Tumbang Nusa, untuk melandasi bahasan 

varian hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan 

masyarakatnya (landasan secara khusus) tentang konsep penguasaan 

sejumlah Saka, maka penulis menetapkan dipilihnya "teori penguasaan" 

sebagai bahasan ini. 

Walaupun obyeknya sama, dalam ha1 konsep penguasaan Saka tidak 

sama dengan konsep pemilikan Saka, penguasaan Saka adalah modal 

terpenting bagi nelayan untuk memasuki kebersamaan bahkan pertemanan 

dalam komunitas nelayan Saka. Dengan sendirinya kalau tanpa kepastian 

penguasaan, di samping tidak terlalu bisa mengembangkan pertemanan, juga 

tidak bisa menjaga ketahanan dalam keberlangsungan pekerja pokok sebagai 

nelayan Saka. 

Kaitan dengan pengusaan Saka oleh warga nelayan setempat, Satjipto 

Rahardjo secara jelas menyatakan: 

... Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian 
mengenai hubungannya dengan barang yang dikuasainya itu. Apakah 
seseorang menguasai suatau barang adalah pertanyaan yang hams dijawab 
berdasarkan kenyataan . . . tanpa harus perlu menun..uk kepada hukum. Oleh 

56 Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum (Pencarian, Pembebasan, dun 
Pencerahan), Editor: Khudzaifah Dimyati, Surakarta, diterbitkan oleh Universitas 
Muhamrnadiyah Surakarta, (2004), hlm.80,81. 



karena itu masalah penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat 
pra-hukum. 

Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan 
barang yang ada dalam kekuasaan. ... Di samping kenyataan, bahwa suatu 
barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, masih juga perlu 
dipertanyakan sikap batin orang bersangkutan terhadap barang dikuasainya 
itu, yaitu apakah padanya memang ada maksud untuk menguasai dan 
menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut corpus 
possessionis dan animus posidendi. .. . 

... masalah ini juga tidak dapat diabaikan ... oleh hukum. Sekalipun 
soal pengusaan adalah bersifat faktual, narnun hukurn pun dituntut untuk 
memberikan keputusan. Apabila hukum mulai masuk, maka ia hams 
memutuskan kepada seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak. 
... 

Oleh karena di sini hukum berhadapan dengan sod yang bersifat 
faktual, maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut di atas bersifat 
faktual pula, yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi 
orang pada umumnya. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa 
diterima bahwa sesuatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka 
hukum pun akan mengakuinya. 57 

Lebih jauh Rahardjo mengatakan bahwa: 

Penguasaan bisa diperoleh melalui dua jalan, yaitu dengan cam-cara 
pengambilan dan penyerahan. Pengambilan dilakukan tanpa persetujuan 
penguasa sebelumnya, sedangkan penyerahan merupakan cara penguasaan 
atas suatu barang dengan persetujuan dari penguasa ~ e b e l u m n ~ a . ~ ~  

Sebagaimana halnya teori penguasaan, dipilihnya teori pemilikan 

dimaksudkan untuk secara khusus melandasi bahasan tentang kaidah-kaidah 

pemilikan Saka sehingga menjadi terang dan jelas kriteria atau ciri-ciri dan 

posisi pernilikh Saka dalam bahasan hukum pemilikan Saka, maka 

digunakanlah "teori pemilikan". 

'' Periksa Satjipto Rahardjo, Op.Cit, (2006), hlm.62-64. 
'* LOC. Cit.. 



Asal mula teori pemilikan terkait dengan keberadaan alam. Menurut 

John Locke yang ditulis Institut for Research and Empowerment (IRE), 

bahwa alam ini semulanya tidak ada siapapun yang memilikinya, tapi 

bagaimana asal mula pemilikan dimulai, yaitu kalau orang sudah "mixing 

labour" di dalam barang-barang. Orang bisa mengklaim, kalau orang 

melakukan mixing labour, mencampurkan kerja lalu dimulailah asal mula 

pemilikan59. Pengertian kepemilikan menurut Fadli adalah: 

... bahwa istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu "milk". Dalam 
kamus Al-Munjid, kata yang bersamaan artinya dengan milk(yang 
berakar dari kata kerja malaka) adalah malkan, milkan, malakatan, 
mamlakatan, mamlikatan, dun mamlukatan. Milk menurut bahasa dapat 
diartikan "memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas 
terhadapnya". . .. 

Pengertian kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak 
miliknya yang disahkan syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus 
yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan 
sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari 'ah. ... 60 

Perbedaan konsep Penguasaan Saka, konsep Pemilikan Saka adalah 

mempunyai status hukurn yang lebih terang, jelas, dan pasti (tidak hanya 

sekadar bersifat faktual), Rahardjo menyatakan: 

..., maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak, yang kesemuanya 
dapat digolongkan ke dalam ius in rem, karena ia berlaku terhadap semua 
orang, berbeda denga ius personam yang hanya berlaku terhadap orang- 
orang tertentu. Pada umumnya, ciri-ciri dan hak-hak yang terrnasuk dalam 
pemilikan sebagaimana pendapat Fitzgerald, berikut: 

59 Lihat Institute for Research and Empowerment (IRE)), Wawancara), (2001)), 
http//www.ireyogya.org/ire.php?about=f2l~wawancara.htm. Diakses pada Sabtu 6 Juli 201 1. 

60 Lihat Fadly, Kepemilikan, Komunitas Bloger Al-Falah, 12 Februari 201 1, http://makalah- 
arsipku.blogspot.com/20 1 1/02kevemilikan.html. Diakses pada 6 Juli 201 1.  



1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak 
memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang i b  
mungkin telah direbut dari padanya oleh orang lain. Sekalipun 
demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semula. 

2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikrnati 
barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan 
bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya. 

3. Pemilik rnempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau 
mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak 
untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas memo dat 
quod nonhobet. Si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga 
tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain. 

4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali 
lagi membedakannya dari penguasaan, oleh karena yang disebut 
terakhir terbuka untuk penentuan statusnya lebih lanjut di kemudian 
hari. Pernilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya. 

5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. ... bisa menyewakan 
tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada 
B ... memberikan hak lain ..., ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang 
terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu ia berikan kepada mereka itu. 
Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak 
dari pemilik bersifat tidak terbatas. Kita akan mengatakan, bahwa hak 
yang pertama bersifat menurnpang pada hak pemilik yang asli dm 
keadaan ini disebut sebagai ius in re aliena. 

Pendapat lain tentang p e m i l i i  dikemukakan Dias dalam Satjipto 

Rahardjo, berikut: 

Pemilikan mempunyai artinya tersendiri dalam hubungannya dengan 
kehidupan masyarakat ia diterirna sebagai suatu konsep hukum. Apabila 
kita mulai membicarakannya dalam artinya yang dernikian itu, kita 
membicarakan pemilikan dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai suatu 
kategori yuridis. Dalam konteks yang demikian itu, maka pemilikan bisa 
merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya, 
tetapi juga bagi kedudukan sosialnYa." 

Kemudian Rahardjo menarnbahkan: 

Ibid, hlm.64,65. 
lbid hlm.66. 



Fungsi sosial pemilikan juga terlihat dalam hubungan dengan 
penggunaannya untuk mtnyampaikan ide-ide politik dan sosial pada 
zamannya. Dengan demikian, pemilikan lalu menjadi lambang dari 
kemenangan atau dominasi pemikiran sosial dan politik pada suatu saat. 
Pada suatu saat pemilikan itu menjadi pendekar dari pikiran-pikiran yang 
individualistis yang terlihat pada pensifatannya sebagai hak yang 
memberikan kemerdekaan besar kepada pemiliknya untuk melakukan apa 
saja dengan rniliknya itu (indefinite, unrestricted, unlimited). Tetapi dalam 
perkembangannya mulai dari pertengahan abad ke-sembilan belas dan 
selanjutnya terjadi pengubahan yan menjurus kepada konsep yang lebih 
bersifat sosial dari pada individual. 6f 

Kekayaan dam yang benvujud Saka bernilai ekonomis, baik hanya di 

kuasai maupun sudah dimiliki oleh para nelayan tradisional tersebut tidak 

terlepas dari kandungan nilai religius yang sangat sakral, sebagaimana 

dinyatakan Sudjito berikut: 

..., karakter UUPA memang sangat kuat. Kandungan nilai pada 
keseluruhan pasal-pasal didalamnya mencerminkan adanya hubungan 
tidak terpisahkan antara Tuhan-manusia-agraria (bumi Indonesia). Pada 
Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang-angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah 
Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa ... dan 
merupakan kekayaan nasional". Di dalarn kata-kata "kanmia Tuhan Yang 
Maha Esa" terdapat kandungan nilai religius yang begitu sakral ... 64 

Dalam konteks penguasaan Saka dan pemilikan Saka, di mana Undang- 

Undang Dasar 1945 adalah surnber dasar dalam berhukurn di Indonesia, maka 

dalam Pasal 28 huruf h ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 

1945, serta Pasal2 Undang Undang Pokok Agraria, ditentukan: 

63 Ibid 
" Baca tulisan Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta H. Sudjito dalam Naskah Pidato 

Pengukuhan Jabatan Guru Besamya pada FH UGM dengan Judul Perkernbangan Ilmu Huhm: 
Dari Positivistik Menuju Holistik dun Implikasitya Terhadap Hukum Agraria Nasional, 
Yogyakarta: FH. UGM, (2007), hlm. 18 



Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang Undang Dasar 1945; "setiap orang 
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 
diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain". 
Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945; "bumi dan air dan 
kekayaan dam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat". 
Pasal2 Undang Undang Pokok Agraria; mengenai Hak Menguasai dari 
Negara yang memberi wewenang untuk: 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukurn antara orang- 

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang a n g k a ~ a . ~ ~  

Dalam bahasan ini, dipastikannya teori pembentukan hukum atau 

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bahasan ini, 

setidaknya sebagai dasar pemikiran atas proposisi penomena Hp2S dalam 

mentransformasikannya ke dalam bangunan h u b  nasional. Transformasi 

dimaksudkan untuk menjadikan Hp2S sebagai alat mengatur penguasaan 

Saka dan pemilikan Saka serta menghargai nilai budaya hukurn yang hidup di 

masyarakat setempat. 

Diskusi yang tak pernah kering tentang hubungan antara Hp2S yang 

hidup di masyarakat nelayan Saka (living law) dengan sistem pembangunan 

hukum nasional, sehingga perlunya kehadiran landasan pembentukan hukum 

atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum 

65 Baca Muchtar Wahid bukunya Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah (Suatu 
Analisis Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis), Jakarta: Penerbit REPUBLIKA, 
(2008), hlm. 20,2 1.  



nasional menghendaki hams bersumber pada khas kepribadian bangsa 

Indonesia sendiri yang berkarakter sebagaimana kebudayaan hukum 

Indonesia yang berdasar ~ a n c a s i l a ~ ~ ,  demikian halnya Hp2S yang hidup pada 

masyarakat nelayan Saka seharusnya sudah disertakan baik ke dalam 

peraturan daerah atau dalam bentuk lainnya sebagai bagian tidak terpisahkan 

dalam sistem hukum nasional Indonesia karena Hp2S keberadaannya sangat 

kaya dengan akar budaya hukum Indonesia. 

Suatu keniscayaan dan terus dipupuk atas perlunya kajian akademik 

tentang perlu atau tidaknya transformasi terhadap nilai-nilai yang terkandung 

keduanya, yaitu di sisi lain senyatanya persilangan kepentingan mereka 

menyatu dan menghargai budaya hukum Indonesia, namun di lain sisi negara 

tidak menyertakan Hp2S ke dalam bekerjanya sistem hukwn nasional, maka 

diperlukanlah kerangka teori terkait pemikiran bahwa hukum yang ideal 

adalah "hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan juga hukum 

sebagai cermin dari budaya masyarakat". 

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan hukum, 

di samping hams memenuhi asas-asas dan norma-norma tertentu, maka 

pembahasannya adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. 

Kegiatannya dapat berupa perumusan aturan-aturan umum, yaitu dapat 

66 Lihat Baharuddin Lopa, Etika Pembangunan Hukum Nasional, (dalam Artidjo Alkostar, 
Identitas Hukum Nasionao, Yogyakarta; F H .  UII, (1997) hlm. 17. 



berupa penambahan ataupun perubahan atas aturan-aturan yang sudah 

Menurut hierarki norma hukum yang berlaku sesuai Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagai penyempurnaan dari Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Hans Kelsen dalam Erman Rajagukguk, secara 

gamblang menyatakan sebagai berikut: 

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen 
mengemukakan Stufentheorie mengenai jenjang norma hukum, di mana 
ia berpendapat bahwa norma-norma itu berj enj ang-j enj ang dan berlapis- 
lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah 
berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma 
yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang 
lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak 
dapat ditelususri lebih lanjut dan bersifat hepotetis dan fektif, yaitu 
Norma Dasar (Grundnorm). 

Demi kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang lainnya dan suatu peraturan tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan baik yang di atas, maupun dengan 
peraturan yang di sampingnya .. . 68 

Dalam ha1 membuat hukum atau menyusun peraturan, kaitan dengan 

kajian Hp2S pada HMNS, Montesquieu menyatakan: 

Orang-orang yang cukup jenius untuk membuat undang-undang 
baik bagi bangsanya sendirj maupun bangsa lain sebaiknya 
memperhatikan dengan seksama cara membentuknya. Sebaiknya 

67 Lihat Ibnu Elmi A.S. Pelu, Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam 
Pers ektifpolitik Hukum). Malang, ~iterbitkan oleh In-TRANS Publising, (2007), hlm.57-58. ' Lihat Hans Kelsen dalarn Erman Rajagukguk dalarn tulisannya pada WSTISIA (Negara 
clan Masyarakat), Jakarta, Jurnal Nasional (Januari 2008-Juli 2009), hlm. 96. 



susunannya ringkas. Sebaiknya susunannya biasa dan sederhana, 
- ungkapan langsung biasanya lebih mudah dipahami dari pada ungkapan 
tidak langsung. 

Inilah unsur penting bahwa kata-kata hukum sebaiknya menarik 
gagasan yang sama pada setiap orang. . . . 

Undang-undang sebaiknya tidak nunit karena dirancang untuk 
orang-orang yang berpengetahuan biasa. Ia tidak dirancang untuk 
seorang ahli logika, namun untuk orang yang memiliki nalar biasa 
seperti kepala rumah tangga.69 

Marc Galanter dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 

menyatakan: 

. . . Betapapun beragamnya hukum materiil yang diselenggarakan 
dengan sistem demikian itu, namun ciri-ciri menyolok dari suatu sitem 
hukum modern sekurang-kurangnya meliputi hal-ha1 sebagai berikut : 
1. Hukum uniform. Ini terdiri d& peraturan-peraturan yang uniform 

dan tidak berbeda pula dalam penerapannya. . . . 
2 .  Hukum transaksional. Sistem hukum ini lebih cendrung untuk 

membagi hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi. . . . 
3 .  Hukum unuversal. Cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk 

memberikan contoh tentang suatu patokan yang sahih bagi 
penerapannya secara umum daripada untuk menunjukkan sifatnya 
yang unik dan intuitif. ... 

4.  Hierarki. Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah 
ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan 
dengan patokan-patokan nasional. . . . 

5 .  Birokrasi. Untuk menj amin adanya uniformitas ini, sistem tersebut 
hams berlaku secara tak mempribadi (impersonal), . . . 

6.  Rasionalitas. Peraturan dan prosedur ini dapat dipastikan dari 
sumber tertulis dengan cara-cara yang dapat dipelajari ... 

7. Profesionalisme. Sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang 
dipilih menurut persyaratan duniawi yang dapat diuji untuk 
pekerjaan ini. . . . 

8. Perantara. Karena sistem itu menjadi lebih teknis dan lebih 
kompleks, maka ada perentara profesinal khusus. 

9. Dapat diralat. Tidak ada ketetapan mati di dalarn sistem itu. . . . 

69 Lihat Montesquieu dalam tulisannya The Spirit of Laws, Bandung Nusamedia, (2007), 
hlrn. 36 1,362. 



10. Pengawasan politik. Sistem demikian itu sangat bertalian dengan 
negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya. 
. . . 

11. Pembedaan. Tugas untuk mendapatkan hukum dan menerapkannya 
pada kasus-kasus kongkret dibedakan dari fungsi-fungsi 
kepemerintahan lainnya dalam ha1 personel dan teknik." 

Secara tegas Soetandyo Wignjosoebroto dalam tulisamya "Apa dan 

Mengapa Critical Legal Studies", mengatakan: 

. . . perundang-undangan nasional terbangun dalam sekurang- 
kurangnya . . . . Pertama-tama, hukum perundang-undangan nasional itu 
terdiri dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dan 
ayat-ayat tertulis, jelas dan tegas, demi terjaminnya objektivitas dan 
kepastian dalam pelaksanaannya nanti. Kedua, hukum yang telah 
mengalami , dan menjadi hukum perundang-undangan nasional itu, 
didudukan dalam statusnya yang tertinggi . . . mengatasi norma-norma 
lain macam apapun yang berlaku dimasyarakat. 

Ketiga, hukum perundang-undangan nasional yang formal dan 
berstatus tertinggi dalam hierarki norma-norma yang ada dalam 
masyarakat memerlukan perawatan para ahli yang terdidik dan terlatih, 
dengan kewenangannya yang eksklusif dalam standar profesionalisme, 
demi terjaminnya kepastian berlakunya hukum itu, dan ... demi 
terlindunginya hak-hak warga secara pasti pula. Keempat, sebagai 
konsekwensi profesionalisasi proses-proses hukum itu, hukurn 
perundang-undangan nasional juga memerlukan back up suatu lembaga 
pendidikan professional pada tingkat universiter." 

Sejalan dengan pendapat para ahli yang lain d'Anjo dalam Satjipto 

Rahardj o mengatakan: 

. . . kaitan erat antara pembuatan undang-undang dan habitat sosialnya. 
Orang tidak membuat undang-undang dengan cara duduk dalam satu 
ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang aka. dibuat. 
Menurut d'Anjo ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dari 

70 Lihat A.A.G. Peters dan Siswosoebroto, dalam bukunya Hukum dun Perkembangan 
Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku 11), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, (1988), hlm. 147- 
149. 

7' Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit., (2007), hlm.13. 



dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu long march sejak dari 
kebutuhan dan keinginan perorangan, kemudian menjadi keinginan 
golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, 
diteruskan sebagai suatu problem yang harus ditangani oleh pemerintah 
dan baru pada akhirnya masuk mejadi agenda pembuatan peraturn," 

Rekayasa hukum (rekayasa tidak mutlak oleh negara) untuk kemanfaatan 

dan kepastian serta keadilan masyarakat nelayan Turnbang Nusa sebagai bagian 

dari upaya kesempurnaan fungsional hukum. Jeremy Bentham pada inti teori 

hukumnya adalah meletakkan pembuatan dan fimgsional hukum, di samping 

bisa memenuhi ekspektasi (expectation atau expectancy) pada logika-logika 

orang kebanyakan, seperti para ibu nunah tangga, dan sebagainya (sebagairnana 

juga pemikiran Montesquieu), serta "kebahagiaan komunitas atau masyarakat", 

Bentham menegaskan dalam bukunya The Theory of Legislation, berikut: 

... Hukum harus sejalan dengan prinsip manfaat karena semua ekspektasi 
merniliki kecendrurangan alamiah menuju manfaat. 

... Semakin kornpleks suatu hukum, semakin ... berada di luar 
jangkauan pemahaman banyak orang ... dan tidak terbesit dalam benak 
mereka ... atau, lebih buruk lagi, hukurn itu menyesatkan manusia dan 
menghasilkan ekspektasi-ekspektasi yang keliru. Gaya dan metode hukum 
harus sederhana, hukurn seharusnya menjadi panduan ajar bagi setiap 
individu; clan setiap orang hams dapat merujuknya untuk kasus-kasus yang 
meragukan, tanpa bantuan seorang penafsirpun . . . 

Agar menjadi pengontrol ekspektasi, hukum harus dipikirkan sebagai 
suatu yang pasti untuk dijalankan ... Dengan kata lain, hukurn semakin 
mudah untuk dielakkan, tetapi akan lebih kejam bila menciptakan hukum 
yang tanpanya nyaris tidak mungkin dijalankan karena hanya akan 
menghasilkan kejahata., tetapi secara kebetulan hukurn tersebut 
dijalankan. ... sebagai contoh: Seandainya saya menemukan berlian ... 
Ketika berlian itu diambil dari saya, saya mengalami penderitaan ... 
biasanya disebut ketidakadilan atau tirani. Alasan ini cukup untuk 

72 Lihat Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI 
Press, (2006), hlm.85,86. 



menyebabkan benda itu diberikan kepada penemunya, kecuali jika ada 
alasan yang lebih h a t  agar terjadi hal yang sebalikt~~a.'~ 

b.Teori Konflik 

Perlunya teori konflik dalam diskusi hasil penelitian hukum ini, 

sesungguhnya berfimgsi sebagai pelengkap karena di manapun, dalam waktu 

kapanpun, serta dalam komunitas atau satuan keluarga manapun termasuk 

komunitas atau keluarga pemilikan Saka di daerah teritoral HMNS Tumbang 

Nusa sudah bisa dipastikan selalu ada konflik. Sesuai hasil penelitian ini, 

senyatanya di lokasi penelitian, penulis temukan konflik atas kepemilikan 

Saka, walau hanya konflik internal keluarga (konflik tertutup). Pada 

hakekatnya konflik tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia 

itu sendiri termasuk di masyarakat nelayan Tumbang Nusa, hanya saja 

bentuk dan levelnya yang berbeda-beda sesuai konteksnya masing-masing 

dan itu sangat terkait dengan keteraturan yang bermakna juga pada ranah 

kajian hukurn. Dalarn konteks bahasan ini diperlukanlah "teori konflik" 

terlebih tipe atau jenis kajian hukurn ini dikonsentrasikan pada kajian 

sosiologi hukurn. 

Betapa besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, 

posisi hukum yang berfungsi dan berperan untuk pengelolaan konflik, rnaka 

untuk mempertahankan ketertiban masyarakat terkait Hp2S di Turnbang 

73 Lihat Jeremy Bentham dalam bukunya The meory of Legislation (Teori Perundang- 
undangan), diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung, NUSA MEDIA, 2010, hlm. 183, 184, 
185, 186. 



Nusa, khususnya dalam bahasan ini, para penstudi hukum di antaranya E. 

Adamson Hoebel dalam Rahardjo, menyatakan: 

1. Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota 
masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan 
dan yang tidak, sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan 
integrasi minimal dari kegiatan-kegitan antar individu dan kelompok 
dalam masyarakat. 

2. Fungsi yang kedua ini mengalir dari keharusan untuk menjinakkan 
kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkannya dalam 
rangka mempertahankan ketertiban. Di sini kita berhadapan dengan 
masalah pengalokasian kekuasaan dan penemuan tentang siapa yang 
boleh melakukan paksaan fisik sebagai suatu privilese yang diakui 
dalam masyarakat dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi 
untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk 
mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum. 

3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul. 
4. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu- 

individu dan kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan 
mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan 
kemampuan beradaptasi.74 

Timbulnya konflik antara warga nelayan Saka berangkat dari kondisi 

kemajemukan struktur masyarakat. Konflik merupakan fenomena yang biasa 

terjadi dimana-mana saja sebagaimana juga terjadi di kawasan nelayan Saka. 

Konflik terjadi antara sesama penerus yang berhak memiliki Saka dalam 

kelompok keluarga pemilikan Saka maupun tidak menutup kemungkinan 

antara satuan kelompok keluarga nelayan dengan nelayan luar kelompok 

keluarga pemilik Saka yang lain, terutama merebutkan sumber daya Saka. 

Sumber daya Saka, terutama ikannya semakin hari semakin langka sehingga 

kondisi ini tidak bisa dielakan dan sesungguhnya baik tertutup maupun 

74 Satjipto Rahardjo, Op. Cit. (2006), hlm. 283-284. 



terbuka konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hukum dan sosial 
* 

nelayan setempat sehingga ha1 tersebut sesuai dengan perspektif Ralf 

Dahrendorf. 

Terjadinya konflik atas Hp2S di Tumbang Nusa pada saat sekarang 

memang belum mencapai tingkat yang sifatnya kekerasan. Yang terjadi 

hanya persoalan biasa sebagaimana karakteristik masyarakat pedesaan pada 

umumnya, yaitu terj adi konflik sehari-hari. Ade Saptomo menyatakan: 

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan yang 
lain tidak lepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan 
berbentuk keluhan, konflik, maupun sengketa, yang diakibatkan oleh 
serangkaian interaksi sosial antara anggota masyarakat itu sendiri. 

... terhadap masyarakat sangat sederhana, seperti masyarakat 
pedesaan umumnya, ... menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial 
antara orang satu dengan yang lain jarang sekali ada perselisihan. 
Meskipun terjadi ..., penyelesaianpun sederhana, seperti mengusir, 
menjauhi, sindiran, dan menghindar. Penyelesaian sengketa dalam 
masyarakat sederhana demikian ini tidak serta-merta dilakukan secara 
formal dan melibatkan aturan-aturan tert~lis.'~ 

Budaya hukum Pancasila, yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan 

Republik Indonesia, khususnya pengelolaan konflik mengutarnakan 

musyawarah untuk mencapai mufakat (konsensus) selalu menjadi acuan bagi 

masyarakat nelayan Saka. Adi Sulistiyono menyatakan: 

Beberapa penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk 
konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di 
Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, 
misalnya masyarakat Jawa, Bali ..., Sulawesi Selatan . . ., Sumatra Barat, 

75 Baca Ade Saptomo Guru Besar Universitas Andalas Padang Sumatra Barat, &lam 
bukunya Hukum dan Kearifan Lokul (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara), Jakarta, PT. 
Grasindo (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), (20 lo), hlm. 95,96. J 



Sumatra Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya ..., dan masyarakat 
Toraja ... 76 

Dalam pengelolaan konflik pelanggaran Hp2S pada HMNS, ha1 itu tak 

terlepas dari substansi dan prosedur hukum, walaupun nampa sangat 

sederhana bahkan tidak tertulis (idealnya hukum itu dibentuk hams 

sederhana, mudah dipahami, dan tidak rumit), karena kebanyakan hukum itu 

diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli logika, terlebih dalam 

konteks masyarakat nelayan Saka. Jawahir Thontowi, menyatakan: 

... nilai-nilai hukum substantif sebagai seperangkat aturan, dalam 
bentuk tertulis dan tidak tertulis, yang terwqjud sebagai aturan 
(kewajiban), sebagai keputusan-keputusan yang memberi hak kepada 
orang-orang atau subyek hukum lain (otorisasi), dan sebagai sanksi ... 
Sementara itu, hukum sebagai prosedur bisa dilihat sebagai struktur 
strategi penyelesaian konflik di mana orang atau lembaga hukum yang 
benvenang melaksanakan hukum tersebut untuk tujuan penyelesaian 
konflik dm, khususnya, untuk membangun kembali ketentraman d e ~ a . ~ ~  

Keberadaan fakta orgasme peristiwa hukum, dan situasi lingkungan 

sosial berbagai kepentingannya, melahirkan perbedaan dan pertentangan di 

antara masyarakat nelayan Saka. Menurut Gamble dalam Hamidi: 

"Konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, 
perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang 

76 Baca Adi Sulistiyono Guru Besar llmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
dalam bukunya Mengembangkan Paradigma NON-LZTZGASZ di Indonesia, Surakarta, 
diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan 
Pencetakan UNS (UNS Press), (2007), hlm. 3 1. 

77 Baca Jawahii Thontowi dalam bukunya Hukum, Kekerasan, dan Kearifan Lokal 
(Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan), Yogyakarta, Pustaka Fahima, (2007), hlm. 
XXXVIII. 



bertentangan" ... terrnasuk juga "perbedaan asumsi, keyakinan dan 
n i l a ~ . ~ '  

Deutch dalarn Bergger, dalam ~arnidi~' ,  menyatakan bahwa konflik itu 

akan muncul apabila ada beberapa kepentingan atau aktivitas dalarn 

kehidupan yang saling bertentangan. Bertentangan dimaksud, adalah apabila 

tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, 

atau membuat tindakan atau aktifitas orang lain menjadi tidak dan atau 

kurang berarti ataupun kurang efektif. Berdasarkan surnbernya, konflik itu 

paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, sebagaimna dikatakan (Nyi 

dalam Rakhmat) berikut: 

(1) kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan 
rnengorbankan pihak lain, (2) dominasi; satu pihak berusaha mengatur 
yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar, (3) 
kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan 
pencapaian tujuan, (4) provokasi; satu pihak sering menyinggung 
perasaan pjhak yang lain, (5) perbedaan nilai; terdapat patokan yang 
berbeda dalam rnenetapkan benar salahnya suatu rna~alah.~' 

Konflik ada secara tidak kekerasan dan ada dengan cara kekerasan, 

kekerasan secara umum menwut Kadish dalam ~itibaskara," kekerasan itu 

menunjuk pada semua tingkah laku yang mana bertentangan dengan undang- 

undang atau hukum yang berlaku, baik berupa sekadar ancaman saja maupun 

sudah merupakan suatu tindakan nyata. 

78 Lihat Hamidi, dalam laporan penelitiannya tentang Faktor-faktor yang Berpengaruh 
terhadap Perilaku Beragama, (Tesis), Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, (1995), 
hlm.25. 

79 Hamidi, Ibid. 
80 Hamidi, Ibidt. 
*' Nitibaskara, R.,R.,T., Ketika Kejahatan Berdaulat, Jakarta, CV. Rajawali, (2001). 



c. Sosiologi Hukum dan Penelitian Hp2S 

Terkait integritas bahasan Hp2S, pada hakekatnya tidak ada ilmu yang tanpa 

ilmu lain sebagai pendukung dan atau bermulanya. Dengan tidak mengurangi 

substansi bahwa ilmu hukum sebagai sebenar-benamya ilrnu, maka perlunya 

mempertegas bahasan "sosiologi hukum" dalam disertasi ini menjadi penting 

dikernukakan. Hal ini mengurangi kesalahfaharnan bahwa tipe kajian dan 

penelitian Hp2S yang dilakukan ini adalah "sosiologi hukm~'''~ dan berbeda 

dengan penelitian hukum lainnya, penelitian hukum yang bertipe sosiologi 

hukum khususnya dalam penelitian ini menekankan langkah-langkah 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan pengarnatan, serta analitis 

yang bersifat empirik (menggunakan analisis data kualitatif) terhadap data dan 

permasalahan hukum yang diteliti. 

Sebelum lebih jauh melakukan langkah-langkah analisis yang dijelaskan 

secara khusus pada bahasan metode penelitian, sesuai fokus penelitian ini, rnaka 

dibahas terlebih dahulu tentang "sosiologi hukurn dan relevansi jenis penelitian 

yang digunakan kaitannya dengan penelitian Hp2SW, sehingga Hp2S menjadi 

terang dan jelas dasar pemaharnannya terhadap interaksi dan tindakan hukum 

yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa, serta jenis dan karakteristik penelitian 

hukurn yang dilakukan (jenis penelitian hukum yang penulis lakukan adalah 

82 Lihat kembali tulisan Bernard Arief Sidarta, Op. Cit., (1999), hlm. 158-159. 



jenis penelitian sosiologi hukum), maka perlu dikemukakan beberapa ha1 di 

bawah ini. 

George Gurvitch seorang Profesor terkemuka bidang sosiologi hukum yang 

berasal dari Universitas Sorbome, secara runtut mendefinisikan sebagai berikut: 

Sosiologi Hukum ialah bagian dari sosiologi sukrna rnanusia yang 
menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukurn, mulai dengan 
pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan 
kolekif yang efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi 
lceadaau atau pembaruan dalam kelakuan) dm dalam dasar materialnya, 
(sh.uktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga h b ) .  
Sosiologi Hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukurn 
ini menurut rnakna batinnya, seraya mengilhami meresapinya, sementara 
itu pun untuk sebagian diubahnya. Sosiologi Hukum khususnya bertindak 
dari pola hukurn kelambang yang ditetapkan sebelurnnya, seperti hukum, 
prosedur dan sanksi-sanksi yang erorganisasi, sampai pada lambang- 
larnbang hukum semata-mata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan 
diri dan hukum yang serta-merta. Dari yang tersebut belakangan ini 
sosiologi hukum bertindak kepada nilai dun gagasan hukum, dun kepada 
kepercayaan serta lembaga-lembaga kolekif yang bercita-ciakan nilai ini 
dun memahami gagasan-gagman ini, dan yang mewujudkan dirinya dalam 
"fakta-fakta normatif" yang serta-merta, sumber kesahan (valid@), yakni 
keabsahan dari kepositifan segala h u k ~ r n . ~ ~  

Soekanto berpendapat bahwa "Sosiologi Hukum (law, sociology of) adalah 

cabang ilmu yang mempelajari hukurn dalarn konteks sosial. Sosiologi Hukum 

adalah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris " mempelajari pengaruh 

timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya." 85 

- - - - 

83~ihat George Gurvitch dalam bukunya Sociology of Law,(1961), diterjemahkan oleh 
Sumantri Mertodipuro dan Moch. Rajab, diterbitkan Bhratara Jakarta, 1996. hlm.52 

" Esmi Warassih dalam acata kegiatan pelatihan metode penulisan disertasi yang 
diselenggarakan di Wisma MM UGM Yogyakarta, 18-20 Mei 2008, menyatakan bahwa tentang 
pemahaman empirik itu sendiri dibaginya menjadi tiga ketegori, yaitu; empirii nomolpost- 
positivisme, empirik kritis, dan empirik simbolik dengan segala karakteristiknya masing-masing. 

85 Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, Jakarta, (1993).hlm.233 



Hukum dan sosiologi, erat hubungannya. Variabel-variabel dalam kuantitatif 

atau pola-pola dalam kualitatif dan sistem serta simbol-simbol dalam berhukurn 

baik segi proses maupun pada peristiwa hukurnnya banyak menyirnpan mutiara 

(symbol sesuatu yang berharga) makna-makna kepentingan yang menuntut 

untuk dimaknai, ditafsirkan, ditelaah, ditindaklanjuti, serta dirnanfaatkan untuk 

pembangunan hukum itu sendiri agar hukum menjadi fungsional. 

Pertumbuhan dan perkembangan sosiologi hukurn diawali oleh pemikiran 

seorang ahli yang bemama Anzilotti. Hal ini diungkapkan Mulyana W. Kusuma 

dalarn bukunya yang berjudul "Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam 

Sosiologi Hukum" yang dari sudut sejarahnya, istilah sosiologi hukurn untuk 

pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada 

tahun 1882.86 Lebih lanjut Kusuma menyatakan bahwa lahirnya sosiologi hukum 

itu bukan saja dari individu-individu, akan tetapi juga senyatanya adalah berasal 

dari madzhab-madzhab atau aliran-alii yang mewakili sekelompok ahli 

pemikir yang berasal dari beberapa tokoh antara lain; Eugene Ehrlich, Roscoe 

Pound, Karl Lleurllyn, Emile Durkheirn, Max Weber, dan Karl M m .  

Ruang lingkup sosiologi hukurn secara urnum adalah hubungan atau 

interaksi antara hukum dengan gejala-gejala sosial, sehingga membentuk ke 

dalam suatu lembaga sosial (social institution) yang merupakan himpunan nilai- 

nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada 

86 Lihat Mulyana W.Kusuma, Op. Cit., (1981). hlm. 1 



kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup 

di masyarakat yang tidak terlepas dari keteraturan (hukum). Menurut 

Purbacaraka dan Soekantos7 dalam bukunya yang berjudul Menelusuri Sosiologi 

Hukum Negara, bahwa ruang lingkup sosiologi hukum adalah "hubungan timbal 

balik atau pengaruh timbal balik antam hukurn dengan gejala-gejala sosioal 

lainnya (yang dilakukan secara analitis dan empirik)". Hukum dalam ruang 

lingkup tersebut adalah suatu kompleks dari sikap-tindak manusia yang 

bertujuan untuk mencapai kedarnaian dalam pergaulan hidup. Purbacaraka dan 

Soekanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut: 

a Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum 
dalam konteks sosial. . 

b. Mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis (bagaimana 
mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat). 

c. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya 
mengulcur berhgsinya suatu peraiman di dalam masyarakats8 

Dari gambaran ruang lingkup kajian sosiologi hukum tersebut, maka bisa 

dilihat beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukm antara lain. 

a. Pengorganisasian sosial hukum yang mana obyek sebagai sasarannya 
adalah; proses pembuatan UU, proses pengadilan, polisi, kejaksaaan, 
pengecara dan sebagainya. 

b. Hukurn dan sistem sosial rnasyarakat. 
c. Persamaan-persamaan dan perbedaan serta sistem-sistem hukum. 
d. Sifat sistem hukum yang dualistis. 
e. Hukum dm kekuasaan. 
f. Hukum dan nilai-nilai budaya. 
g. Kepastian hukum dan kesebandingan. 

87 Liha Purbacamka clan Soekanto, Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, Jakarta, 
diterbitkan CV. Rajawali, (1983).hlm.35 

" Ibid 



h. Peranan hukum sebagai alat untuk merubah ma~yarakat.~~ 

Sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara 

empiris terhadap penomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat 

(living law). Sosiologi hukum bermanfaat yang pada gilirannya menghasilkan 

suatu sentesa antara hukurn sebagai alat atau sarana organisasi sosial yang di 

dalamnya ada budayanya dan juga sebagai sarana keadilan (dalam pengertian 

sempit, menempatkan sesuatu pada tempatnya) serta h g s i  lain adalah sebagai 

penerangan dan pengkaidahan. J.Van Houtte dalam Soekanto, menyatakan: 

a. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada sosiologi hukutn 
hams diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, Sosiologi hukum 
harus menghasilkan suat sentesa antara hukum sebagai sarana organisasi 
sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fimgsinya itu, maka 
hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi 
hukum, di dalam mengidentifikasikan konteks sosial di maria hukum tadi 
diharapkan berfhgsi. 

b. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum 
adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan. 

Menurut Soekanto, proses pengkaidahan, dalam hal ini sosiologi hukum 

dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan di dalam masyarakat, 

yang menuju pada pembentukan hukum baik melalui keputusan penguasa 

maupun melalui kesepakatan antara penguasa dengan masyarakat. Soekanto 

membagi ke dalam tiga kegunaan atau manfaat, di dalam kegunaannya hukurn 

sebagai fakta sosial, yaitu: 

89 Periksa Qomariah, Sari Perkuliahan Sosiologi Hukum, P P S  U M M .  (2002) 

90 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT. Raja Grapindo 
Persada, (1999).hlm.2 1,22. 



a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemapuan 
bagi 'proses pemahaman terhadap hukurn di dalam konteks sosial. 

b. Dalam ha1 penguasaan konsep-konsep sosiologi hukurn dapat mem- 
berikan kemapuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap 
efektivitas hukurn dalam masyarakat. 

c. Sosiologi hukurn juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas h u b  di 
dalam masyarakat. 

Dari kegunaan dan manfaat sosiologi hukum tersebut Purbacaraka dan 

soekantog' lebih merincikan lagi sebagai berikut: 

a. Pada tarap organisasi dalam masyarakat: 

1). Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang 
mepengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukurn 

2). Dapat diidentifikasikan unsur-unsur kebudayaan manakah yang mem- 
pengaruhi isi atau substansi hulcum. 

3). Lembaga-lembaga manakah yang berpengaruh di &lam proses pemben- 
tulcan serta penegakan h u h .  

b. Pada tarap golongan dalam masyarakat: 

1). Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menetukan 
di dalam pembentukan dan penerapan h a .  

2). Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung 
ataupun sebaliknya dengan keberadaan hukum. 

3). Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. 

c. Pada tarap individual: 

1). Ident ifhi  terhadap unsur-unsur hukurn yang dapat mengubah peri- 
kelakuan warga-warga masyarakat. 

2). Kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan hati para penegakan hukurn 
dalam melaksanakan fungsinya. 

91 Lihat kembali Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Op. Cit., ( 1983), hlm: 
36,37. 



3). Kepatuhan-kepatuhan masyarakat terhadap hukurn, baik terhadap kaidah- 
kaidah yang menyangkut hak dan kewajiban, maupun perilaku yang 
teratur. 

Relevansi sosiologi hukum terhadap penelitian hukurn ini adalah setidaknya 

sebagai alat telaah terhadap kenyataan atau fakta-fakta hukurn yang tumbuh dan 

hidup di masyarakat (living law) yaitu penomena Hp2S pada HMNS di 

Tumbang Nusa. Hp2S tidak terlepas dari persilangan kepentingan masyarakat 

nelayan setempat, dan saling berinteraksi (proses interaksi atas tindakan 

hukumnya itulah sebagai kajian, sesuai permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian hukurn ini), baik pada tarap atau level individu, keluarga @a& 

nelayan Saka lebih dominan nuclear family), kelompok atau organisasi, 

community, bahkan pada level rnasyarakat (society) yang lebih luas dan lebih 

besar dari sekadar kepentingan community di perkampungan Tumbang Nusa 

Kalimantan Tengah. 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian membahas hukum yang hidup di masyarakat tertentu atau di lokal 

tertentu atau hukum di komunitas tertentu, sudah banyak dilakukan peneliti 

terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan Jawahir Thontowi yang 

terhingkum dalam disertasinya tentang Law and Custom in Makasar Society: 

The Interaction of Local Custom and National Legal System in Dispute 

Resolution, ditulisnya di The University of Western Australia, tahun 1998, yang 

meneliti tentang Siri' sebagai budaya khas hukum lokal (Adat) masyarakat 



Bugis Makasar. Penelitian dimaksud terkait kesamaan bahasan penelitian 

penulis tentang Hp2S, yaitu hukum yang hidup berkembang pada lokal atau 

komunitas tertentu. Thontowi menghususkan bahasannya dengan penegakkan 

hukum dan kearifan lokal terhadap pengelolaan konflik dalam penyelesaian 

sengketa dan kekerasan pada masyarakat adat Bugis Makasar di Sulawesi 

 ela at an?^ 

Hukum yang hidup di masyarakat dengan penelitian tentang Adat Dayak 

juga pernah dilakukan Abdurrahman, yang terhingkum dalam disertasinya 

tentang "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menurut Hukum Adat 

Dayak di Kalimantan ~ e n ~ a h " . "  Penelitian Abdurrahman ini terkait dengan 

penelitian penulis dalam ha1 bahasan hukum yang hidup di masyarakat Dayak 

Kalirnantan Tengah yang mendeskripsikan peranan hukurn adat Dayak yang 

memiliki kearifan tradisional tidak mampu berhadapan dengan arus globalisasi 

kecanggihan teknologi dan modernisasi Negara. Sementara Penegakkan Hukum 

dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan sangat terbatas dan memiliki 

Temuan penelitian tersebut, dalam pengelolaan konflik pada sengketa 

lingkungan dapat tergambar secara jelas antara lain sebagai berikut: 

... Kepada mereka yang bersalah dikenakan denda adat. Penyelesaian 
secara adat dalam ha1 sengketa besar atau yang melibatkan perusahaan 

92 Baca Jawahir Thontowi, Op. Cit., (2007). hlm. 371-386. 
93 Baca Penelitian Abdurrahman (2002) dalam Ahrnadi Hasan, Op. Cit., (2007), hlm. 32. 
94 Ahmadi Hasan, Op. Cit. 



hanya berlaku bilamana pihak "luar" bersedia memenuhi kewajiban adat, 
yaitu membayar denda adat dan melakukan upacara adat. Dalam kasus- 
kasus seperti ini dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Bupati Kepala 
Daerah yang bertindak sebagai pihak ketiga, netral yang tidak mempunyai 
kewenangan untuk menetapkan keputusan. Namun dengan wibawa dan 
kewenangannya dapat melakukan penekanan kepada pihak-pihak untuk 
menyelesaikan sengketanya secara damai?' 

Penelitian penulis juga terkait dengan penelitian Ahmadi Hasan, Hasan 

melakukan penelitian sebagaimana penelitian penulis, yaitu tentang hukurn 

yang hidup di masyarakat. Namun, penulis meneliti tentang Hp2S yang hidup di 

Turnbang Nusa Kalteng, sedangkan Hasan meneliti tentang "Adat Badamai " 

yang terhingkum dalam disertasinya "Penyelesaian Sengketa Hukurn 

Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar Kalsel". 

Penelitian hukum yang terkait juga dilakukan oleh Ade Saptomo tentang 

"Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah clan Pemanfaatan Sumber Alam" 

Minangkabau di Nagari Pauh Limau Padang, yang disampaikan pada 

International ConJi.ence of Land and Resource Tenure in Changing Indonesia 

"Questioning the Answer", pada 11-13 Oktober 2004 di Hotel Santika 

Saptomo menyatakan bahwa penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber 

alarn mendasarkan pada potensi lokal setempat mengingat secara budaya, 

potensi lokal mewujudkan prinsip-prinsip antara lain matrilineal; sosial, 

95 Ahmadi Hasan, Ibid., hlm.33. 
96 Ade Saptomo, (2004), Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dun Pernanfaatan Sumber 

Alam, (Online), http//www.huma.or.id, diakses pada Senin 15 Desember 2008. hlm. 1 



mengintegrasikan anak kemenakan akibat praktii perkawinan eksogarni; 

ekonomi, mempertinggi tingkat kesejahteraan lahir batin; politis, menunjukkan 

praktik ideologi komunal secara benar; keamanan, menjaga keutuhan baik fisik 

dan bathin sosial masyarakat temapatan." 

Saptomo merekomendasikan, bahwa penentu kebijakan hukurn di negeri ini 

sudah seharusnya memahami dengan baik kemajemukan hukwn masyarakat 

lokal, segera mendialogkan antar hukwn negara dan lokal serta 

mengkooperasikan antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat 

setempat, sehingga cepatnya proses pembeharuan yang diterirna oleh 

masyarakat sebagai produk hukum lokal dan hukum negara. Pembangunan 

hukum nasional b l a h  merupakan produk dialogis vertikal antara hukum 

lokal dan hukum negara, dan sekaligus juga dialogis horisontal antar-hukum 

l ~ k a l ? ~  

Beberapa penelitian tentang nelayan, kaitan dengan penelitian hukum (legal 

research) yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain oleh 

Djauhari dalam disertasinya tentang "Studi tentang Kebijakan Regulasi dan 

Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan 

Jateng" secara umurn mempunyai keterkaitan baik secara teoritis maupun secara 

empiris terhadap produk peraturan perundang-undangan dan juga institusi- 

97 Ibid, hlm. 10 
98 Ibid 



institusi dalam konteks negara kesejahteraan sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat n e ~ a ~ a n . ~ ~  

Hasil penelitian tersebut menjelaskan secara substantif bahwa h g s i  hukurn 

sebgai a tool of Social Engineering, yang digagas oleh Roscoe Pound telah 

membuktikan bahwa peraturan hukum dari tingkat hukum dasar, peraturan 

perundang-undangan, sampai kebijakan pemerintah terbukti tidaklah semuanya 

dapat berlaku dengan efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial 

ekonorni masyarakat khususnya masyarakat n e ~ a ~ a n . ' ~ ~  

Ditinjau dari sudut konflik tindakan hukum sosial nelayan, penelitian 

penulis tentang Hp2S ini walau pada kajian konfliknya tidak pada konflik 

terbuka (konflik internal keluarga pemilik Saka), namun ada keterkaitan dengan 

penelitian Kusnadi yang melakukan penelitian berkaitan dengan sengketa 

nelayan pesisir. Kusnadi menemukan banyalcnya kasus-kasus hukum te rjadi, 

antara lain; di Bangkalan Utara, Sidoarjo, Probolinggo dan Pasuruan, Paciran 

&amongan), dan Cilacap. Menurut Kusnadi terjadinya konflik nelayan antara 

lain karena kecemburuan sosial dalam pengoperasian jaring trawl, yang 

menguntungkan pihak pemodal besar, sementara nelayan tradisional yang 

* Lihat Djauhari dalam ringakasan disertasinya tentang Politik Hukum Negara 
Kesejahteraan (Studi tentang; Kebijakan Regulasi dun Institusionalisasi Gagasan 
Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyaraht Nelayan di Jawa Tengah), Yogyakarta: FH. UII, 
(2007), hlm.27. 

'0° Djauhari, Ibid, hlm. 28. 



menghuni sepanjang pantai Indonesia rata-rata miskin dan memakai alat tangkap 

yang masih tradisional. lo' 

Penelitian terkait tentang konflik nelayan juga dilakukan oleh Utsman pada 

nelayan tradisonal pesisir Kumai di Kalimantan Tengah dalam bukunya 

"Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan" (Koreksi terhadap 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1980 tentang 

Perizinan Jaring Trawl). Adapun inti hasil penelitian tersebut menemukan 

bahwa kurang efektifnya proses bekerjanya peraturan yang mengatur 

operasional Jaring Trawl yaitu Keppres No.39 tahun 1980, dan diperparah 

dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 2 

tahm 2002 tentang Perizinan Usaha Perikanan, dan Instruksi Bupati Nomor: 

523146Rem. tentang Penanggulangan serta Penertiban bagi Masyarakat 

Penangkap Ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang lahir nir-sosiologis. 102 

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, maka 

penelitian ini tidak sama dengan bahasan penelitian yang sudah dilakukan; 

Jawahir Thontowi, Abdurrahrnan, Ahmadi Hasan, Adi Saptomo, Djauhari, 

Kusnadi, dan Sabian Utsman, sebagaimana tergambar maksud dan tujuan dari 

penelitian ini yaitu ingin menjawab dari pokok-pokok permasalahan yang 

menjadi fokus dalam konteks penelitian ini sebagaimana secara jelas 

lo' Kusnadi, Konjlik Sosial Nelayan (Kemiskinan dun Perebutan Sumber Daya 
Perikanan), Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, (2002), hlm. 81,82,93. 

lo2 Lihat Sabian Utsman, Op. Cit., (2007), hlm.259. 



dipaparkan, yaitu dengan judul "Hukum Masyarakat Nelayan Saka (HMNS) 

dalam Sistem Hukum Nasional" (Studi tentang: Penguasaan, Pemilikan, clan 

Konflik Saku pada Nelayan Tradisional Saku Tumbang Nusa Pedalaman 

Kalimantan Tengah). 

Agar lebih terang dan jelas bagaimana posisi dan orisinalitas penelitian 

penulis yang fokus terhadap Hp2S pada HMNS Turnbang Nusa Kabupaten 

Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Secara sederhana dapat dilihat 

garnabran pada tabel berikut: 

Tabel. 1.1 

Perbandingan Substansi Penelitian Hp2S terhadap Penelitian Terdahulu 

No 1 Substansi Hasil Penelitian 

L 

1 Jawahir Thontowi, 
Sulawesi Selatan, 

, (1998) 

J 

-Judul: Law and Custom in Makasar Sociew; 
The Interaction of Local Custom and NatiomI 
Legal System in Dispute ResoIutiot~ (Disertasi, 
The University of Western Ausbdia). 
Penegakkan hukum dm kearifaa lokal 
terhadap pengelolaan konflik Warn 
penyelesaian sengketa dan kekerasan pada 
masyarakat Bugis Makasar. 

I I 

~alirilantan Tengah. (Disertasi, ~niversitas 
Indonesia). 
-Kelemahan hukum adat Day& Kalimantan 
Tengah dalam penegakkan hukum 
penyelesaian sengketa lingkungan kalau 
berhadapan dengan globslisasi dan 
modernisasi negara 

I 

-Judul: Penyelesaian Sengketa pada 
Masyarakat dengan Cara Adat Badamai pa& 
Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem 
Hukum Nasional.. (Disertasi, Universitas 
Islam Indonesia Yogyakarta). 
-Penyelesaian sengketa pada masyarakat 
Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan 
m a  A&t Bodamai (kekuatan nilai kearifan 
hukum lokal). 

-1udul: Penyelesaian Sengketa Lingkungm 
H i d u ~  menurut Hukum Adaf Dayak di 

2 

3 

Abdurrahman, 
Kalimantan Tennah, 

AhmadiHasan, 
Kalimantan Selatah 

Semua peneliti 
terdahulu tersebut 
sama dengan 
penelitian penulis, 
yaitu penelitian 

I dan atau 
membahas tentang 
hukum lokal di 
Indonesia 

Perbandingan 

- 
Perbedaan dengan 
penelitian; 
Thontowi, 
Abdumhnan, 
Hasan, dan Saptorno. 

1 Penelitian penulis 
memfokuskan pada 

I Hukum Penpasaan 
dan Pemilikan Anak- 
anak Sungai yang 
biasa disebut Sako 
oleh masyarakat 
setempat (HpZS), dan 
pengelolaan 
koniliknya atas 
pelanggaran Hp2S. 

Kesamaan Perbedaan 



G. Metode Penelitian Hukum 

1. Relevansi Jenis Penelitian Hukum 

Hukum adalah bagian dari banyak cara untuk memahami karakteristik 

masyarakat. Hukum sebagai alat mengatur dan juga cermin budaya masyarakat, 

maka diperlukanlah jenis penelitian hukum yang tepat untuk dipakai dalam 

1 

4 

5 

6 

7 

4 

Penelitan Hp2S 
sama dengan 
penelitian yang 
dilakukan oleh; 
Djauhari, Kusnadi, 
dan Sabian. Yaitu 
meneliti tentang 
hukum dan 
nelayan 
tradisional. 

2 

Ade Saptomo, 
Sumatra Barat, 
(2004) 

Djauhari, Jawa 
Tengah, (2007) 

Kusnadi, Jawa 
Timur, (2002) 

Sabian, Kalimantan 
Tengah, (2002) 

5 

Berbeda penelitian 
penulis dengan 
penelitian; Djauhari, 
Kusnadi, dan Sabian. 
Kalau penulis 
meneliti hukum 
terkait nelayan 
tradisional 
pedalaman, 
sedangkan peneliti 
terdahulu tersebut 
pada nelayan 
tradisional pesisir 
(nelayan laut). 

3 

-Judul: Potensi Lokal dalam Penguasaan 
Tanah dan Pemenfaatao Sumber Alam. 
(Makalah, dalarn seminar pada international 
Confience of land and Resource Tenure in 
Changing Indonesia "Questioning the 
Answer", Hotel Santika-Jakarta). 
-Potensi hukum ldcal &lam penguasaan tanah 
dan pemanfaatan sumber darn masyarakat 
lokal Minangkabau Sumatra Barat. 

-Judul: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan 
Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan 
Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa 
Tengah. (Disertasi, Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta). 
-Secara substantif membahas h g s i  sebagai a 
tool of social engineering yang digagas 
Roscoe Pound telah membuktikan bahwa 
peTaturan hukum dari tingkat hukum dasar, 
peraturan pemndang-undangan, sampai 
kebijakan pemerintah terbukti tidak semua 
efektif dalam meningkatkan kesejahteraan 
nelayan, 

-Judul: Konflik Sosial Nelayan @uku, 
Yogyakarta, LKIS). 

-Penelitian kasus-kasus hukum pada nelayan 
tradisonal pesisir , konflik pengopemian 
Jaring Tnuals. 

Judul: Anatomi Konflik dan Solidaritas 
Masyarakat Nelayan, (Buku, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar) 

-Penelitian kasus konflik kekerasan nelayan 
lokal (nelayan t r ad i s id )  melawan nelayan 
luar daerah (nelayan modem) dalam perebutan 
sumber daya nelayan (biota laut) pada nelayan 
pesisir Kumai Kabupaten Kotawarhgin Barat 
Provinsi Kalimantan Teagah. Tejadiiya 
konflik antara lain disebabkan mandulnya 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79 
Tahun 1980 tentang Perizinan Jaring Trawls 



melakukan penelitian Hp2S ini, sehingga tidak keluar dari hakekat penelitian 

hukum (legal research) itu sendiri yang merupakan bagian yang talc terpisahkan 

dari ilmu hukum. 

Penelitian ini meneliti tentang hukum yang hidup dan berproses di 

masyarakat (living law) yaitu Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, sehingga 

tipe kajian dalam penelitian ini adalah tipe kajiannya "Sosiologi Hukum. 

Kajian sosiologi hukum adalah ilmu h u h ,  maka haruslah berbeda dengan 

pengetahuan yang non ilmiah, untuk itu sosiologi hukum sebagai ilmu hukum 

memiliki konsekuensi yang hams dipenuhi, yaitu; 

a. Sosiologi hukurn harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, 
yang terdiri dari rasional, kognitif, dan teleologis. 

b. Sosiologi hukum harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah paling tidak 
menyangkut pola-pola; analitis, penggolongan, pengukuran, perbandingan 
dan survei. 

c. Sosiologi hukum harus merupakan produk pengetahuan ilmu pengetahuan 
tentang hukum itu sendiri yang sistematis.'" 

Kalau diproposisikan secara sederhana, peneiitian hukum pada konteks 

sosiologi hukum haruslah berproses dengan aktivitas manusia. Aktivitas ini 

haruslah dilaksanakan dengan metode tertentu yang juga akhirnya 

mendatangkan suatu pengetahuan yang sistematis, di samping juga hams 

relevan, kemudian hasil penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Sebagai 

pengetahuan ilmuan hukum, sosiologi hukurn tidak boleh hanya terdiri atas 

tumpukan pengetahuan yang serba sedikit, data atau fakta-fakta hukum dalam 

lo-ihat kembali Sabian Utsman, Op. Cif., (2009). hlm.88 



hal penelitian tidak memadai, pernyataan-pernyataan serampangan, dan yang 

terpenting sosiologi hukum haruslah berguna terutarna di dunia hukum itu 

sendiri. 

Penelitian Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa yang menggunakan jenis 

kajian sosiologi hukum, maka sudah tentu berkait erat dengan "sifat ilmu", yang 

meliputi setidaknya enam komponen sebagaimana dikatakan Archie J. Bahm 

dalam tulisannya "What is Science" (apa itu ilmu) dalam utsman,lo4 yaitu: 

masalah, perilaku, metode, aktivitas, kesimpulan, dan juga efek. Penulis 

memastikan bahwa keenam komponen tersebut terdapat dalam ranah kajian 

hukurn yang penulis lakukan ini. Supaya lebih runtutnya pembahasan ini, 

penulis menunjukan segi-segi; ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dalam 

penelitian hukurn yang menggunakan tipe atau jenis kajian sosiologi hukum, 

berikut: 

1). Ontologi dalam Sosiologi ~ u k u m ' ~ ~  

Ontologi berusaha mengkaji makna yang terkandung dari hakekat yang ada 

(the being), kenyataan (reality), eksistensi (existence), perubahan tunggal (one) 

dan jamak (many). Ontologi merupakan batasan tentang obyek apa yang dikaji 

mengenai wujud hakiki dari obyek penelitian hukurn. Obyek penelitian hukum 

ini (Hp2S) bersifat empiris yang dapat diamati oleh manusia melalui panca 

'04 Archie J. Bahm dalam Sabian Utsman, Op. Cit.,(2009), hlm. 88 
'05 Sabian Utsman, Ibid 



indera dan aka1 sehatnya. Untuk memahami ha1 tersebut, ada beberapa asumsi 

berikut; 

a). Mengapa obyek-obyek tertentu memiliki kesamaan satu sama lain, baik 

struktur, bentuk, sifat dan lain sebagainya, sehingga dapat dikelompokkan, 

dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. 

b). Meski tidak ada kelestarian absolut, namun hams ada kondisi bahwa sesuatu 

tidaklah berubah dalam jangka waktu tertentu (kelestarian relatif), sehingga 

memungkinkan orang lain untuk melakukan pendekatan keilmuannya 

terhadap obyek tersebut. 

c). Sosiologi hukum mengakui, bahwa tidak ada suatu fenomena hukum yang 

terjadi secara kebetulan, semua fenomena hukurn yang ada pasti disebabkan 

oleh fenomena lain, khususnya Hp2S pada MI-INS di Tumbang Nusa. 

Dengan demikian, maka sosiologi hukum memiliki makna untuk 

mempelajari secara sistematis tentang "hukum sebagai fakta social (law in the 

action)" di samping hukurn sebagai fakta hukum (law in the books) sejauh masih 

dapat ditinjau dan diarnati dengan metode empiris. Kajian sosiologi hukurn 

adalah tidak bisa dielakan terhadap hukum sebagai kajian fakta hukum yang 

hidup di masyarakat. 

Sosiologi hukm adalah berse'erat dari human science yang menyoroti salah 

satu kekhususan dari perilaku dan tindakan manusia baik struktur masyarakat 

maupun kebudayaannya. Kaitan dengan fakta hukurn dan karakteristik Hp2S 



yang hidup dan berakar beranak-pinak di masyarakat (sebagai kajian yang utuh 

tentang hukum sebagai suatu sistemlo6). 

2). Epistemologi dalam Sosiologi Hukum 

Epistemologi dalam ilmu hukum, mencari atau menuju suatu kebenaran (the 

truth) dan pengetahuan (knowledge). Dalam ha1 ini berusaha menjawab 

pertanyaan-pertanyaan mengenai; bagaimana dan dengan sarana apakah dapat 

diperoleh tentang pengetahuan (knowledge) dan kebenaran (the truth) itu sendiri. 

Epistemologi berupaya membahas secara mendalam segala proses yang terlihat 

dalam upaya memperoleh pengetahuan hukum. Oleh karenanya, proses ini 

sering dinamakan "metode keilrnuan" yang dapat membedakan ilmu 

pengetahuan dengan olah fikiran. Ilmu dalam perspektif epistemologi bukan 

hanya sekadar produk yang dikonsumsi, tetapi merupakan kegiatan yang 

dinamis dalam rangka mencari pengetahuan empiris dengan menggunakan 

metode keihuan. Ilmu hukum itu bersifat terbuka, demokratis, dan menjunjung 

kebenaran di atas segalanya. 

Sosiologi hukum sebagai ilmu hukurn dalam epistemologinya memiliki 

berbagai aliran dan pandangan. Pendapat yang berbeda antara ahli tidak bisa 

dielakkan, namun semuanya itu hanyalah sumber atau sarana untuk mencari 

pengetahuan (ilmiah). Wibisono menyatakan: 

'06 Baca kembali Lili Rasyidi & I.B. Wyasa Putra, Op. Cit., (2003), hlm.60. 



Epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tata-cara menggunakan 
sarana tersebut u n t k  mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan 
mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya 
mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih. lo7 

Ada beberapa aliran dan pandangan dalam sosiologi hukum dengan masing- 

masing tokohnya seperti antara lain, Aliran Utilitarianism, Aliran Socilogicala 

Jurisprudence, dan Aliran Realisme Hukurn. Pemilihan dari beberapa teori-teori 

sosiologi hukum, maka tidak terlepas pula dengan beberapa paradigmanya 

Salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan membentuk 

suatu teori clan metode adalah apa yang disebut dengan paradigma. Paradigma 

diartikan secara sederhana sebagai alat pandang, atau tempat berpijak dalam 

melihat sesuatu realitas. 

Istilah paradigma menjadi sangat terkenal setelah Thomas Kuhn menulis 

karyanya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Kuhn 

menjelaskan bagaimana suatu aliran atau teori itu berkembang. Thomas Kuhn 

dalam Mukti Fadjar dalam Utsman, menyatakan: 

. . . mengenali dan mengakui adanya anornali sering memerlukan 
waktu lama dan biasanya terjadi resistensi terhadap anornali itu, jika 
penemuan baru dapat menangani anomali tertentu, maka akan terjadi 
penyesuaian kecil pada paradigma. Tetapi jika anomali semakin meluas 
maka akan terjadi semacam krisis, sehingga berdasar paradigma yang ada 
tidak jalan, sehingga memungkinkan terjadi revolusi ilmiah yang 

-- - - - 

'07 Periksa Koento Wibisono, Sari Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta: - 
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2007. hlrn. 13 

log Sabian Utsman, Op. Cit., (2009), hlm.91 



menghasilkan paradigma baru. Jika paradigma baru diterima oleh 
komunitas ilrniah, maka berarti paradigma lama ditinggaikan.log 

3). Aksiologi dalam Sosiologi Hukum 

Ilmu itu dapat bersifat netral pada skala epistemologi, tanpa berpihak pada 

siapa dan di manapun selain kepada kebenaran yang nyata (walaupun dibatasi 

oleh norma dan etika). Pada aksiologi Sosiologi Hukurn, seorang ilmuan hukum 

hams rnarnpu menilai ilmu hukum secara moral sehingga jelas tentang baik clan 

buruknya. 

Dalam hal penelitian ini, kaitan sosiologi hukum dengan aksiologi adalah 

selalu berkaitan dengan pertanyaan seperti; untuk apa sosiologi hukum 

digunakan?, bagaimana sosiologi hukum dengan kaidah moral?, atau bagaimana 

penentuan obyek yang telah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Oleh karena itu 

aksiologi ilmu dalam sosiologi hukurn memberikan sumbangan besar, sepereti: 

a). membantu landasan etis dalam riset khususnya dalam kajian hukum lebih 

khusus lagi riset Hp2S pada HMNS ini, baik dalarn mernilih obyek riset, 

pendekatan yang dipakai, metodologi dan sampai kepada untuk apa dan 

bagaimana penggunaan hasil riset hukum dimaksudkan. 

b). membantu menyelesaikan problem hukum yang berkaitan dengan 

masyarakat, moral, dan etika dengan mengedepankan rasionalitas, reliabel, 

faktual, dan validitasnya. 

log Sabian Utsman, Op. Cit., (2007). hlm.45,46. 



c). membantu memberikan kritik terhadap riset hukurn khususnya agar tidak 

keluar dari kebenaran hakiki menuju kebenaran ilmiah. 

d). memberikan sumbangan dan pemecahan masalah hukum dengan tetap 

mengedepankan konsistensi dalam tahapan ilmiah dan pengembangan sains 

yang dinamis. 

e). memberikan sumbangan dalam ha1 mencegah timbulnya sifat destruktif dari 

penerapan sains dan teknologi khususnya pada tipe kajian sosiologi hukum 

dalam penelitian ini. 

Jenis penelitian sosiologi hukum dalam penelitian Hp2S pada HMNS di 

Turnbang Nusa, aksiologi dalam penelitian hukurn ini sudah jelas bahwa 

sosiologi hukum sebagai ilmu diarahkan sebagai bagian dari integritas keilmuan 

di samping ilmu yang lain, untuk memecahkan masalah-masalah hukurn bagi 

perkembangan masyarakat menuju tercapainya keadilan, kepastian, dan 

kegunaan hukum bagi masyarakat. Kegunaannya sebagai alat menuju 

kesejahteraan kehidupan (wellevendheid atau kesedapan pergaulan hidup)"' 

dengan tetap berpijak kepada moral dan etika. 

2. Jenis Penelitian Hukum 

Penelitian hukum (legal research) ini adalah menggunakan tipe kajian 

sosiologi hukum dengan perspektif emik. Karena cara-cara berhukum dengan 

'lo Baca Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Op. Cit., (1983), hlm.8. Baca juga 
Sabian Utsman , Op. Cit., (2005), hlm. 46. 



memberlakukan hukum yang hidup di masyarakat nelayan Saka merupakan 

tindakan sosial, namun hanya penarnpakan dari luar tentang apa mereka pahami 

dan tafsirkan. IJna mencwi m u - a  peyi1_& dan tindakw berIr&wmya, yaitu 

mengkaji "law as it is in (human) actions" karena berangkat dari h u b  adalah 

manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu 

Sekadar perbandingan, perlu penulis kemukakan bagaimana perbandingan 

paradigma penelitian halitatif dan kuantitatif. Kajian hukum secara sosilogis 

sebagaimana juga genelitian hdcw ini llebih bern- h U u  sebagai f& 

sosial di samping juga hukurn sebagai fakta hukum, maka yang dominan penulis 

gunakan model penelitian kualitatif bang bersifat subyektif dan interpretif), 

m&a perh jugs dike*ui perbed- lztr&eristils, metodologis antam penelitian 

kualitatif clan penelitian kuantitatif baik instrumen, waktu penetapan 

pengumpulan data dan analisis, desain, latar, perlakuan, satuan kajian, maupun 

wur kontekstual h-ya. rvlo!eon&ll2 merincinya sebagaimma Bbel 

berikut: 

"' Lihat Bernard Arief Sidharta, Rejleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar 
Maju, (1 999), hlrn. 159. bandingkan juga dengan pemikiran Rahardjo, dalam bukunya llmu 
Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm.6 menyatakan bahwa ... bagi seseorang 
yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh 
pada penggunaan metode sosiologis. Dan usaha ini mengkaitkan hukum untuk mencapai tujuan- 
tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. 

'I2 Bandingkan Sabian Utsman, Op.Cit., ( 2009) hlm.320. 



Paradigma Karakteristik Metodologi 
Penelitian Kualitatif dan Perbandingannya dengan Kuantitatif 

Konsep dasar dari penelitian hukum ini adalah berdasarkan paradigma 

Poster Tentang 
I. Insirurnem 

2. Wakmpenetapanpngumpulan &#a 
&n analisir 

3. D d n  
4. Coya 
5. Lornr. 
6. Perlakuan. 
7. SaritanKqiian 
8. Unsur Konlekslual 

kualitatif, maka pendapat Bogdan, Taylor, Kirk dan Miller dalam Moleong 

mengatakan, berikut: 

Kualitatif 
1. Orang sebagai peneliti. 

2. Selama dan sesudahpengumpdan data 
hukum. 

3. Muncd-berubah. 
4. Seleksi sesuai fokus masalah. 
5. Alam. 
6. B&asi 
7. Pola-pola. 
8. Twut campur atas undangan. 

Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian 
kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. ~ertarna, Bogdan 
dan Taylor ... mendefinisikan "metodologi kualitatif' sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, 
pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh). 
Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke 
dalarn variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian 
dari suatu keutuhan. 

Sejalan dengan definisi tersebut, maka Kirk dan Miller ... 
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 
i h u  pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 
pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 
dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 
peristilahannya. 'I3 

Kuantitatif 
1. Km-pensil atau alat fisk 

lainnya. 
2. Sebelum penelitian. 

3. .Pasti (Preordina~e). 
4. Intervensi. 
5 .  Laboratorium. 
6. Stabil. 
7 .  Variabil-dabel 
8. Kontrol. 

Karakteristik pokok dalam pendekatan penelitian hukurn ini adalah 

mengutarnakan makna, konteks dan perspektif emik sesuai tabel hidup baik 

hukurn sebagai fakta hukum maupun hukum sebagai fakta sosial yang hidup dan 

' I3  Lihat J.L.Moleong, dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif; Bandung, PT. 
Remaja Rosdakarya, (1996), hlm.3. 



berproses di lapangan (Hp2S). Dalam interaksi simbolik, yang terjadi dalarn 

tataran simbolik terkait langsung dengan hukum sebagai fakta sosial, baik 

yang rasional maupun irrasional. Untuk membongkar makna yang 

terkandung dalam terjadinya proses hukurn maupun peristiwa hukum pada 

nelayan Saka yang membawa effects kepada kehidupan mereka, maka 

disitulah memerlukan pendekatan yang tepat di smping pendekatan lain 

yang relevan, yaitu pendekatan konsepsi interaksionisme simbolik. Hal ini 

dilakukan, karena tindakan hukum dalam masyarakat nelayan Saka 

berdaswkan makna--mzlknti dan menggali maha; tersebut berangkat dari the 

self (berangkat dari "l" dan " ~ e " ) " ~  dan dunia luarnya looking glass self 

(social-selJ), maka dengan demikian telah mampu bersepikulasi secara 

akademik untuk menjawab fokus sebagai persoalan dalam konteks peneltian 

ini secara komprehensif. 

Pemikiran Herbert Blumer dalam Riyadi Suprapto menyatakan bahwa 

seseorang peneliti untuk memahami fenomena masyarakat (penelitian hukum 

"4 Dalam hukum sebagai fakta soial (kajian sosiologis), proses tindakan hukum kaitan 
interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Menurut George Herbert Mead dalam D&y 
Mulyana (2000:88) bahwa sebagai suatu proses sosial diri itu terdiri dari dua fase, yaitu "Aku" 
(0 dan "Daku" (Me), Aku adalah di yang subyektic diri yang reflektif yang mendefinisikan 
situasi dan merupakan kecendrungan irnpulsif individu untuk bertindak dalam suatu cara yang 
tidak terorganisasikan, tidak terarah, dan spontan. Sedangkan Daku adalah pengambilan peran 
dari sikap orang lain, atau kelompok tertentu. Jadi diri sosial adalah diri yang sebagai obyek 
yang di respons oleh orang lain (yang terdiri dari Aku dan Daku). Proses konsentrasi interaksi 
(iidividu, keluarga, kelompok atau organisasi, kernmunitas, dm masyankat) him dengm 
sosiologi hukum, bisa dilihat Sabian Utsman dalam bukunya Mengenal Sosiologi Hukum, 
Malang: Mediasi Pustaka, (2005), hlm. 87-88. 



ini adalah terjun langsung kepada masyarakat), ia harus observasi secara 

langsung atau partisipatif dengan dua cara, yaitu: 

1. Eksplerasi ke tingkat pemahaman yang menghasilkan sensitivizing 
concepts. Seorang peneliti diharapkan bisa dekat dengan 
obyeWsubyek agar dia mampu mengenali dan memahami konteks 
empiris yang sesungguhnya. 

2. Melakukan inspeksi, di mana peneliti hams memeriksa data dengan 
cara menampilkan pembuktian empiris-nya. 115 

Menggali data dalarn penelitian ini sangat terkait dengan isyarat dan 

simbol-simbol dalam proses komunikasi ketika penulis masih berada di 

lapangan. Mead dalam Doyle Paul Johnson mengatakan: 

Komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk yang paling 
sederhana dan yang paling pokok dalam komunikasi, tetapi manusia tidak 
terbatas pa& benauk komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena manusia 
mampu menjadi obyek untuk dirinya sendiri (dm juga sebagai subyek 
yang bertindak) dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain dapat 
melihatnya. Dengan kata lain, manusia dapat membayangkan dirinya 
secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandangan orang lain. Sebagai 
akibatnya, mereka dapat mengkonstruksikan perilakunya dengan sengaja 
untuk membangkitkan tipe respons tertentu dari orang lain. " 6  

Dalam hal ini, proses penelitian yang sudah dilakukan adalah berbentuk 

siklus, dalam hal pengumpulan serta analisa data hukum sejak awal sampai 

kepstda pernbuatsln laporan hasil penelitian ini berlangsung secara simultan. 

'I5 Lihat Riyadi Soeprapto dalam bukunya Interahionisme Simboiis (Pengantar oleh 
Soetandyo Wignjosoebroto), Malang, diterbitkan Everros Press-Pustaka Pelajar, (2002), 
hlm. 126. 

Doyle Paul Johnson, Op. Cit., (1990), hlm.11. 



3. Penggalian Bahan dan Data Hukum 

Penggalian bahan-bahan hukum ketika sebelum selesainya penelitian ini, 

diawali dengan pengembaraan akademik (academic journey) sampai berproses 

di lapangan sejak awal sampai berakhirnya penelitian ini terfokus dengan baik 

dan tidak mengalami kesulitan berarti. Pengembaraan terhadap data hukum, 

. penulis juga sempat m e l d d m  perbmdingan k e b e r a h  an& sungai (sebutan 

anak sungai di Padang adalah Banda) di Padang Sumatra Barat. 

Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam 

-&ngan mengpnaksn peckman .interview wawancara ymg miah &embanan&8n 

sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah sebagai 

instrumen utamanya. 

-Proses .memperoleh data ymg &.per4&.5tn, h u p a  data primer y-surg 

diperoleh adalah melalui observasi di lapangan serta berbagai keterangan clan 

atau masukan dari sejurnlah informan melalui wawancara yang mendalam 

-(depth istewiew) .dalarn rmgka nterlggdi I-z& kiskwy hdmm rnasymakat nd-ayai~ 

Saka (Hp2S) dituangkan ke dalam bentuk catatan lapangan meld notes), 

diteruskan dan diproses ke kartu konsep, kemudian seterusnya diproses ke 

.memOmd.um .teo&is. 

Proses penelitian ini dapat digambarkan ke dalam sebuah siklus yang 

berhubungan dengan pengurnpulan data, analisa data yang dilakukan secara 



simultan, walaupun secara kategorikal dapat dibedakan dalam tiga urutan 

sebagai berikut: 

a. Tahapan penjelalajahan dan Open Coding; Penelitian tahapan ini adalah 

mengupayakan untuk menemukan karakteristik Hp2S pada HMNS Tumbang 

Nusa Pulang Pisau Kalteng termasuk preodesasi sebelurn dan sampai pada 

penelitian ini berakhir, Adapun proses Open coding ini meliputi; merinGikanj 

memeriksa, mengkomparasikan, mengkonseptualisasikan dan 

mengkategorikannya sesuai data hukum yang terkumpul. 

is. Tahap pernusatan dan axial cditzg; Mengernbangkan pmluswan pala- 

pola (kalau penelitian kuantitatif variabel-variabel) dengan menggunakan 

hasil dari open coding, sehingga berbagai kategori diorganisir sesuai 

dengan penemuan data hukum, galam proses axial coding dianalisis 

mengenai hubungan antar suatu kategori dengan sub-kategori lainnya 

yang mana selalu berlangsung secara simultan, antara lain bisa dilihat 

sebagai berikut: 

1). Menghubungkan suatu kategori dengan sub-kategori. 

2). Memverifikasikan data hukum yang aktual dan faktual. 

3). Memperkaya sifat-sifat serh berbagai dimensi yang dapat menghubung- 

kan antara kategori dengan sub-kategori, dan 

4). Barulah mengeksplorasi masing-masing polarisasi fenomena Hp2S. 



c. Tahapan integrasi dan selective coding; Tahapan ini mencari fenomena sentral 

yang merupakan fokus tempat terintegrasinya kategori-kategori lain yaitu 

dengan menggunakan hasil dari axial coding sebagai dasar dm5 unit analisis 

dan memeriksa keabsahan data clan informan dari pernyataan-pernyataan 

yang sudah berhasil ditangkap dalam hubungan fakta hukum yang ada. 

4. Kriteria dan Jumlah Informan 

Kriteria informan adalah di samping sudah dewasa yang berumur antara 20 

tahun sampai 63 tahun, secara umum sehat jiwa dan raga, selalu konsisten 

dengan pernyataamya sesuai fakta yang dipaparkan walau kemudian diaaakan 

pengecekan ulang dan atau pelacakan audit atas data yang pernah dikumpulkan 

sebelumnya. Sejurnlah informan yang berhasil diwawancarai, diyakini 

menginformasikan fakh yang diinginkan penulis sebagai peneliti ti& ada 

unsur bias atau mampu menginformasikan sebagaimana adanya fakta Hp2S di 

Tumbang Nusa, mengerti permasalahan yang menjadi pusat perhatian penulis 

sebagai peneliti sebagaimana fokus pa& konteks penelitian ini, terbuka disaat 

diperlukan data yang diungkapkan untuk dibandingkan dengan informan 

lainnya, informan yang terkait dengan keberadaan Hp2S diambil 30 orang. 

Sebanyak 30 orang dirasa sudah lebih dari cukup kmena tidak lagi bervariasi 

atau istilah lain dalam pengurnpulan data hukum penelitian kualitatif, informasi 

data Hp2S sudah sampai kepada "titik jenuh" (di antara masyarakat dan para 



pernilik Saka yang berjumlah tidak kurang dari 157 unit Saka di Tumbang Nusa) 

dan 10 orang untuk keperluan triangulasi. 

Untuk menentukan informan sejumlah 30 orang dan 10 orang keperluan 

triangulasi tersebut adalah ketika penulis mengadakan penelitian di lapangan. 

Hal ini diperlukan guna memperoleh deskripsi serta melacak informasi yang 

ada. Kemudian penulis sebagai peneliti menghentikan pencarian informan 

setelah menganggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasinya (sudah 

terjadi replikasi perolehan informasi) dan atau informasi sudah dirasa cukup 

representatif dalam mewakili karakteristik permasahan Hp2S yang diteliti, maka 

oleh karena proses pengambilan data hukurn tidak lagi ditemukan variasi-variasi 

informasinya, maka diputuskan tidak perlu untuk mencari informasi baru serta 

pencariannya sudah dianggap selesai. 

5. Triangulasi 

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan 

keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam ha1 ini, penulis 

memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah 

Peaelitian ini memakai triangulasi sumber yang merupakan salah satu dari 

empat macam triangulasi, yaitu; memanfaatkan sumber, metode, penyelidikan, 

dan teori. Penulis memutuskan hanya memakai triangulasi sumber, karena dirasa 



sudah cukup memadai untuk kemurnian bahan dan data dalam penelitian Hp2S 

pada HMNS 

Untuk menjaga kebenaran dan kemumian s e a  keabsahan data h u h  

dalam bahasan Hp2S ini, maka data yang telah dikumpulkan diadakan 

pengecekan ulang dan atau semacam pelacakan audit atas data dan bahan-bahan 

yang berhasil dikumpullcan, yaitu antara lain dirujukan kembali kepada sumber 

datanya atau membandingkannya kepada informan lain. Dengan hati-hati 

mentriangulasikan, sehingga berhasil sesuai tingkat kebutuhannya. 

Dalam hal cek audit bahan clan data hukum diambil h i  berbagai tokoh 

masyarakat yang berkompeten. Penulis dengan mudahnya berkomunikasi 

kepada tokoh-tokoh kunci yang dianggap sangat memahami terhadap hukurn 

yang hidup larun-temm p d a  masyarakat setempat, anbra lain; rneru.uk 

kepada Prof. KMA. M. Usoep, MA (tokoh masyarakat Dayak di Kalimanatan 

Tengah), Drs. Sulrnan Djungan (Damang wilayah komunitas Jekan Raya), Dr. 

M, Sid& Rabman Usop, M.Si (akademisi Universitm Negeri Palangka Raya), 

Nomel Lambung, S.H. (tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan 

mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Belo Timor Timur), Drs. Sardimi, 

M,Ag (akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya s e a  

tokoh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Barito Utara) Dra. Dahlia 

(Pendidik dan tokoh masyarakat berasal dari Kabupaten Kuala Kapuas), H. 

Kannanie (asli sub Day& Ngaju kelahiran Mandwai), Dunam Asak Udeng 



(asli suku Dayak Ngaju kelahiran Kabupaten Kapuas), Adriansyah (asli Suku 

Dayak Ngaju pensiunan guru SDN berasal dari Kapuas Barat Kabupaten 

Kapuas), Ener B. Tingkai (berasal dari masyarakat Day& Barito Se1ata.n). 

Keputusan ini diambil dalam menetapkan proses pemeriksaan data 

sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut sesuai dengan pendapat Moleong, 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu. ... Dezin membedakan empat macam 
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 
sumber, metode, penyeliBikan dan teori. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 
d m  alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton) ... Hal itu dapat 
dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan 
data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di 
depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) 
membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan 
keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 
pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah 
atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil 
wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan . . . . 117 

6. Analisis Data 

Penelitian berjudul Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum 

Nasional ini, mengambil tempat penelitian pada nelayan Saka Tumbang Nusa 

Pulang Pisau K , W -  Tengah. Untuk pengembangan konsep, kategori dm 

Moleong, Op. Cit., (1988), hlm. 178-179. 



deskripsi adalah atas dasar kejadian (incidence) ketika penulis sebagai peneliti 

memperoleh data sewaktu masih berada di lapangan, maka antara pengumpulan 

data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan 

berproses secara simultan serta berbentuk siklus. 

Data Hp2S diorganisasikan ke dalam bentuk tertentu sesuai kemauan data. 

Data dibiarkan sebebas-bebasnya, sedalam-dalamnya, semurni-murninya (sesuai 

fokus masalah penelitian), yang sesungguhnya (display data) sehingga dengan 

demikian memperjelas karakteristik data yang sudah terkumpul secara utuh dan 

menyeluruh, maka berangkat dari itulah, sangat mempermudah bagi penulis 

sebagai peneliti dalam menarik kesimpulan (Conclusion drawing and 

verification) dalam proses pembuatan laporan penelitian ini. 

Proses analisis sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang 

sudah dilakukan terhadap data hukurn adalah berinteraksi secara bolak-balik 

yaitu antara pengurnpulan data dan analisis menjadi satu kesatuan kegiatan 

(fokusnya bisa dilihat pada bab penyajian data dan sejumlah bab analisis data) 

sebagaimana digambarkan Faisal 'I8 dalarn penelitian hukum tentang Hp2S 

pada HMNS di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimanatan Tengah 

secara seksama dikembangkan seperti g a m b m  proses andisis data berikut: 

118 Bandingkan dengan tulisan Sabian Utsman. Op. Cit., (2007). hlm.57. 



Gambar 1.1: Proses Analisis Data 

7. Lokasi Penelitian 

Pemilihan lapangan sebagai tempat penelitian yang ditetapkan dalam 

penelitian ini, dilakukan pada nelayan tradisional sebagai penguasa dm pemilik 

Saka di Tumbang Nusa Pulang Pisau serta nelayan penguasa dan pemilik Saka 

luar daerah sebagai perbandingan. Nelayan Saka luar daerah, misalkan Petuk 

Ketimpun Bawah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kereng 

Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, atau nelayan Saka Bahaur 

Kabupaten Pulang Pisau adalah relatif berkarakter mirip: Masyarakat nelayan 

tradisional yang merniliki Saka di desa-desa pedalaman sepanjang Sungai 

Kahayan Kalimantan Tengah relatif serupa etnis (suku asli ~ a ~ a k " ~ ) ,  angka 

'I9 Asal usul penamaan asli suku Kalimantan Tengah dengan sebutan "Dayak" adalah 
sekitar 120 tahun yang lalu, ketika orang pendatang melihat orang asli suku Kalimantan Tengah 
dengan cara berjalannya menjongkok-jongkok sambil mengayak-ayak (berdayak-dayak), maka 
oleh mereka disebutlah orang bungkuk-bungkuk atau ayak-ayak atau orang "Dayak". Orang 
D q a k  pada sa'at itu suka masuk ke semak-semak belukar. Data asal usul penamaan suku D q a k  
adalah hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat D q a k  Kalimantan Tengah dan 



rata-rata jumlah jiwa dan atau jumlah penduduk, pola kehidupan sehari-hari, 

kebudayaan hukumnya, serta mata pencaharian mayoritas sebagai nelayan 

tradisional yang menggantungkan atas keberadaan sejumlah Saka. 

Dipilihnya Turnbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah 

sebagai tempat penelitian didasari dari pemikiran dm pertimbangan yang 

matang, paling tidak ada beberapa alasan sebagai berikut: 

Pertama, penulis memilih daerah Tumbang Nusa, karena proses masuk 

(entry) dan penciptaan rapport bisa berjalan dengan lancar dan cepat apabila 

dibandingkan dengan memilih daerah lain. Hal itu dikarenakan masyarakat 

sudah sejak lama jauh sebelum dilakukan penelitian ini mereka sudah mengenali 

penulis, dan secara pribadi juga penulis lebih mengenali karakteristik serta 

tipologi mereka, meskipun penulis sebagai peneliti tidak berdomisili bersama 

mereka. Itu semua merupakan modal dasar yang sangat penting dan menentukan 

dalam memperlancar proses penelitian ketika berada di lokasi penelitian. Lancar 

atau tidak lancarnya proses penelitian terutama penggalian data, tidaklah 

semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keahlian penulis sebagai peneliti 

dalam menguasai cara-cara yang digunakan dalam penelitian ini, tetapi 

tergantung terhadap masyarakat nelayan Saku Tumbang Nusa dan atau orang- 

orang yang dihadapi di lokasi penelitian. 

mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belo Timor Tirnur bernama Nomel Lambung, S.H. 
(65 th) dan Damang Komunitas Jekan Raya bernarna Drs. Sulman Djungan (68 th) pada tanggal 
28 April 201 1 di Palangka Raya Kalimantan Tengah. 



Kedua, kualitas penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik dengan data 

h u b  (data Hp2S), deskripsinya ditentukan oleh penulis sebagai peneliti ketika 

berada serta melakukan proses kegiatan di lokasi penelitian. Kaitannya dengan 

kualitas temuan di lokasi penelitian, hal itu menjadi pertimbangan dengan 

konsekuensi biaya penelitian terutama ketika melakukan perjalanan dan berada 

di lokasi penelitian, kecuali penggalian data di Sumatra Barat, tidaklah hams 

mengeluarkan biaya tinggi, karena penulis sebagai peneliti didukung berbagai 

fasilitas yang dipunyai oleh teman sejawat dan keluarga sendiri. Dengan 

dukungan dalam memperlancar mobilitas kegiatan penelitian hukum di lapangan 

tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung, baik sedikit maupun banyak 

telah mendukung kelancaran proses penelitian yang akhirnya juga menentukan 

kualitas hasil temuan penelitian ini. 

Ketiga, sepanjang sepengetahuan penulis sebagai peneliti, sebelumnya d m  

setelah terjun di lapangan serta setelah berakhirnya penelitian ini, terdapat 

fenomena hukurn yang menantang dan sekaligus menggoda untuk dilacak dan 

dipahami. Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa mernpunyai keunikan, sehingga 

bagaimana mungkin terjadi penguasaan serta juga pemilikan sejumlah Saka 

(tidak h a n g  157-an unit Saka) oleh masing-masing kelompok keluarga sesuai 

dengan hukurn pembuktian menurut hukurn yang hidup di masyarakat setempat, 

padahal mereka (masyarakat setempat dan atau khalayak setempat) setidaknya 

secara administratif pemerintahan mengikuti teritorial wilayah hukum nasional 



dan dalarn berrnasyarakat dengan kesopanannya, taat beragama, selalu 

mengikuti dan taat dengan peraturan pemerintah. Dengan antusias sebelum 

terjun ke lapangan sebagai lokasi penelitian, penulis sebagai peneliti terlebih 

dulu mempertanyakan Ada apakah dengan hukum mereka (Hp2S pada HMNS 

di Tumbang Nusa)? Mengapa sampai terjadi demikian?. Hal tersebut adalah 

gambaran kecil, bahwa senyatanya memang ada hal-ha1 hukurn sebagai identas 

hukum Indonesia yang perlu disingkap dari kawasan nelayan tradisional yang 

memanfaatkan pemilikan Saka sebagai tempat pencarian ikan. Bagi penulis 

sebagai peneliti, ketertarikan dan atau minat yang sangat tinggi dalam pemilihan 

lokasi penelitian penelitian adalah menentukan dalam penelitian yang sudah 

dilakukan ini, dan penulis secara pribadi jauh sebelum dirnulai bahkan sarnpai 

berakhirnya penelitian ini, memanglah sangat tertarik dan tergoda sehingga 

akhirnya membongkar akar (karakteristik) serta proses perkembangan aras 

kearifan dan kekuatan Hp2S di Tumbang Nusa Kalirnantan Tengah. 

8. Sistematika Pembahasan Hasil Penelitian 

Sitematika pembahasan hasil penelitian ini, dibagi menjadi tujuh bab yang 

rinciannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 

Bab pertama adalah bagian pendahuluan berisi tentang; Latar Belakang 

Masalah, yang menjelaskan pentingnya penelitian hukurn penguasaan dan 

hukum pemilikan Saka (Hp2S) dilakukan, rumusan masalah dan cakupannya, 

tujuan dan kegunaan penelitian, untuk landasan dasar serta pengembangan 



dalam bahasan ini disajikan kerangka teoritik. Untuk menghindari duplikasi dan 

menjaga kemurnian serta keunikan penelitian hukurn yang hidup di lokal 

(daerah tertentu) atau di komunitas tertentu, maka disajikan hasil jelajah pustaka 

tentang penelitian terkait Hp2S. Kemudian, penyajian metode dan jenis 

penelitian hukum yang relevan dan mengarusutamakan pembongkaran 

karakterstik Hp2S untuk menemukan karakteristik rnaknanya dari Hp2S, 

sehingga menemukan sebenar-benar makna Hp2S setelah memahami konteks 

serta mengkaji teks sebagai tema penelitan ini. Hal itu dapat digambarkan (Iihat 

Gambar 1.3,) dan untuk membedakan penelitian penulis dengan pendekatan 

analisis data hukum secara kuantitatif dapat dilhat Gambar 1.4, dan Gambar 1.5. 

Konteks Hp2S pada HMNS dalam sistem hukurn nasional dapat dilihat pada 

Gambar 1.2, sebagai berikut: 

Hp2S pada J3MNS Tumbang Nusa 

Kerangka teoritik., 
mentransfonnasikan 
paradigma living law ke 
dalam law is a tool of 
social engineenring by 
law dengan langkah 
menjadikan hokum sbg 
alat mengatur dan sbg 
cermin budaya dan nilai- 
nilai responsif 

Sejarah dan keaslian 
fakta hukum (konstruksi, 

substansi & 
prosedurnya), budaya, 

karakteristik, 
d m  pandangan 

masyarakat 
Tumbang Nusa terhadap 

Hp2S 

Gambar 1.2: Konteks HMNS (Hp2S) dalam Sistem Hukum Nasional 



Penelitian hukum perspektif pemaknaan terhadap data Hp2S (tipe penelitan 

Sosiologi Hukurn dengan pendekatan analisis data kualitatif) bisa dilihat pada 

Gambar 1.3, berikut: 

. . Pertanyaan penelitian, tentang 
makna dari data hukum Hp2S ? 

1 

Gambar 1.3: Tipe Penelitan Sosiologi Hukum Analisis Data Kualitatif 

Sekadar perbandingan penelitan Sosiologi Hukurn dengan pendekatan 

analisis data kualitatif, maka berikut penulis garnbarkan penelitian huk 

pendekatan analisis data kuantitatif, sebagai berikut: 

Misteri Hukurn n u >  
pertanyaan penelitian hukum ... ? . 

Gambar 1.4: Penelitian Hukum Pendekatan Analisis Data Kuantitatif 



Bab kedua, pada bab ini menyajikan gambaran umum karakteristik nelayan 

yang menggantungkan hidupnya pada penguasaan dan pemilikan Saka di 

Tumbang Nusa Kalirnantan Tengah, yaitu; karakteristik geografis dan 

adminitratif, sarana transportasi, penerangan listrik, sosial budaya dan hukum 

(budaya penguasaan dan pemilikan Saka, kerja keras perempuan nelayan Saka, 

keterlibatan pemuka pendapat dalam penanganan Hp2S, kepernimpinan dan stok 

pangan serta prestise, pemberian nama Saka sebagai identitas kepemilikan, dan 

selamatan Tulak Bala atau Memapas Lewu), kemudian kerja dalam pandangan 

hidup budaya masyarakat Tumbang Nusa. 

Bab ketiga, pada bab ini menyajikan data hukum Hp2S pada HMNS 

meliputi; a) Sosok masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam memahami Hp2S 

yang terkonstruksi (socially constructed), hidup, dan fungsional di masyarakat 

Tumbang Nusa Kalirnantan Tengah (meliputi; sososk masyarakat Tumbang 

Nusa, konsep, substansi, dan prosedur Hp2S, kemudian belum berperannya 

lembaga hukum adat dalam pengelolaan sejumlah penguasaan dan pemilikan 

Saka. b) Penanganan konflik atas tindakan hukurn dalam kasus-kasus 

pelanggaran penguasaan dan pemilikan Saka (meliputi; struktur, bentuk-bentuk, 

dan stadium konflik). c) Kemudian, data hukurn upaya mendapat pengakuan 

sistem Hukurn Nasional atas Hp2S pada HMNS yang meliputi; upaya yang 

dilakukan pemerintah dan upaya yang dilakukan masyarakat. 



Bab keempat, untuk rnenghindari intervensi penulis terhadap data hukum 

khususnya bab I11 dan seacara sisternatis untuk mernpermudah pernahman 

diskusi ini, maka dianalisis rnasing-masing setiap rurnusan masalah kedalam 

setiap bab, bab ini @ab N) khusus berisi analisis tentang "Sosok Masyarakat 

Nelayan Tumbang Nusa dalam Mernahami Konsep Hp2S" (sosok masyarakat 

nelayan Saka, pernahaman konsep Hp2S. ; pernahaman rnasyarakat Tumbang 

Nusa terhadap hukum, konsep penguasaan Saka, konsep pemilikan Saka), 

Substansi clan Prosedur Hp2S, Institusi Hukum (Legal Institution) Saka, 

Bab kelima, bagian ini khusus berisi analisis tentang "Penanganan Konflik 

Hukurn (tidak diternukan konflik terbuka atau kekerasan, kecuali konflik 

tertutup atau konflik tidak kekerasan) dalam Kasus-kasus Pelanggaran atas 

Penguasaan dan Pemilikan Saku" rneliputi; struktur, bentuk-bentuk, stadium 

konflik, dan pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S. 

Bab keenam, bagian in. berisi analisis tentang "Upaya Pengakuan Hukum 

Nasional atas keberadaan HpX", rneliputi; konsep pernbentukan hukum atau 

peraturan perundang-undangan, upaya pernerintah, dan upaya masyarakat 

nelayan Tumbang Nusa dalam rnengabstraksikan Hp2S menjadi bagian atau 

rnentransformasikannya menjadi bagian pembangunan hukurn nasional. 

Bab ketujuh, pada bagian ini adalah bab penutup berisi; kesirnpulan hasil 

penelitian dan bagian akhir adalah rekornendasi. Untuk jelasnya keseluruhan 



proses peneltian ini &pat diikhtisarkan sebagaimana digambarkan pada 

Gambar 1.5, berikut: 

-Substansi HpZSr 
a. Isi @2S @ak-hak, perintah, larangan, dan sanksi) 
b. Struktur IIp2S terdapat dua level (kelompok 
kelwga P e m i h  Saka & kerapatan &a) 

Prosedur Ho2S: 
FOKVS JA WABAN 

a Pengatma ~~laksaoaan Tingkat Periama 
b. Pengahvan Pelaksanaan Tingkat Akhlr 

Sejak Th. 1900-an 

Terdapat Ruang Keadilan HpZS, 
sesu* pemikiran: 
u b i  sodelcrs, nb1 ius (Cicem) 
jmYm In muny rooms (Marc Galaater) 

1. Ilmo Hokum dan 

LATAR DAN 
Penanganan Konflik Internal Hp2S: 

PADA HMNS 

FOIWS JA WABAN 

-Upay-i Pemerintah Negsm a- 
~Upaya Masyankat * Hp2S 

Dimungkinkan mengabstraksikan nilai-nilai 
Hp2S ke dalam sistem Hukum Nasional 
menurnt substansi, prosedur, dan kulturnya 
(sesuni UU No:12 Th. 2011). Baik berbentuk 
ketentuan peraturan HpZS, maupun ketentuan 
perlindungan terhadap nilai Hp2S, atau 
peraturan-peraturan ketentuan lain yang 
snbstansinya memproteksl atau 
memberdayhkan Hp2S. 

Gambar 1.5: Ikhtisar Proses Penelitian Hp2S pada HMNS 



Diperlukannya ikhtisar proses penelitian Hp2S di atas, sesungguhnya 

diperuntukkan agar mempermudah menelusuri proses penelitian Hp2S ini 

sejak latar belakang penelitian sarnpai dengan hasil akhirnya. Dengan 

demikian, diharapkan menclapat sedikit gambaran secara komprehensif dari 

keseluruhan proses penelitian penwlis. 



RINGKASAN BAB I 

Bab kesatu ini adalah sebagai pendahuluan dari bahasan tulisan ini, berisi; 
Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan pentingnya penelitian hukum 
(Hp2S) dilakukan, rumusan masalah dan cakupannya, tujuan dan kegunaan 
penelitian. Bagian bab ini, untuk landasan dasar pemikiran serta 
pengembangan teori, disajikan kerangka teoritik yang relevan terhadap 
fenomena hukum yang diteliti sehingga terpenuhinya kebutuhan menganalisis, 
sejak paradigma, konsep, proposisi, dan sampai teori tentang tema Hp2S. 
Untuk menghindari duplikasi clan mengetahui posisi penelitan penulis, serta 
mengetahui keunikan penelitian h u h  yqng hidup di lokal-lokal atau di 
komunitas-komunitas tertentu, maka penulis menyajikan hasil jelajah pustaka 
terhadap penelitian terdahulu, sebagai bagian pengembaraan akademik 
(academic journey). Sebagai metode penelitian, penulis menggunkan jenis 
penelitian hukum yang mengatvsutamakan pembongkaran karakterstik Hp2S 
dalam menemukan karakteristik makna hukum yang terkandung. 

Untuk melihat konteks Hp2S pada HMNS dalam sistem hukum nasional, 
disajikan sebagaimana tergambar pada Gambar 1.2. Kemudian bab ini diakhiri 
dengan sistematika pembahasan secara komprehensif, d m  digambarkan juga 
dengan ikhtisar proses penelitian Hp2S pada HMNS. 



BAB I1 

GAMBARAN MASYARAKAT NELAYAN SA&4 TUMBANG NUSA 
KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGGAH 

A. Karakteristik Geografis dan Administratif 

Desa Tumbang Nusa adalah salah satu dari delapan desa yang termasuk 

wilayah teritorial hukum Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau 

Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Nusa ini terletak di pinggiran sungai 

~ a h a ~ a n ' ~ ~  yang membelah daratan Kalimantan Tengah bermuara ke laut Jawa, 

mengalir dari pedalaman Kalimantan Tengah melintasi antara lain; Kota Cantik 

Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan daerah Bahaur Kalimantan 

Tengah. 

Desa Tumbang Nusa berbatasan dengan Desa Mentaya sebelah utara, 

Kecamatan Sebangau sebelah selatan, Desa Taruna sebelah barat, clan Desa 

Pilang sebelah timur. Untuk lebih jelasnya perbatasan desa Tumbang Nusa dapat 

digambarkan sebagaimana tabel berikut: 

120 Sungai Kahayan adalah salah satu dari 10 sungai besar di wilayah Kalimantan Tengah 
dan Kalimantan Selatan. Nama dari 10 sungai tersebut; 1. Sungai Lamandau, 2. Sungai Arut, 3. 
Sungai Mentaya, 4. Sungai Sempaga, 5. Sungai Sebangau, 6. Sungai Katingan, 7.Sungai 
Kahayan, 8. Sungai Kapuas, 9. Sungai Barito, dan 10. Sungai Martapura. 



Batas Wilayah Desa 

Luas wilayah desa Turnbang Nusa secara keseluruhan mencapai 154 km2 

merupakan bagian dari luas wilayah 8.977 km2 Kabupaten Pulang Pisau dan 

No 
1 
2 
3 
4 

153.564 lun2 dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tumbang Nusa 

Sumber: Data diperoleh dari Kantor Kepala Desa Tumbang Nusa, 2009 

Perbatasan 
Desa Mentaya 
Kec. Jabiren Raya 
Desa Taruna 
Desa Pilang 

Wilayah 
Sebelah Utara 
Sebelah Selatan 
Sebelah Barat 
Sebelah Timur 

berpenduduk 1002 jiwa dari keseluruhan 11 1.488 jiwa penduduk Kabupaten 

Keterangan 
- 
- 
- 
- 

Pulang Pisau dari 2,l juta jiwa penduduk Kalimantan ~ e n ~ a h l ~ l .  Penduduk 

keseluruhan Turnbang Nusa tersebar di 5 Rukun Tetangga. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat seperti tabel berikut: 

Rincian Jumlah Penduduk dalam Setiap Rukun Tetangga 

12' Data penduduk dan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari tulisan Mumu 
Muhajir dalam bukunya berjudul Seri Hukum dan Keadilan Iklim (Reducing Emissiom f om 
Deforestation and Degradation di Indonesia Kemana akan Melangkah), Jakarta, HuMa, (20 lo), 
hlm.184. Menyatakan bahwa "Secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
Provinsi terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 
wilayah 153.564 lad. Dari luas wilayah itu, 69,9% diantaranya masih berupa hutan 
seluas: 10.735.935 hektar ...". 

No 

I 
1 
2 

Jumlah 

5 
256 
252 

Keterangan 

6 

RT 

2 
RT1 
RT2 

Jumlah Penduduk 
Laki-laki 

3 
134 
136 

Perempuan 
4 

122 
116 



Pemukiman penduduk rata-rata di pinggiran sungai Kahayan dengan jarak 

antara tepian sungai dengan rumah-rumah penduduk sekitar 5 meter sarnpai 

dengan 10 meter bahkan ada yang berdempetan dengan posisi berhadap-hadapan 

dengan dibelah oleh jembatan kayu selebar 2 meter berjarak antara rurnah satu 

dengan lainnya antara 1 meter sampai dengan 5 meter. Kondisi topografi 

(keadaan tanah) desa, Turnbang Nusa terletak pada tanah rawa dan terdapat 

ratusan sungai-sungai kecil yang biasa disebut Saka (sebagai anak dari sungai 

induknya yaitu sungai Kahayan), sehingga semua Saka tersebut bermuara ke 

sungai Kahayan. 

Keberadaan hutan, tanah, sungai besar, serta Saka adalah relatif 

beragam. Secara urnurn sejumlah Saka-lah yang dominan dan utama untuk 

menyanggah perekonomian mereka bahkan Saka dijadikan sebagai "Food 

Security". Hidup dan kehidupan mereka sangat tergantung dan sudah menyatu 

dengan karakteristik Saka di samping h g s i  tanah dan hutan hanyalah sebagai 

pendukung dalam perekonomian mereka. 

1 
3 
4 
5 

1. Fungsi Hutan 

Pada umumnya Kalimantan adalah sebagai kawasan hutan yang tidak asing 

lagi di dunia internasional terrnasuk kawasan Kalimantan Tengah dimana 

Sumber: Kantor Kepala Desa Tumbang Nusa, tahun 2010. 

4 
1 1  1 
104 
19 
472 

2 
RT3 
RT4 
RT5 

3 
109 
128 
23 

J-mlah 

5 
220 
232 
42 
1002 530 

6 



terletak Desa Tumbang Nusa. Area hutan yang terbentang di belakang, maupun 

di seberang perkampungan Tumbang Nusa (seberang Sungai Kahayan), ketika 

memasuki perkampungan nelayan Saka terlihat pepohonan kayu dengan 

berbagai jenis, di antaranya jenis kayu pulai dan beringin bercampur rawa yang 

menutupi perkampungan tersebut. 

Fungsi ekonomi dari bentangan hutan tersebut masih belum maksimal atau 

belum memadai. Sebagian kecil kekayaannya dirnanfaatkan untuk bahan 

pembuata. rumah penduduk dan untuk kayu bakar. Sebagian kecil difungsikan 

untuk kebun keluarga di sekitar pekarangan rumah penduduk (di belakang atau 

di sekitar nunah-rumah penduduk kadang terdapat beberapa pepohonan atau 

tumbuhan lainnya yang tumbuh secara alami atau senghaja dipelihara mereka). 

Sebagian besar tanah rawa ditumbuhi tumbuhan kelakui (yaitu salah satu 

sebutan di antara sejurnlah tumbuhan yang hidup di rawa), pada musim 

kemarau tumbuhan kelakai tidak jarang jadi sasaran api (si jag0 merah) yang 

kadang sengaja dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

2. Fungsi Tanah 

Karakteristik tanah di kawasan Tumbang Nusa adalah relatif sama dengan 

beberapa daerah lain di sekitarnya. Pada umurnnya terdiri dari rawa dan gambut 

baik tanah tempat perkampungan maupun yang berada di seberang sungai 

Kahayan yang terdapat juga sejurnlah Saka sebagai tempat pe'iwakun (tempat 

mencari ikan bagi nelayan tradisional setempat). 



Tanah rawa dan gambut yang berada tak jauh dari rumah-rumah penduduk, 

sebagian kecil berfungsi untuk menambah penghasilan (penunjang) 

perekonomian, seperti tanaman sayur-sayuran sawi, kacang, ubi jalar, dan 

lombok. Sebagian lagi untuk pembibitan pantung (pohon Pantung adalah 

menghasilkan karet untuk bahan industri) dan lain-lain. 

Lingkungan atau pekarangan penduduk, baik di depan, di belakang, dan di 

sarnping kalau musim pencarian tumbuhan Purun (Purun adalah salah satu 

tumbuhan yang bisa sebagai bahan industri kerajinan rumah antara lain untuk 

dianyam dijadikan tikar, topi, dan lainnya sesuai bentuk apa yang dikehendaki) 

selalu dipenuhi jemuran Purun, tanaman pekarangan, dan pembibitan pantung. 

Hal seperti ini menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan tanah pekarangan, 

walau secara ekonomis tidaklah terlalu dominan untuk menyokong 

perekonomian keluarga mereka, namun dapat mengurangi beban kehidupan 

mereka. 

3. Fungsi Sungai Besar 

Fungsi sungai besar sebelum adanya jalan darat tembus (antara kota 

Banjarmasin, Kapuas, Pulang Pisau, dan Palangka Raya), sebagai sarana utarna 

transportasi yang menghubungkan antara kota-kota tersebut terutama 

mengangkut barang-barang dagangan kebutuhan pokok masyarakat (kebutuhan 

sembilan bahan pokok) sehingga lalu-lintas alat transportasi di air sungai dan 

danau sangat padat dan ramai. 



Setelah jalan poros lintas antar Provinsi sudah tembus, maka sangat terasa 

darnpak lalu lintas di sungai Kahayan menjadi sangat sepi, bahkan pengusaha di 

bidang jasa angkutan air berpindah pekerjaan. Keadaan demikian menjadikan 

fungsi sungai besar menjadi dominan sebagai tempat penangkapan ikan yang 

dirnanfaatkan oleh siapa saja ymg berkeinginan (sepanjang secara bersarna- 

sama menjaga ketertiban dalam menjalankan usaha ikan (me 'iwak). 

4. Fungsi Saka 

Sebagaimana h g s i  sungai besar yang dipaparkan di atas, Saka juga 

dirnanfaatkan sebagai tempat penangkapan ikan bagi nelayan tradisional, narnun 

sampai penelitian ini berakhir, Saka dalam pemanfaatannya tidaklah sebebas 

sungai besar atau danau. Dari segi historis, Saka sejak turun temurun bahkan 

sebelum kemerdekaan (setidaknya keberadaan Saka sudah ada sejak tahun 1900- 

an) pemanfaatannya dikuasai dan dimiliki orang-orang tertentu (kelompok 

keluarga tertentu), yaitu setiap Saka clan atau beberapa Saka dalam satuan 

kelompok pemilikan selalu dimiliki oleh masing-masing satuan keluarga tertentu 

dengan pengaturan yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat setempat serta 

hgsional. 

Letak geografis Saka adalah tersebar di pinggiran kiri dan kanan sungai 

Kahayan khususnya di Tumbang Nusa Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Di 

kawasan Tumbang Nusa ada sejumlah tidak kurang dari 157 unit Saka. 

Sejurnlah Saka tersebut relatif mempunyai kepanjangan antara 100 meter sampai 



dengan 500 meter, lebarnya antara 3 meter sampai dengan 5 meter, serta 

kedalaman antara 1 meter sampai dengan 5 meter. Pada musim kemarau kadang 

airnya tidak seberapa bahkan ada sejumlah Saka mengalami kekeringan. Saka 

juga diianfaatkan sebagai sarana transportasi dengan menggunakan perahu 

kecil yang disebut Jukung atau perahu Tingkzlng yang biasa dipakai untuk sarana 

penangkapan ikan. 

Fungsi pokok Saka secara ekonornis adalah tempat pencaharian nafkah 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai tempat penangkapan ikan 

atau biota lainnya. Di rumah-rumah penduduk Tumbang Nusa rata-rata merniliki 

alat penangkapan ikan darat antara lain: Buwu, Tempirai, Lunta, Suar, 

Serapang, Jaring, Tangguk, Seriwit, dan Pancing. Kecuali Tuba, Potas, Setrum, 

dan sejenisnya berdasarkan kesepakatan mereka dilarang untuk dipergunakan. 

Dalarn hal penguasaan dan kepernilikan Saka tidaklah secara otomatis yang 

bersangkutan menguasai atau memiliki tanahnya. Hal ini bisa dilihat di kiri dan 

di kanan sungai dijumpai sebagian Saka yang terbentang di atas ladang orang 

lain (yang bukan pemilik Saka). Mereka yang menguasai atau memiliki Saka 

tidak sarna dengan menguasai atau memiliki ladang yang merupakan tempatan 

Saka kebetulan di atas ladang, namun tidak sedikit sejumlah penduduk dalam 

penguasaan maupun pemilikan Saka di atas ladangnya sendiri, tetapi penguasaan 

dan pemilikan Saka berada di atas tanah orang lain suatu hal yang biasa di 

masyarakat setempat. 



Selain Saka yang keberadaannya secara alami, ada saluran air yang karakter 

mirip dengan Saka oleh penduduk setempat dhamakan Bedje. Bedje adalah 

sungai kecil yang merupakan hasil dari buatan penduduk yang awalnya 

berfungsi untuk mengeluarkan kayu gelondongan dari hutan rimba di bawa ke 

muara sungai Besar. Setelah kayu-kayu gelondongan sudah habis, maka Bedje 

beralih fungsi menjadi tempat tangkapan ikan. Selain Saka dan Bedje, masih ada 

lagi jenis anak Saka bermuara pada Saka, tetapi tidak terlalu panjang 

sebagaimana Saka, yaitu antara 5 sampai dengan 15 meter. Penguasaan dan 

pemiliknya termasuk ke dalam Saka induk. 

Jenis ikan yang merupakan tangkapan para nelayan tradisional tersebut 

antara lain, Haruan, Pepuyu, Tebakang, Path, Seluang, Tempahas, Lais, dan 

lain-lain sebagainya. Alat yang dipergunakan untuk penangkapan sejurnlah ikan 

dapat di rinci sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Nama dan Tempat Pemanfaatan Alat Tangkap Nelayan Saka 

Tempat Penggunaan 
3 

Digunakan pada masing-masing Saka atau an& Saka. 

Digunakan pada masing-masing Saka atau anak Saka. 

Digunakan di tengah-tengah Saka atau sungai besar, di pinggiran 
sungai dan di tengah sungailSakalBedje. 

Digunakan pada malam hari untuk alat penerangan menuju sasaran 
tombak dengan serapang. (untuk menombak ikan atau biota lainnya) 
Digunakan malam hari untuk alat menombak ikan atau biota lainnya. 

No. 
1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

Nama Alat Tangkap 
2 

Buwu atau Lukah 

Tempirai 

Lunta 

Suar 

Serapang 



1 )  2 3 

7. 

6. 1 Jaring ( Digunakan di dalam Saku, Bedje, bahkan tidak j ~ m g  di sungai 

I I I 

Tangguk 

8. 

9. 

Penangkapan biota yang ada dalam Saka, nelayan setempat menggunakan 

alat transportmi sejenis perahu sampan yaitu perahu tingkung atau ada juga 

sebagian kecil kelotok kecil (sejenis sampan dengan mesin kecil sebagai 

penggerak). Perahu yang dipergunakan hanya dimuati 2 orang nelayan yang 

biasanya dikendal i i  oleh seorang ibu dibantu satu orang atau dua orang anak 

kandungnya atau kerabat dekatnya yang bekerja mulai dari pukul 04.00 WIB. 

sampai dengan pukul 17.00 WIB. (menghabiskan waktu tidak kurang dari 12 

jam setiap harinya). 

Untuk lebih jelasnya, di samping hgsinya perlu juga diketahui letak 

geografis Saka, sebagian dari posisi Saka serta letak pemukiman penduduk 

masyarakat Turnbang Nusa, sebagaimana digambarkan pada garnbar letak 

geografis berikut: 

besar. 
Di dalam Saka, anak Saka, dan Bedje. 

10. 

Seriwit 

Pancing 

Di pinggiran Saka, anak Saka, Bedje & sungai besar. 

Dimana saja bias, baik di dalam Saku, anak Saka, Bedje, maupun 
sungai besar. 

Kolang Buwu besar khusus sungai Kahayan (terbuat dari nylon dan ataupun 
rotan) 



Gambar 2.1: letak Geografis sebagian Saka di Tumbang Nusa 

Keteranaan: 
1 .  Sungai Kahayan (salah satu dari 10 sungai besar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan 

Selatan). 
2. Konsentrasi pemukirnan dan pusat pemerintahan desa Turnbang Nusa. 
3. Saka Nusa dan Saka Tambok (&a wit Saka dari 157 Saka di Turnbang Nusa) 
4. Anak Saka yang juga berfbngsi untuk area penangkapan ikan. 

B. Keberadaan Sarana Transportasi Darat 

Pada umumnya transportasi darat berkembang sangat pesat sehingga 

berdampak terhadap transportasi sungai. Hal ini juga dirasakan masyarakat 

Tumbang Nusa dan sekitarnya walaupun tidak sepesat daerah-daerah lain. 

Kenyataannya sampai berakhir penelitian ini, sejak tiga tahun terakhir jalan 

setapak yang biasanya dipergunakan masyarakat perkampungan Turnbang Nusa 

untuk menembus keterisoliran menuju Jalan Raya lintas Provinsi Kalimantan 

Tengah dengan Kalimantan Selatan sudah dibangun jembatan damat terbuat 



dari kayu dengan lebar kwang lebih 2 meter dan panjang 2,s Krn. Sejak 3 tahun 

terakhir ini sudah bisa menggunakan kendaraan sepeda motor yang sebelumnya 

hanya bisa ditempuh jalan kaki, yaitu jalan setapak menelusuri sungai kecil yang 

persis berada di dalam perkampungan membentang antara kampung menuju 

Jalan Lintas Provinsi. 

Keberadaan transportasi jalan darat sangat fimgsional untuk menembus dari 

perkampungan nelayan Tumbang Nusa yang terletak di pinggiran sungai 

Kahayan menembus rawa menyambung ke jalan poros jalan lintas provinsi, 

mengarah ke utara lurus menuju ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah 

Palangkaraya dan lurus ke selatan menuju ke Kabupaten Pulang Pisau. Selain 

kendaraan penduduk setempat yang lalu-lalang ke dan dari perkampungan 

Turnbang Nusa banyak juga masyarakat yang datang dari luar Tumbang Nusa, 

para pecandu pemancingan dari berbagai daerah tertentu seperti dari kota Cantik 

Palangkaraya, kota Kuala Kapuas, dan Kota Pulang Pisau terutarna hari-hari 

tertentu (apa lagi menjelang akhir pekan terlebih pada hari minggu) mereka 

berduyun-duyun memasuki perkampungan tersebut menghabiskan waktunya 

untuk rekriasi sambil memancing berbagai ikan di tepian sungai Kahayan. 

Hasil perikanan merupakan penghasilan utama mereka. Adanya jembatan 

darurat sangat membantu mereka untuk memasarkan hasil perikanan dan hasil 

pekerjaan lainnya, maupun membawa barang-barang kebutuhan pokok 

(sembako) dari kota, yang sebelumnya sebatas dengan jalan setapak. 



Kendaraan bermotor roda dua secara berangsur semakin bertambah banyak 

dimiliki oleh warga setempat. Sejak tiga tahun lalu sampai sekarang sudah 

berjumah 93 unit yang sebelum adanya jembatan, sepeda motor menjadi barang 

asing. Dampaknya adalah selain perjalanan bisa ditempuh relatif cepat dan 

ekonomis, yang lebih pokok adalah semakin menarnbah wawasan bagi warga. 

Dengan adanya kendaraan, mereka dengan mudahnya menjelajah beberapa kota 

di kalimantan baik di Kalimantan Tengah sendiri maupun ke Kalimantan 

Selatan, bahkan ada yang ke Kalimantan Timur dengan mudah mereka merantas 

keterisoliran yang dirasakan 

Daerah-daerah yang dikunjungi mereka antara lain; kota Sampit (ibukota 

Kotawaringin Timur), Kasongan, Katingan, kota Pulang Pisau, kota Kapuas, 

Banjarmasin (ibu kota Kalimantan Selatan), Pulau Laut, bahkan ada yang 

sampai ke Balik Papan (ibukota Kalimantan Timur). Agar kemajuan kawasan 

Tumbang Nusa semakin pesat, maka warga berharap pemerintah setempat 

membuat jalan permanent (beraspal) yang bisa dilalui kendaraan beroda empat, 

sehingga percepatan pembangunan juga dinikmati mereka sebagai anak bangsa 

yang sama-sama berhak atas kesejahteraan dan berkeadilan. 

C. Penerangan Listrik 

Letak geografis perkarnpungan nelayan tradisional Tumbang Nusa tidak 

mudah terjangkau penerangan Listrik Negara (PLN). Sampai penelitian ini 

berakhir mereka belum menikrnati penerangan listrik, sehingga sebagian besar 



penduduk masih memakai penerangan lampu tembok, lampu canting, dan lampu 

strongking (sejenis lampu berbahan bakar rninyak tanah yang dibuat secara 

tradisional). 

D. Karakteristik Sosial Budaya dan Hukum 

Warga perkampungan Tumbang Nusa adalah penghuni setia pinggiran 

sungai. Dengan kebanyakan sebagai pekerja nelayan, mereka secara turun- 

t e m w  menghuni pinggiran sungai Kahayan Kabupaten Pulang Pisau 

Kalimantan Tengah. 

Pimpinan tertinggi di Turnbang Nusa adalah Kepala Desa. Kepala Desa 

dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat dan pada saat penelitian 

berlangsung, sebagai kepala desanya adalah Gumerhat S. Liwin (4 1 th). Kepala 

Desa di samping tugas lain, ia bertugas juga membina hak-hak hulcum 

tradisional di Tumbang Nusa. Di Tumbang Nusa ada beberapa budaya hulcum 

selain penguasaan dm pemilikan Saka yang menjadi substansi penelitian 

penulis, antara lain; budaya kerja keras para perempuan nelayan Saka, 

keterlibatan pemuka pendapat (para tokoh atau pemuka masyarakat dalam 

menjelaskan atau menyampaikan pendapat tentang Hp2S) dalam menangani 

kasus-kasus hukum dan dukungannya terhadap Hp2S, budaya pemberian nama 



Saka, serta adat secara turun temurun melaksanakan acara selarnatan Tulak BaIa 

atau Memapas ~ e w u .  122 

1. Budaya Hukum Pemilikan Saka dan Masyarakatnya 

Masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah ini sangatlah 

mempunyai ketergantungan kepada penguasaan dan pemilikan dari sejumlah 

Saka yang (berjumlah tidak h a n g  dari 157 unit Saka) bermuara ke sungai 

Kahayan. Sistem hukum penguasaan clan pemilikan Saka diatur oleh masyarakat 

setempat sejak sebelum kemerdekaan RI sebagaimana diungkapkan tokoh 

masyarakat antara lain bernama Dengok (54 th) ia adalah termasuk nelayan Saka 

senior di Tumbang Nusa, menyatakan: 

Sebelum kemerdekaan sudah ada Saka ini aturan kami di sini diakui serta 
dihormati masyarakat kami di sini. ... dan Saka sulit dijual-belikan, 
kurena surat-surat Saka atawa yang tidak pakai surat dengan pengakuan 
saja tentang kepemilikan Saka ini adalah secara "serumpun dalam 
sekeluargaan ". ... maksudnya kulau mau jual harus melalui perundingan 
seluruh rumpun kelurga terkait. 

Masyarakat setempat mempunyai kesepakatan secara kolektif tentang 

pengaturan nelayan, khususnya peraturan pengelolaan Saka sebagai tempat 

utama pencarian atau penangkapan ikan yaitu penguasaan dan kepemilikan Saka 

(Hp2S). Didorong naluri yang kuat secara turun-temurun sebagai pe'iwakan 

'" Memapas Lewu adalah suatu acara yang diperuntukkan menolak bala bencana atau mara- 
bahaya yang sedang terjadi, atau sebagai langkah antisipasi kalau suatu waktu bisa terjadi, 
kemudian juga sebgai sarana untuk memohon do'a kepada sang pencipta alam semesta Allah 
SWT agar dimurabkan rizqi atau dilepaskan dari kesulitan perekonomian bagi masyarakat 
karnpung tersebut. 



(pekerja ikan) spesial Saka, maka nelayan setempat secara bersama-sama saling 

menjaga dengan saling menghormati masing-masing hak-hak tradisional mereka 

antara satu dengan yang lainnya. Sampai berakhirnya penelitian ini peraturan 

tertulis maupun tidak tertulis menyangkut hak-hak tradisional yang disepakati 

mereka masih fungsional di samping juga berdarnpak terhadap kepastian dan 

keadilan menurut ukuran serta konsep mereka. 

Konsep hukum, kalau hanya berkutat sebatas pada unsur kepastian, 

kemanfaatan, dan keadilan, nampaknya tidak sepenuhnya diterima oleh 

masyarakat setempat. Di samping kepastian, kernanfaatan berdarnpak juga 

terhadap kesejahteraan, dan keadilan, rnaka berdasarkan temuan di kawasan 

tersebut senyatanya ada kekuatan nilai-nilai "budaya dan moralitas" dengan 

penuh keyakinan dan kesadaran mereka. Kenyataan mereka hidup pada zarnan 

modern, namun budaya hukurn yang mengatur tentang penguasaan dan 

pemilikan Saka masih tradisional serta fungsional. Surat-surat pemilikan Saka 

ada yang dibuat sejak 60-an tahun yang lalu serta rnasih dibuat dengan tulis 

tangan asli dan sebagian lagi kertas-kertas swat pemilikan ada yang dimakan 

rayap, karena perawatan tidak profesional 

2. Kerja Keras Perempuan sebagai Peran Utama Pekerja Nelayan Saka 

Pekerja keras para perempuan nelayan yang mengandalkan penguasaan 

clan pemilikan Saka di perkampungan Turnbang Nusa bisa dilihat sehari-hari. 

Mereka terbiasa secara turun-temurun mempunyai kualitas semangat yang tinggi 



dalam me 'iwak (kerja nelayan). Peran utama sebagai pencari ikan di daerah lain 

adalah dilakukan para lelaki, namun di perkampungan Turnbang Nusa ini 

dilakukan perempuan. Mereka terbiasa menghadapi rintangan dan tantangan 

baik panas maupun hujan di tengah-tengah sungai dengan ancaman bahaya yang 

sewalctu-waktu bisa saja merenggut nyawanya. Hal ini dilakukan sebagai 

konsekuewensi suatu peke rjaan me 'iwak. Bahaya dari pekerjaan berupa buaya, 

ular berbisa, dan yang lainnya seperti babi, kera, beayawak, bahkan tidak 

menutup kemungkinan adanya Orang Hutan atau Beruang dan yang lainnya. 

Pekerja keras perempuan Saka adalah terbentuk oleh suatu proses konteks 

(bukan bebas konteks) budaya kerja perempuan nelayan secara turun-temurun 

memfimgsikan keberadaan unit Saka sebagai tempat penangkapan biota ikan. 

Sebagai pendukungnya, adanya sikap suami mereka yang kooperatif penuh 

pengertian secara penuh hormat menjaga kelangsungan istrinya sebagai pekerja 

me 'iwak untuk mendukung perekonomian keluarganya. Shulamit Reinharz 

memahami perempuan dalam konteks, menyatakan: 

Etnografer ferninis berupaya menafsirkan perilaku perempuan sebagai 
dibentuk oleh konteks sosial ketimbang sebagai bebas konteks atau berakar 
pada anatomi, kepribadian, atau kelas sosial. Kutipan lain dari studi Irene 
Dabrowski terhadap perempuan kelas peke rja menggambarkan pentingnya 
konteks. ... 123 

Mereka tetap memegang teguh prinsip dan keyakinan bahwa "kalau mau 

bekerja pastilah Allah SWT. memberikan rezqi-Nya" yang penting hidup harus 

'23 Lihat Shulamit Reinharz dalam bukunya berjudul Feminist Methods in Social Research 
(Merode-Metode Feminis dalam Penelirian), Jakarta, Women Research Institute, (2005), hlm.69. 



kerja keras karena semakin kerasnya bekerja, maka semakin memuaskan 

hasilnya. Sabian Utsman dalarn bukunya Dasar-dasar Sosiologi Hukum, 

menyatakan: 

... maka repleksi syukur kepada Allah Swt juga mempunyai makna bahwa 
kontrak sosial itu termasuk aktivitas sehari-hari ... mempunyai demensi 
taqwa yang bukan hanya mu'amalah tetapi juga bermakna ibadah (bukan 
hanya solidaritas sosial ekonomi semata, tetapi solidaritas ekonomi yang 
bernilai ibadah) sehingga semakin giat dan teratur dalarn bekerja 
(pengemban amanah Allah Swt), maka semakin besar kenha tan  yang 
diperoleh sesuai janji Allah Swt kepada ha~nba-Nya.'~~ 

Di sisi lain, doktrin Calvinisme dalarn Usman menyatakan; 

melaksanakan kewajiban dengan kerja keras adalah jalan untuk membangun 
dan memperoleh kepercayaan diri, menghilangkan kebirnbangan dan 
memberi pengertian pada rasa syukur. Itulah sebabnya dalam doktrin 
Calvinisme kerja tidak diletakkan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, 
tetapi sebagai suatu tugas suci. Sikap hidup keagamaan yang dikehendaki 
oleh doktrin Calvinisme adalah innerwordly osceticien, yaitu intenspikasi 
pengabdian agarna yang dijalankan dalarn kegairahan kerja lZ5 

Pekerjaan pe-iwakan pada nelayan Turnbang Nusa, di samping bekerjanya 

ulet, terstruktur, dan juga telaten , serta secara sistematis yaitu apabila mereka 

memulai pekerjaan, maka dari proses awal sarnpai kepada selesai pekerjaan 

selalu tertata rapi. Sebagai misal, sejak pagi buta mereka sudah memulai 

menyiapkan perahu tingkung atau alkon seperti memeriksa dayung, galah (bagi 

alkon memeriksa mesin perahunya, termasuk menyediakan bahan bakar minyak 

dan pelumas). Hal yang terpenting, menyiapkan peralatan yang berkaitan 

124 lihat Sabian Utsman, Op. Cit., (2009), hlm. 16 1. 
125 Ibid 



dengan penangkapan ikan, seperti: pukat, tempirai, lukuh, lunta, tangguk dan 

lain-lainnya yang akan dipakai berangkat me-iwak ke dalam Saku. 

Mereka datang me-iwak, setelah membereskan hasil tangkapannya, maka 

perahu tingkung atau sejenisnya dengan segala peralatan penangkapan ikan atau 

biota lainnya tersebut disiapkan kembali untuk keperluan hari berikutnya 

sehingga segala sesuatunya selalu dalam keadaan siap pakai ketika memulai 

pada satuan kerja berikutnya. 

Perempuan yang berperan sebagai pelaku utarna dalam mencari ikan-ikan 

atau biota non ikan di dalam Saku yang bertebaran tidak kurang 157 unit Saku 

khususnya di Tumbang Nusa. Mereka masih sempat masak-memasak untuk 

kelurga dan mengikuti kegiatan seperti: arisan, yasinan, dan selawatan. 

Satuan kerja masyarakat pe'iwakan (kerja nelayan) yang kebanyakan 

perempuan terhimpun dalam kelompok nelayan di bawah naungan koperasi 

(KUD Bersama) yang seharusnya mengelola kepentingan rnasyarakat nelayan. 

Masyarakat nelayan setempat pada umumnya belum merasa ada manfaatnya 

atas keberadaan koperasi tersebut terhadap pe 'iwakun karena segala kebutuhan 

yang diinginkan para nelayan selalu diusahakan oleh mereka sendiri yang 

kadang juga berhubungan dengan penampungan (orang-orang yang menjadi 

langganan pembeli hasil tangkapan mereka). 



3. Keterlibatan Pemuka ~endapat'" dalam Menangani Kasus-kasus 
Tindakan Hukum dan Dukungan terhadap Hp2~12' 

Kelompok nelayan tradisional Saka di Desa Tumbang . . Nusa Kalimantan 

Tengah ini susunan organisasi pemerintahannya relatif sama dengan daerah- 

daerah lainnya di Indonesia, walaupun tidak menghilangkan penyebutan istilah 

"kampung" sebagai sebutan komunitasnya. Hal ini dikarenakan adanya 

penyeragaman sesuai dengan hukum ketatanegaraan dan struktur pemerintahan 

desa yang memang sejak dulu di berlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan - 

perundang-undangan . . (Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1979) di Indonesia. 

Perkampungan nelayan di Tumbang Nusa mempunyai tokoh cosmopolitan 

maupun tokoh lokal yang posisinya tennasuk sebagai tokoh pemuka pendapat. 

Tokoh masyarakat tersebut memperoleh kepercayaan dari warganya untuk 

mengolah kegiatan-kegiatan ritual dan kegiatan-kegiatan informal lainnya 

terutama penyelesaian kasus-kasus hukum secara non-litigasi. Mereka mampu 

mendamaikan dan mengelola beberapa kasus hukurn yang terjadi di masyarakat. 

Ucapan dan petunjuk-petun.uk yang diberikan mempunyai daya dan pengaruh 

yang mampu meyakinkan secara suka rela dan senang hati melaksanakan apa 

lZ6 Pemuka Kampung atau tetuha kampung atau tokoh masyarakat nelayan Saka Turnbang 
Nusa kerap dimintai pendapat oleh masyarakat nelayan Saka setempat. 

12' Pentingnya tokoh pemuka pendapat ini dikemukakan dalam bahasan pada konteks 
keberadaan Hp2S ini mengingat mereka juga berperan baik langsung maupun tidak langsung 
dalam menjaga keberadaan Hp2S sejak puluhan tahun silam. Hal ini juga terkait dengan tokoh 
pemuka pendapat diantaranya adalah bagian dari keluarga pemilik Saka secara turun-temurun. 



yang menjadi fatwa-nya. Hal sernacam ini sering terjadi di lingkup keluarga 

masing-masing dalam kelompok keluarga pemilikan Saka. 

Para tokoh rnasyarakat baik tokoh cosmopolitan maupun tokoh lokal 

terhadap Hp2S di Tumbang Nusa, mereka mendukung kebudayaan dan hak-hak 

hukum tradisional yang masih hidup terpelihara sampai sekarang khususnya hak 

penguasaan dan pemilikan Saka (tertulis maupun tidak tertulis). Budaya Hp2S 

tersebut secara turun-temurun tetap fiqsional dan potensial menjaga 

keteraturan serta kearifan HMNS di Tumbang Nusa. 

Khalayak yang ada dalam proses bermasyarakat di Tumbang Nusa 

cenderung ke arah homoginitas kelompok, yang terdiri lagi beberapa satuan 

kelompok keluarga. Penduduk Tumbang Nusa yang berjurnlah 1002 jiwa relatif 

mempunyai satu struktur kebudayaan berasal dari kebudayaan asli ~ a ~ a k ' ~ ' ,  

yang sudah di modifikasi sesuai kondisi yang . . berkembang. . . 

Dari berbagai kelompok yang ada, baik kelompok pengajian, kelompok 

Tani Nelayan, dan sosial, maupun masyarakat yang tidak mempunyai kelompok 

tertentu, terbangunlah . . komposisi sederhana yang . . di setiap kelompok itu ada 

yang berposisi sebagai pimpinan dan sekretaris, baik yang melalui pemilihan 

secara resmi maupun hanya melalui pengakuan secara informal serta ada pula 

yang berfungsi sebagai pembantu ketua atau selebihnya sebagai anggota. . . Secara 

12' Dipastikan demikian karena setiap pengakuan warga setempat sepanjang penggalian data 
di Iokasi penelitian, mereka semuanya tanpa kecuali adalah asli suku Dayak. 



baku menurut Kusuadi, persyaratan kelompok sosial itu paling tidak ada 8 

pengertian: 

1. Terdiri minimal dua orang atau lebih 
2. Ada interaksi antar anggota (saling ketergantungan, walaupun pada level 

yang sangat lemah) 
3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama seperti: nasib, kepentingan, 

ideologi, tujuan, dm lain-lain(merupakan kehidupan bersama) 
4. Setiap anggota merasa menjadi bagian kelompok 
5. Adakarma 
6. Ada struktur (pembagian peran) 
7. Tidak sekadar penjumlahan orang 
8. Tidak ~ernentara'~~ 

Kusnadi berpendapat, bahwa istilah kelompok mempunyai arti yang khusus, 

yaitu kelompok yang menempatkan kumpulan orang yang di antaranya 

mempunyai hubungan (interaksi), yang berakibat menimbulkan perasaan 

kebersamaan antara mereka. 130 

a. Kelompok Tokoh Pemuka Pendapat 

Dalam komunitas masyarakat nelayan Turnbang Nusa ditemukan dua tokoh 

pemuka pendapat, yaitu tokoh kosmopolitan dan tokoh lokal. Wright dalam 

Rahkmat, menyatakan: 

.. . Tokoh lokal dan tokoh kosmopolitan juga berbeda dalam perilaku 
komunikasi mereka. Kedua corak tokoh ini, sudah tentu, telah menggunakan 
media massa di masyarakat. Meskipun begitu, mereka berbeda dalam cita- 
rasa komunikasi mereka dan dalam penggunaan materi komunikasi. 
Perhatikan, misalnya, pola-pola mereka dalam membaca rnajalah. Kedua 
corak tokofi ini membaca rnajalah lebih banyak dari pada yang clilakukan 
oleh rata-rata warga lainnya. Tetapi tokoh kosmopolitan adalah pembaca 

Lihat Kusnadi dalam Sabian Utsman (koreksi terhadap Kepres No.39 tahun 1980), Op. 
Cit., (2007), hlm.85. 

130 Sabian Utsman, Op. Cit. (2007).. 



yang lebih berat, khususnya majalah-majalah berita. Merton menjelaskan 
perbedaan ini dengan melihat fungsi majalah yang berlaku bagi setiap corak 
tokoh ini. Bagi tokoh kosmopolitan, majalah umumnya, dan majalah berita 
khususnya, adalah rantai penghubung yang penting dengan dunia luar, 
memberikan informasi yang membantu untuk mengurangi "perasaan isolasi 
budaya" mereka, serta memungkinkan mereka untuk memelihara 
kepemimpinan mereka atas topik-topik yang non lokal. . . . 

... tokoh lokal nampaknya bersifat polirnorphis, yaitu, hubungan- 
hubungan mereka di kota (di mana mereka menyebarkan pengaruhnya) 
meliputi berbagai bidang, dan mereka dapat memberikan penganrh daiam 
berbagai bidang kehidupan, di lain pihak, Merton mengatakan, pengaruh 
tokoh kosmopolitan ada1a.h Iebih cenderung monomorphis; yaitu, 
pengaruhnya terbatas pada bidang dirnana mereka dianggap sebagai seorang 
ahli politik-politik nasional atau intemasional, mode, bisnis dunia, atau 
m ~ a l a h  lainnya, , , , 131 

Tokoh lokal dan tokoh kosmopolitan tersebut, dari hai l  penelitian ini, di 

Tumbang Nusa justru terdapat tiga tokoh pemuka pendapat, yaitu tokoh lokal 

pemuka pendapat tertutup, tokoh lokal pemuka pendapat terbuka, dan tokoh 

pemuka pendapat kosmopolitan. Kaddernya mirip dengan apa yang pernah 

penulis teliti pa& masyarakat nelayan tradisional daerah pesisir Kecamatan 

Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (2003). Ketiga tokoh 

pemuka pendapat pada masyarakat nelayan yang memanfaatkan dari penguasaan 

dan pemilikan Saka sebagai tempat penangkapan ikan, dapat diuraikan sebagai 

I ) .  Kelompok Tokoh Pemuka Pendapat Lokal 

Sebagai mana di pesisir Kumai, di perkampungan nelayan Tumbang Nusa 

terdapat juga dua kelompok perilaku dalam menyikapi dan mengomunikasikan 

13' Lihat Rakhmat (1985) dalam Sabian Utsman, Ibid(2007). hlm. 87 



pesan-pesan, proses-proses, peristiwa-peristiwa, dan atau kejadian-kejadian, 

termasuk pemberitaan sehari-hari. 

(a). Kelompok tokoh lokal yang tertutup, tidak diterpa (mereka tidak atau 

belum mendapatkan) inforrnasi tentang peratwan perundang-undangan . . 

baik melalui media masa, maupun dengan cara-cara lain secara 

langsung. Hal ini karena yang bersangkutan tidak terlalu tersentuh 

informasi peraturan perundang-undangan walaupun sebenarnya secara 

tidak langsung dan tanpa disadari mereka berkomunikasi secara 

personal (personal communication) dan kemudian 

dikomunikasikannya kepada warga yang biasa berkomunikasi 

dengannya. 

(b). Kelompok-kelompok tokoh lokal yang terbuka, di dalam komunitas 

nelayan pada perkampungan kecil dengan luas 154~.rn, dan 

penduduknya hanya bejumlah 1002 jiwa mudah bagi penulis sebagai 

peneliti untuk mengetahui karakteristik kelompok pemuka pendapat 

khususnya dalam proses komunikasinya, baik komunikannya maupun 

komunikatornya. Kriteria corak kelompok ini adalah: 

Tidak terlalu jarang bersentuhan terhadap media komunikasi 
(walau juga masih minim) 
Mereka sebelum berkeluarga (sebelum me*) rata-rata 
berpengalaman sebagai perantau (pernah berdomisili di luar 
desanya, bahkan sampai di luar Kalimantan) 

(3) Orientasi mereka untuk daerah cukup tinggi 
(4) Rata-rata mereka bisa membaca dan menulis latin dan sebagian 

kecil bisa membaca bahasa Arab dan Inggris 



(5) Mereka lebih terbuka berkomunikasi kepada siapa dan darimana 
~ a j a . ' ~ ~  

2). Kelompok Tokoh Pemuka Pendapat Kosmopolitan 

Fungsi pemuka pendapat di masyarakat nelayan Saka 133 salah satunya 

menjadi perantara atau memberi penjelasan (walau dengan penjelasan yang 

sangat . . sederhana) kepada warga nelayan di perkampungan setempat. Penjelasan 

pemuka pendapat tentang ketentuan Hp2S di Turnbang Nusa dm atau peraturan 

perundang-undangan serta b e h g s i  juga menjadi perantara antara media massa 

dengan . . warga setempat, paling tidak dengan kelompoknya sendiri. 

Tokoh kosmopolitan juga memposisikan fimgsinya untuk menjembatani, 

menginterpretasi dan memaknai pesan-pesan serta semangat hukum yang 

diinformasikan baik melewati informan, media massa, maupun ketentuan tertulis 

132 Kriteria ini ditulis penulis bersumber dari hasil sejumlah penjelasan tokoh masyarakat 
clan pengamatan langsung k e t h  pemlis berada di lokasi penelitian sepmjang waktll penelitian 
berlangsung (2009-2010), terlebih disaat menggali informasi keberadaan Hp2S terkait dengan 
peraturan perundang-undangan ymg berlaku, maka potensi diri atau ragam pengetahuan khusus 
dalam peraturan perundang-undangan serta keterampilan berkomunikasi informan itulah sebagai 
dasar pemilahan tokoh dan kriteria para pemuka pendapat. Dalam mengidentifikasi pengalaman 
dan pedalanan atau riwayat hidup para informan yang termasuk pemuka pendapat dimaksudkan 
cukup dengan mengamatinya dan mewancarai langsung yang bersangkutan (rnisaI tokoh pemuka 
pendapat lokal bemama Yansa, ia begitu lancar dan sangat terampil berkomunikasi kepada 
penulis ketika sedang melakukan penelitian clan sesama masyarakat setempat dalam 
menyampaikan pesan-pesan khususnya tentang pembangunan hukum walaupun pengalamannya 
terbatas). 

'33 Yang paling dominan berperan sebagai tokoh pemuka pendapat kosmopolitan sekaligus 
sebagai pusat dan sumber informasi penggalian data Hp2S adalah tokoh tertinggi masyarakat 
Tumbang Nusa yang sekaligus kepala desa setempat yaitu Gumerbat S. Liwk yang bogitg 
terampil dan bijaknya dalam menyampaikan ide dan pesan-pesan kepada penulis sebagai peneliti 
terlebih kepada warganya. Demikian halnya anak muda bernama Hermansyah sebagai tokoh 
kosmopolitan, ia adalah seorang sarjana (Sl) yang sangat terarnpil berkomunikasi dan beberapa 
kali bepergian ke kota-kota besar di Indonesia dan menguasai bahasa inggris, ia juga Kepala 
Urusan Kepemerintahan Desa Tumbang Nusa. Banyak nama lain di antaranya Budi (salah satu 
dari aparat pemerintahan) yang juga tidak jauh berbeda dengan Hermansyah. 



dan tidak tertulis kepada warga perkampungan nelayan tradisional Saka 

setempat. Menjadi sangat strategis atas keberadaan tokoh kosmopolitan sebagai 

agensi yang secara tidak langsung dan atau langsung mengubah (walau 

penibahan yang sangat lambat) paradigma warga khalayaknya terutama tentang . . 

paradigma terhadap dunia komunikasi kaitan penelitian Hp2S di Tumbang Nusa. 

Hal ini sangat membantu mengurangi, perasaan isolasi budaya dan hukurn. 

Isolasi tersebut pula menyebabkan ketertinggalan dari berbagai pembangunan 

kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang mempunyai sarana 

komunikasi, transportasi, infrastnktw, dan struktur yang relatif baik. 

Tokoh kosmopolitan cenderung idealis sehingga terhadap warga khalayak 

relatif banyak dan lebii besar pengaruhnya kalau dibanding tokoh-tokoh lain 

(kedua kelompok tokoh lokal). Ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

tokoh-tokoh lain antara lain perbendaharaan ilrnu pengetahuan yang . . .  

diperolehnya baik dengan cara mengikuti pendidikan formal, non formal, atau 

dengan cara-cara lain seperti mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan 

pemerintah daerah serta seringnya bepergian ke beberapa kota besar di luar 

daerah setempat. Wawasan pemikiran mereka lebih luas kalau dibandingkan 

dengan tokoh lokal yang hanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman 

terbatas. Untuk perbandingan . .  dari ketiga . . tokoh tersebut dapat dilihat kriteria 

tokoh pemuka pendapat khalayak nelayan pedalaman Tumbang Nusa 

Kalimantan Tengah, sebagaimana tabel berikut. 



Kriteria Tokoh Pemuka Pendapat Khalayak Nelayan Pedalaman 
Tumbang Nusa Kalimanatan Tengah 

Informasi tentang perkembangan ketentuan hukum kaitannya Hp2S yang 

sampai pada khalayak khususnya pada penelitian HMNS di Tumbang Nusa ini, 

senyatanya terjadi arus umpan balik serta terlihat perilaku yang terkena 

pengaruh atau sasaran dari terpaan inforrnasi tentang Hp2S. Adanya faktor 

budaya hukurn pengusaan dan hukum pernilikan Saka yang hidup di masyarakat 

Tumbang Nusa dan adanya tingkat bawah sadar manusia dengan karakteristik 

secara biologis bisa membimbing proses inforrnasi sosiologis khalayak 



khususnya terkait Hp2S sehingga . . mengarah kepada tujuannya. Johnson 

menyatakan: 

Inforrnasi yang dibutuhkan individu untuk menyesuaikan dirinya 
dengan lingkungan dan berhubungan satu sama lainnya di terima dalam 
thgkat kesadaran melalui noma budaya dm dalam tingkat bawah sadas 
melalui hukum-hukum genitik. Dalam kerangka umum yang dibentuk oleh 
kecenderungan-kecenderungan yang dipengaruhi secara genetik dan 
karakteristik-karakteristik biologis, inforrnasi khusus yang perlu untuk 
membimbing tindakan individu diperoleh dari lingkungan eksternal 
materiil dan sosid, dan dari keadaan internal individu atau sistem sosid. 
Kemampuan untuk menangkap keadaan internal dan menyesuaikan 
perilaku menurutnya, penting untuk perilaku yang direncanakan atau yang 
&-ira..kan ketujuannya. 134 

Sosiologis masyarakat nelayan Saka di Tumbang Nusa khususnya perilaku 

atau sikap pemuka pendapat dalam kekompakan untuk merestui atau sepakat 

sepakat atas ketentuan-ketentuan Hp2S. Ketentuan tersebut sebagai dasar atas 

melakukan clan atau tidak melakukan tindakan hukum (Hp2S) yang hidup dm 

berkembang secara ajegtif di masyarakat Turnbang Nusa secara turun-temurun 

bahkan sejak sebelum lahirnya kemerdekaan RI. Ketiga . . tokoh pemuka pendapat 

mempunyai kriteria dan atau karakteristik berbeda, namun mereka selalu 

kompak dalarn menyikapi atas hak-hak hukurn tradisional Hp2S yang hidup di 

perkampungan nelayan tersebut. 

'34 Lihat Doyle Paul Johnson, Op. Cit., (1 990). Hlm.243 



4. Karakteristik Budaya Kepemimpinan, Stok Pangan, . .  . dan Prestise 

Pemimpin informal juga terdapat di Tumang Nusa yaitu Damang dan Ustaz, 

sebagaimana . . juga daerah-daerah lain di Indonesia, rnisalkan para Datok di 

Padang Sumatra Barat, Kyai di Jawa Tuan Guru di masyarakat Kalimantan 

Selatan Sasak di Lombok. Masyarakat Turnbang Nusa, dalarn satuan pengaruh 

yang bertingkat-tingkat dan atau berjenjang sesuai birokrasinya hanyalah 

terkondisi di lingkungan birokrasi pemerintahan yang dipirnpin Kepala Desa 

sekaligus sebagai tokoh tertinggi masyarakat setempat. Keberadaan Damang 

dan Ustaz senyatanya tidak terlalu berpengaruh dalam Hp2S, walaupun secara 

keseluruhan mereka secara turun-temurun asli suku Dayak dan mayoritas 

menganut agama  slam'^^. Di kalangan masyarakat Tumbang Nusa tidak ada 

ketergantungan . . kepada kondisi otoritas seseorang tokoh sentral sebagaimana 

dengan seorang Kyai, Damang, Ustaz, Sasak, Datok, atau Tuan Guru, walau 

mereka menghormati tokoh-tokoh masyarakat seperti Damang dan Ustaz yang 

ada di desa tersebut, namun mereka tidak ada ketergantungan . . kepadanya, dan 

mereka hanya tunduk dan patuh kepada hukum yang disepakati mereka 

khususnya Hp2S. 

Kehidupan rnasyarakat nelayan di Tumbang Nusa khususnya pelaksanaan 

Hp2S, mereka tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sentral 

135 Khusus diperkampungan Tumbang Nusa yang berpenduduk 1002 jiwa, dari 249 Kepala 
Keluarga, sebanyak 241 Kepala Keluarga yang beragama Islam, selebihnya 1 Kepala Keluarga 
beragama Kaharingan, dan 7 Kepala Keluarga beragama Kristen. 



sperti Damang . , dan Ustaz. Hal ini dikarenakan sebagai iklim kekeluargaan dan 

sanak saudara tunggal darah'36 yang mendominasi mempengaruhi dalam 

melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum terkait Hp2S di tingkat 

masing-masing kelompok keluarga pemilik Saka. Mereka pada umumnya masih 

mempunyai pertalian keluarga (kinship) atau hubungan kekerabatan antara yang 

satu dengan yang lainnya. 

Satuan keluarga . . terkecil adalah keluarga . . rumah tangga. . . Di perkampungan 

nelayan di Tumbang Nusa keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan Polak tentang Nuclear Family (keluarga inti) 

dalam Khairuddin dalam Su'adah, dikatakan: 

... Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang 
belum dewasa atau belum kawin sedangkan keluarga besar adalah suatu 
keluarga yan meliputi keluarga yang lebih luas dari pada hanya ayah, ibu, 
dan anak. ... I Pi 

Satuan keluarga menjamin hubungan kekeluargaan dengan akrab yang 

menginduk . . kepada nenek atau kakek baik secara vertikal maupun horizontal. 

Garis keturunan berdasarkan garis ayah dan ibu (jarental) dalam masyarakat 

Tumbang Nusa yang biasa disebut bubuhan. 

13' Bandingkan Su'adah dalam tulisannya Sosiologi Keluarga, Malang: UMM, 2002, 
hlm.111. lebih jauh dikatakannya bahwa ada dua macam tipe keluarga yang utama, yaitu: 
Keluarga inti atau kecil yang terdiri dari seorang ayah dan ibu serta anak-anak, ini sangat 
populer di negara-negara maju. Keluarga besar terdiri dari paman, sepupu, kakek, nenek, clan 
biasanya tiga generasi dalarn satu atap dan biasanya ada di negara-negara terbelakang, ada juga 
kelompok-kelompok keluarga yang biasanya disebut "kinship " (pertalian keluarga) "clan " 
(suku/marga), "lineage " (garis keturunan) 
'37 Su7adah, Ibid, (2002), hlm. 112 



Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan secara material, 

masyarakat Tumbang Nusa bertumpu pada persediaan sumber makanan pokok 

yaitu beras. Setiap penghasilan dari tangkapan ikan dan tambahan hasil yang 

lainnya selalu mengutamakan . . untuk pembelian berm dalam jumlah yang . . besar 

(untuk cadangan relatif dalarn waktu yang lama ke depan) dan selebihnya untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan keluarga, pernbelian peralatan 

perikanan, kebutuhan sosial (arisan, pengajian, . . .  . dan kebutuhan lain terkait sosial 

kernasyamkitan). 

Pentingnya stok untuk kebutuhm pokok, smgat beralstsm karma let& 

geografis perkampungan tersebut termasuk daerah terisolir yang sudah puluhan . . - .  . . 

tahun terbiasa hidup jauh dengan akses perkotaan. Beberapa tahun terakhir 

sudah dibikin jembatan d m a t  ymg terbuat dwi kayu lebar seldtar 2 meter dm 

panjang 2800 meter. Keadaan itu belum memadai untuk sarana pengembangan 

sebuah pembangunan perikanan untuk menjadikan kawasan tani nelayan Saka 

(sdcarang ini barulah dikatzkan nelaym Saw sebgai wjud  citacita mtuk 

kemakrnuran dan keadilan sosial bagi masyarakat nelayan Saka Tumbang Nusa 

Kalimantan Tengah. 

Sebagai rnasyarakat nelaym yang mengmdakan dm menggantungkan 

untuk bertahan hidup kepada keberadaan Saka, perolehan peralatan pe 'iwakan 

(peralatan perikanan) seperti jaring, tempirai, buwu, tangguk dan lain-lainya, 



tidak jarang . . dilakukan dengan . . cara berhutang . . kepada tangkulak. . . Hasil 

perikanan biasanya hams dijual kepada pedagang yang memberi hutang. 

Saka pada u m m y a  dikuasai atau dimiliki penduduk asli setempat. Masing- 

masing . . satuan kelompok keluarga mempunyai satu Saka atau beberapa Saku 

dalam satu satuan pemilikan yang sudah dimiliki secara turun-temunm. Dalam 

keberadaan hukum pembuktian pemilikan Saka sangat kuat, sejurnlah Saka 

tersebut di samping . . adanya pengakuan oleh semua masyarakat setempat, bahkan 

terdapat surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa (di Tumbang Nusa, 

Kepala Desa sering juga di sebut "Kepala Kampung" oleh masyarakat setempat) 

sebagai bukti pemilikan yang syah menurut masyarakat setempat. Dengan aturan 

hukum tradisional yang hidup secara ajegtif sebagai hak-hak tradisional mereka, 

terlindungi sejak puluhan tahun silam sampai saat sekarang ini. 

Kepemilikan perahu sebagai sarana operasional pe 'iwakan, perahu tingkung . .  . .  

atau kelotok kecil dengan segala perangkat pe 'iwakannya seperti tempirai, 

bwu,  lunta, jaring dan lainnya untuk alat penangkapan ikan di dalam Saka 

adalah penting artinya sebagai . . .  gambaran kesuksesan usaha nelayannya. Di sisi 

lain, kemampuan menunaikan ibadah haji juga termasuk kesuksesan tersendiri 

dalam ukuran masyarakat di Tumbang Nusa, sehingga tidak jarang di antara 

mereka bercita-cita melaksanakn ibadah haji menunaikan rukun Islam yang 

kelirna sebagai perintah agama Islam. 



Prestise seseorang di perkampungan nelayan Saka Turnbang Nusa bukanlah 

satu-satunya yang memiliki sarana pe 'iwakan yang lengkap atau sudah bergelar 

"haji", namun nilai "keintelektualanya" juga mengangkat derajat di autara 

mereka baik bidang agama maupun bidang urnurn. 

5. Pemberian Nama sebagai Identitas Pemilikan Saka 

Dalam hukum pembuktian diperlukan identitas pemilikan Saku. Dalam 

setiap pemilikan Saka, kecuali bentuk dan letak geografisnya sebagai identitas 

utama, tidaklah sarna antara Saka satu dengan Saka yang lainnya dan tidak 

pernah terjadi kekeliruan atau tertukar antara kepemilikan saku yang satu 

dengan yang lainnya. Pada 157 unit Saka hanya 32 unit yang mempunyai nama 

khusus. Dari 32 unit Saka masing-masing mempunyai sejarah tersendiri 

sehingga mempunyai nama tertentu. Sebagai contoh Saku yang mempunyai 

nama khusus, yaitu: Saka Paloh dan Saku Tambok. 

a). Saka Paloh; 

Menurut beberapa sumber para pimpinan atau tokoh masyarakat nelayan 

Saka setempat, pada awal penggarapan atau pembersihan atau pemeliharaan 

Saka dengan etos kerja tinggi oleh sang pemiliknya. Karena ia bekerja untuk 

Saka-nya selalu mengeluarkan keringat yang banyak di selwuh tubuhnya, 

sehingga yang bersangkutan kesulitan atau tidak senang memakai baju pada 

sa'at bekerja sehari-harinya (dalam bahasa setempat biasa dikatakan selalu 



"Mandi Paloh " yang artinya selalu mandi keringat) sehingga Saka tersebut 

oleh pemiliknya dan masyarakat setempat dinarnai "Saka PaIoh ". 

b). Saka Tambok; 

Pada awal penemuan dan perawatan Saka Tambok dilakukan oleh seorang . . 

yang tidak berpendidikan, mempunyai kemampuan berpikir sangat terbatas. 

Keterbelakangan cara berpikirnya tidak membuat pemilik Saka lemah 

semangatnya . .  . untuk menuntaskan pekerjaannya. Sehari-harinya ia selalu 

berada di dalarn Saka untuk mengerjakan pekerjaan Saka yang dimilikinya. 

Ia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan bagus, sekali walaupun ia 

tidak seperti orang . . kebanyakan yang ada di kampung . . Tumbang Nusa. Dalam 

bahasa rnereka seternpat, orang yang sangat bodoh itu disebut "Tambok". 

Saka yang dikerjakan si pemiliknya itu dinarnai "Saka Tambok" baik oleh 

pemiliknya sendiri maupun oleh masyarakat setempat. 

Pembuktian diperlukan ketika ada konflik atau persengketaan ketika ada 

perkara di pengadilan (proses yang dilakukan lembaga peradilan negara) atau 

ketika adanya perselisihan dalam suatu kepemilikan sesuatu barang. . .  Dalam 

pemilikan Saka, kalau tidak ada penyangkalau sesuatu pemilikan, maka 

pemilikan Saka dimaksud tidak perlu upaya untuk membuktikannya bahwa Saka 

itu adalah milik yang bersangkutan. Sejak keberadaan Saka di Tumbang Nusa 

belum pernah ada konflik atau sengketa yang terjadi yang disebabkan 

penyangkalan suatu pemilikan Saka di antara mereka. 



Salah satu kekuatan hukum dalam memiliki Saka, yaitu dengan adanya 

bukti-bukti pemilikan yang berada di lapangan. Adanya bukti-bukti pengakuan 

oleh kelompok kelwga bahwa Saka itu milik mereka secara twun temurun. 

Pengakuan pemilikan Saka tersebut diakui oleh semua masyarakat setempat. 

Untuk lebih memperjelas identitas Saka, di samping keunikan letak geografis 

Saka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka di antaranya ada 

nama khusus (setidaknya ada 32 unit dari 157 unit Saka yang mempunyai nama 

khusus). Pengakuan itu diperkuat dengan sejarah penamaan Saka sebagai ciri- 

ciri pemilikan yang melekat dengan keberadaan Saka seperti terdapat dua unit, 

yaitu Saka Tambok dan Saka Paloh. Tidak semua pemberian nama Saka yang 

mempunyai proses sejarah seperti dua unit Saka tersebut (Saka Tambok dan 

Saka Paloh), ada juga hanya secara kebetulan karena di antara anggota keluarga 

mereka terdapat anaknya bernama Tiwin, maka dinamai Saka-nya dengan nama 

Tiwin. 

Sebagai antisipasi apabila suatu saat terjadi konflik atas kepemilikan Saka, 

maka data sejarah penamaan Saka bisa memperkuat hak pemilikan. Data nama 

dan sejarah penamaan sebagai bstgian dari petunjuk yang secara sistematis 

mempermudah untuk penelusuran identitas status pemilikan sebuah Saka. 

6. Budaya Selamatan Tulak Bala atau Memapas Lewu (TB-ML) 

Acara selamatan TuZak Bala atau juga sering disebut Memapas Lewu 

(selanjutnya hanya disebut TB-ML) diaksudkan berrnakna untuk mengusir . . 



mara-bahaya atau bala-bencana sebagai sarana permohonan agar . . selalu 

mendapatkan rizqi yang murah dalam pekerjaan mereka. TB-ML diyakini oleh 

mereka bisa menghilangkan perasaan dendam mana kala ada perkelahian atau 

pembunuhan di antara mereka dan atau antara kampung tetangga. . . Sebagai . . salah 

satu contoh kasus pembunuhan sesama warga sehingga dilaksanakan acara TB- 

ML, sebagai berikut. 

Pada tanggal . .. . 3 Juli 201 0 sekitar puku109.00 WIB terjadi pembunuhan . yang . 

dilakukan oleh Taufik (berusia 25 th) terhadap mertuanya bernama Ungun 

(berusia 54 th). Taufik terlebih dahulu melukai istrinya sendiri sampai luka 

parah di bagian dadanya dengan tusukan senjata tajam (senjata tajam tersebut 

bemama badik) dm hams dirawat di Rumah Sakit Daerah Kota Palngka Raya. 

Hal tersebut dilakukan Taufik karena memang sudah lama (sudah sekitar enam 

bulan terakhir mengalami . . dis-harmoni) antara istrinya yang bernama Hariani (22 

th). Konflik di antara mereka, sepanjang waktu (sekitar enam bulan) sudah tidak 

tegur sapa dan di ambang perceraian. 

Atas terjadinya peristiwa tersebut, semua warga . . setempat merasa prihatin 

dan diadakan kerapatan desa untuk membahas diadakannya selamatan TB-ML. 

Proses hukurn negara yang berlaku dijalankan juga, tanpa ada paksaan sang 

pembunuh (Taufik) melaporkan dirinya atas pembunuhan dimaksud kepada 

pihak kepolisian setempat. 



Pelaksanaan adat TB-ML'~~  dilakukan jugs oleh sebagian besar masyarakat 

Kalimantan Tengah yang lainnya apa bila mereka memerlukannya walau 

berjauhan letak geografisnya dengan daerah Tumbang ~usa '~ ' .  Acara TB-ML 

ini kerap dilaksanakan baik secara kelompok keluarga . . kecil maupun oleh 

masyarakat luas. Acara selamatan bertujuan agar keadaan kampung halaman 

selalu terhindar dari mara-bahaya dan bagi yang sedang bertikai, baik konflik di 

dalam kelurga kecil maupun di luar keluarga . agar . .  tidak berkepanjangan atau 

tidak ada rasa dendam yang menyelimuti mereka. TB-ML dirnaknai agar Allah 

SWT selalu memurahkan atau memudahkan rizqi yang halal. Untuk jelasnya, 

acara tersebut bertujuan: 

a) Agar tidak terjadi atau terhindarnya mara-bahaya dalam bekerja 
(kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan Saka). 

b) Bagi yang sedang bertikai atau konflik (baik konflik tertutup maupun 
konflik terbuka) kalau sudah ditangani baik proses litigasi atau non- 
litigasi, tidaklah ada lagi rasa dendam antam pihak yang beptikai, yaitu 
ti& lagi membalas atas kekalahan dalam pertikaian tersebut 
dikemudian hari 

13' Pelaksanaan Selamatan TB-ML yang penulis kemukakan di atas, senyatanya masih 
banyak dibeberapa daerah lagi di Kalteng, suatu misal di daerah Kabupaten Kapuas Kalteng 
dengan khusu mereka selalu melaksanakan pada waktu tertentu dengan jalan kaki keliliing kota 
seraya memanjatkan do'a yang dipimpin pemuka agama (para Tuan Guru atau Ustaz) agar Allah 
SWT menjauhkan dari bala dan mara-bahaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian 
juga di Pantai Wisata Kubu Ktw. Barat Kalteng, mereka melaksanakan selamatan TB-ML ini 
sekali dalam setiap tahunnya (biasanya setiap tanggal 1 Muharram tahun Hijriyah) dan mereka 
sambil memohon agar karnpung mereka selalu aman dan terhindar dari berbagai bencana atau 
malapataka (termasuk agar selalu terhindar perkelahian atau pertengkaran sesama warga 
setempat). 

13' Selamatan TB-ML di luar Tumbang Nusa bisa dilihat, sebagai misal juga dilakukan oleh 
masyarakat nelayan pesisir Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalteng (penulis pernah 
melakukan penelitian konflik hukum terkait Kepres No.79 tahun 1980 tentang perizinan 
mengopresikan jaring trawl pada tahun 2003). Khusus daerah pesisir Kumai dan sekitarnya ada 
selamatan TB-ML. 



c) Agar dimurahkan rizqi dalam bekerja oleh Allah s WT. l4O 

Pelaksanaan acara selamatan TB-ML sering dilakukan setiap habis sholat 

Jurn'at atau hari-hari tertentu, misalkan ketika mau berangkat jauh dari kampung 

halaman untuk mencari ikan. Dengan . .  diadakannya acara selamatan TB-ML 

diharapkan lancar dalam bekerja dan banyak dapat penghasilannya (murah rizqi) 

untuk menafkahi kelurga yang ditinggalkan (tidak mutlak, kalau diperlukan 

mereka biasanya mengadakan acara selamtan TB-ML) baik hanya di rumah 

masing-masing maupun dilaksanakan berkumpul di suatu tempat yang dihadiri 

para warga kampung setempat. 

Acara selamatan TB-ML khusus di Tumbang .Nusa dan sekitarnya, . . di 

samping bermakna sebagaimana yang dilakukan masyarakat nelayan pesisir 

Kumai, masyarakat Turnbang Nusa juga menjadikan acara TB-ML dimaksudkan 

untuk mengantisipasi agar . . tidak terjadi pengulangan . . kasus-kasus pembunuhan 

atau pertikaian antara sesama warga setempat. Penduduk berusaha tetap 

mempertahdan harmoni yang sudah pulih kembali clan secara musyawarah 

dan mufakat dalam kerapatan pada tingkatan . . desa diperoleh kesepakatan untuk 

berdamai antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini, sangat jelas terlihat dalam 

kasus pembunuhan yang dilakukan Taufik (25 th) ketika pada saat penelitian ini 

berlangsung (walau tidak terkait langsung dengan h u h  kepemilikan Saka, 

140 Tujuan diadakannya acara ini disarikan dari informasi sejurnlah tokoh masyarakat 
Tumbang Nusa antara la&; Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa ~ u m b a n ~  Nusa), Yansa(tokoh 
rnasyarakat), Abdul Hamid (tokoh masyarakat), Kariyanto (tokoh masyarakat), dan Pulan (tokoh 
masyarakat) data diambii pada tanggal 5 Juli 201 0 di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. 



namun sangat berpengaruh terhadap kestabilan keamanan desa nelayan tersebut) 

dengan situasi karnpung yang aman clan damai. Dengan demikian usaha sebagai 

nelayan Saka menjadi lancar. Ada beberapa sumber informasi untuk 

mengeksplorasi . . terkait data TB-ML, antara lain sebagai . . berikut: 

1. Abdul Hamid (57 th)l4l adalah tokoh masyarakat Tumbang Nusa yang 

berdomisili di desa tetangga yaitu desa Bereng Bengkel, menyatakan: 

Acara adat Tulak Bala atau acara Memapas Lewu ini memang sudah 
diluksanakan secara turun-temurun dari mnek moyang kami sejak dulu ..., 
apa lagi yang terjadi sekurang saat ini ... yaitu kasus pembunuhan yang 
dilakukan si TauJik (25 th) ini ... sebenarnya sesama keluarga kami saja di 
sini jwr ..., walaupun sudah ditangani polisi ... nantinya waktu kedepan . .. 
tidak ada jaminan keamanan juga di sini ..., bisa saja dikemudian hari 
terjadi balas dendam sesama keluarga pikak-pihak terkuit ... dengan adanya 
acara selamatan "Tulak Bala" atau "Memapas Lewu" diyakini bisa 
menjaga keadaan tetap aman ... dun biasanya mereka yang saling bertikui 
bisa lagi menjalin kekeluargaan ... tidak ada lagi balas dendam antara 
sesarna ... 

2. Kariyanto (53 th)142 yang menjabat sebagai Ketua Forum Kernitraan Polisi 

dan Masyarakat (FKPM) masih berdomisili di desa tetangga (desa Bereng 

Bengkel) termasuk juga bermitra dengan para tokoh masyarakat di 

perkampungan Tumbang Nusa, menyatakan: 

Acara "Tulak Bala" atau "Memapas Lewu" ini masih ... dan sangat 
diperlukan untuk meredam tindakun-tindakun kriminal ... termasuk h lau  
terjadi kusus pembunuhan sebagaimana yang kumi urus sekurang .,. yaitu 
kmm pebunuhan yang dilakukan TauJik ... anak muda ini membunuh 
mertuanya sendiri karena emosi dipicu persoalan keluarga . . ., maku upaya 
kumi tetuha kumpung di sini ... untuk menciptakan agar selalu damai ... 
teniram ... tidak terulang lagi bunuh-membunuh ... sehingga dengan acara 

14' Wawancara ini dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 20 10. 
'42 Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 20 10. 



tersebut sangat membantu tugas-tugas aparat pemerintah dalam 
menciptakan situasi yang selalu aman kembali ... . Dalam ha1 ini, membuat 
masyarakat mempunyai harapan besar ... kurena yang memimpin acara 
semacam ini ... adalah para tokoh agama yang meminta kepada Allah SWT 
agar selalu melindungi masyarakat dari mara-bahaya atau kerusuhan ... 
atazrpm perkelahian yang sudah terjadi bisa redam dun aman kembali ... 
sehingga dengan situasi aman masyarakat bisa bekerja dengan tenang. 

3. Gumerhat S. Liwin (41 selaku kepala Desa Tumbang Nusa sekali gus 

sebagai tokoh tertinggi masyarakat di kampung tersebut, mengungkapkan: 

Kehilangan nyawa atau wafatnya bapak Unggun ... yang juga mertua Taufik 
ini ... suatu Kejadian yang sangat tragis ... kumi selaku tetuha (orang 
dituhakan) di Kampung sini merasa sangat terpukul .... Kami di kumpung 
ini sudah melalui kerapatan adat desa ... untuk berencana dalam waktu 
dekat akan melaksanakan acara selamatan "Tulak Bala" atau "Memapas 
Lewu" ... sehingga kejadian-kejadian seperti ini dikemudian hari tidak 
terulang ... (t ihk ada balas dendam) antara pihak-pihak yang berselisih 
atau bertikai. Acara semacam ini sangat kami yakini untuk ketentraman 
Kampung halaman ... kurena yang memimpin ini adalah pemimpin agama 
yang kami percayai . . . 

4. Miah (63 seorang perempuan yang sudah berumw adalah salah satu 

tokoh perempuan nelayan Turnbang Nusa yang sudah tidak lagi aktif sebagai 

nelayan karena pertimbangan usia, memaparkan: 

Pada umumnya acara "Tulak Bala" ini dilakukan supaya tidak ada lagi 
dendam-mendendam ... &lam b u s  UJik (jangilan T a u -  misalnya, 
mereka berdua ini antara Ufik dan Istrinya Hariani ... adalah pasangan 
muda dan baru mempunyai anak satu orang ... jadi sangat gampang 
terbakur emosi atau marah-marah ... jadi dikemudian hari biarpun sudah 
terlanjur a& kejadian pembunuhan yang menyangkut orang kumpung ini ... 
janganlah ada kejadian susulan atau berkepanjagaan ... 

'43 Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 2010. 
'44 Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 2010. 



5. Yansa (37 th)14' adalah salah seorang pemuka kampung yang termasuk 

tokoh penting masyarakat di Tumbang Nusa, mengunglcapkan: 

Sebenarnya acara "Tulak Bala" atawa "Memapas Lewu" yang akan kumi 
luhunukan &lam kasus pembunuhan dilakukan oleh Ufik beberupu huri 
yang lalu (sekitar pukul 09.00 WIB hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010) ... 
dengan tujuan agar kasus ini tidak terjadi lagi atau semacam balas dendam 
dikemudian hari di kampung ini ..., walaupun sudah ditangani pihak 
berwajib (mabudnya pihak kepolisian), namun tidak mustahil juga terjadi 
peristiwa susdan ..., maka untuk itu diselenggarakunlah acara selamatan 
tersebut sehingga secara moral semua masyarakat Tumbang Nusa 
khususnya para pihak terkuit insya 'allah bisa terkendali dan terjaga dari 
yang mem buat keresahan masyaraht. 

keberadaan a c m  TB-ML merupakan bagian proses upaya pencapaian tujuan 

hukurn yang menginginkan keteratwan. Hal itu sangat beralasan karena tidak 

sedikit orang-orang yang sudah menjalani hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan, setelah keluar atau bebas demi hukum kemudian mereka 

kembali melakukan tindak pidana. Dengan acara selamatan TB-ML di Tumbang 

Nusa dan sekitarnya, mereka yakini marnpu mempertahankan harmoni kampung 

pasca kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa hukurn yang meresahkan masyarakat 

atau merugikan atau mengganggu kestabilan masyarakat di perkampungan 

tersebut. Seperti kasus pembunuhan yang dilakukan Taufik (25 th) nampak 

nilai-nilai moralitas sebagai bagaian penentu dari unsur-unsur kepastian, 

kernanfaatan, dan keadilan. Proses penanganan tindak pidana pembunuhan 

berjalan di peradilan formal bentukan negara berjalan sebagaimana mestinya. 

'45 Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 2010. 



Proses hukum non-litigasipun (upaya mempertahankan dan pengembangan 

hukum yang hidup di masyarakat) juga dijalankan dan selama ini berkembang di 

Tumbang Nusa relatif fungsional untuk menjaga kedamaian dan keteraturan 

kehidupan di kampung Tumbang Nusa seperti halnya pelaksanaan acara 

selamatan TB-ML. 

Selamatan TB-ML berfimgsi sebagai alat mendukung keteraturan dalam 

penguasaan dan kepemilikan Saka. Ketentraman dan kelancaran dalam berusaha 

sebagai nelayan Saka, mereka berkeyakinan terhadap pertolongan Sang pencipta 

dam semestalah setelah mereka berdo'a pada waktu-waktu tertentu, walaupun 

tidak terjadi peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus hukum yang besar atas 

keberadaan Saka seperti pembunuhan clan lain sebagainya, mereka sering 

melaksanakan TB-ML dengan harapan agar selalu damai sepanjang waktu. 

Sanksi atau hukuman yang dibuat negara di antaranya bertujuan untuk 

membuat jera bagi siapa saja pelanggarnya. Fungsi dan makna diadakannya 

acara selamatan TB-ML dalam konteks pasca kasus pembunuhan yang 

dilakukan Taufik adalah memperkuat ketahanan mentalita (semangat atau 

kesadaran untuk melakukan kebaikan) masyarakat terutama pelaku tindak 

pidana yang sedang diproses hukum, agar sama-sama menjaga ketertiban secara 

sungguh-sungguh membangun kesadaran yang tumbuh dari dalam di setiap 

anggota masyarakatnya, terlebih para pihak yang sedang saling bertikai. 



Proses acara TB-ML'~~ yang berlangsung, kadang diawali adanya terjadi 

peristiwa yang sangat memprihatinkan atau meresahkan msyarakat. Tidak jarang 

acara TB-ML hanya sebagai antisipasi agar tidak terjadinya mara-bahaya atau 

sesuatu yang mengganggu kestabilan keamanan kampung halaman, serta bisa 

sebagai sarana untuk meminta rizqi yang murah (mendapat hasil yang banyak 

dalam setiap berusaha, baik usaha nelayan atau usaha lainnya) sehingga dapat 

hidup dengan layak clan makmur. Proses acara selamatan TB-ML dari awal 

sampai akhir adalah: 

a. Pemimpin atau tokoh masyarakat setempat melakukan pertemuan untuk 

memastikan jadi dan atau tidaknya dilaksanakan acara TB-ML. 

b. Pembentukan semacam kepanitiaan atau orang-orang yang bertugas 

dalam acara tersebut. 

c. Penentuan bentuk acara (ada hanya menggelar do'a bersama yang 

dipimpin tokoh agama tanpa ada jamuan makan dan ada juga disertai 

jamuan makanan). 

d. Penentuan tempat pelaksanaan acara tersebut (tidak mutlak 

diselenggarakan di kampung Tumbang Nusa, bisa saja di kampung 

tetangga, dihadiri warga kampung yang berada disekitarnya). 

- 

'46 Gambaran singkat proses acara TB-ML dimaksudkan adalah disarikan dari hasil 
wawancara serta pengamatan secara langsung oleh penulis kepada para tokoh masyarakat ketika 
proses acara TB-ML tersebut di Tumbang Nusa. Karena pentingnya arti data TB-ML tersebut, 
penulis menyempatkan diri untuk menghadiri rapat desa yang membahas pelaksanaan acara 
selamatan TB-ML dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Taufik penduduk Tumbang 
Nusa. Data diambil pada pukul08.30-12.00 WIB tanggal 7 Juli 20 10 di Desa Tumbang Nusa. 



Pelaksanaannya, biasanya ditempat ibadah misalkan Masdjid, narnun 

tidak jarang pula ditempat-tempat lainnya sesuai kesepakan bersama 

dalam pertemuan tokoh masyarakat seternpat. 

e. Penentuan waktu pelaksanaannya, biasanya disepakati pada waktu luang, 

sehingga diharapkau bisa dihadiri atau diikuti oleh sebanyak-banyaknya 

warga kampung dan sekitarnya, biasanya dilaksanakan selarna tiga hari 

berturut-turut. 

f. Setelah acara selesai, barulah pembubaran kepanitiaan dengan didahului 

laporan p e l b a a n  oleh panitia.147 

Pada kasus khusus seperti terjadinya peristiwa pembunuhan, mengharuskan 

k e h a d i i  para pihak dan atau keluarga para pihak yang sedang berkonflik, 

sehingga secara langsung maupun tidak langsung, acara selamatan TB-ML 

tersebut merupakan sarana untuk upaya proses perdamaian dan dengan 

mendengar segala petunjuk serta nasihat oleh tokoh agama serta dengan berdo'a 

bersama. 14* 

Pelaksanaan acara TB-ML tidak hanya diperuntulckan pada kasus hukum 

yang terjadi terakhir (kasus pembunuhan yang yang dilakukan Taufik). 

14' Proses acara TB-ML tersebut disarikan dari perkembangan dan hasil rapat desa di 
Tumbang Nusa pada tanggal 7 Juli 2010. 

Para pihak, siapa saja yang terlibat dalam pertikaian atau konflik, misalnya pada kasus 
pembunuhan yang dilakukan Taufik tersebut dan atau kasus-kasus hukurn lain yang dianggap 
berat sehingga membuat keresahan atau mengganggu ketertiban, kedamaian, dan keamanan di 
kampung Tumbang Nusa. Dengan kesadaran sendiri masing-masing pihak bertekad menjauhi 
(menolak) dari bencana, pertikaian, dan perkelahian (bala). 



Diadakannya acara selamatan TB-ML adalah di antaranya karena terjadinya 

kasus pembunuhan, namun di dalam do'a yang dipimpin oleh para tokoh agama 

dalam pelaksanaan acara tersebut mencakup juga penolakan mara-bahaya atau 

musibah pada persolaan kehidupan secara luas, terrnasuk juga mendo'akan atas 

keberadaan sejumlah Saka agar selalu mendatangkan kemakmuran bagi 

masyarakat nelayan Tumbang Nusa. Untuk jelasnya dapat dilihat gambaran pada 

gambar acara budaya Tulak Bala atau Memapas Lewu (TB-ML) di Tumbang 

Nusa Kalimantan Tengah, sebagai berikut: 

Latar peristiwa yang meresahkan kampung (mengganggu Kamtibmas), keinginan 
untuk langkah antisipasi berbagai kemungkinan datangnya mara-bahaya dan untuk 

sarana do'a bersama kepada Allah SWT. (Sang pencipta alam semesta) agar 
dimwahkamya rizqi bagi warga setempat. 

(salah satu contoh, bertepatan sa'at penelitian ini berlangsung, diadakan kerapatan 
desa membahas tentang pembunuhan yang diakukan oleh warga setempat 

bemama Taufik) 

- - 

Langkah yang dilakukan diadakannya kerapatan desa 
dipimpin kepala desa (kepala desa sekaligus sebagai tokoh tertinggi pada masyarakat 
Tumbang Nusa untuk memimpin pembahasan acara TB-ML) yang akan dilaksanakan - 

Maksud clan tujuan diadakannya Acara TB-ML, antara lain sebagai berikut: 

1. Agar tidak terjadi atau terhindarnya mara-bahaya dalam bekerja dan 
bermasyarakat. 

2. Bagi yang sedang berkonflik, kalau sudah ditangani oleh pihak berwajib 
seperti aparat kepolisian atau secara adat setempat, tidak lagi ada balas 
dendam dikemudian hari. 

3. Agar dimurahkan rizqi dalam bekerja (terutarna kerja mereka sebagai 
nelavan). 

Gambar 2.2: Acara Budaya Tulak Bala atau Memapas Lewu (TB-ML) 



7. Kerja dalam Pandangan Hidup Budaya Tumbang Nusa 

Manusia bukan saja makhluk berprilaku, tetapi sesungguhnya juga sebagai 

makhluk bertindak. Sabian Utsman menyatakan: 

Bahwa teori interaksionisme simbolis memandang manusia sebagai makhluk 
sosial dalarn suatu pengertian yang mendalam, yaitu suatu makhluk yang 
ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, dengan membuat 
indikasinya sendiri dan memberikan respon pada sejumlah indikasi. Dalam 
pengertian ini, manusia sebagai makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi 
sosial dengan dirinya sendiri, bukanlah makhluk yang hanya merespon saja, 
akan tetapi makhluk yang bertindak atau beraksi, suatu makhluk yang harus 
mencetak sederetan aksi berdasarkan pada perhitungan; tidak hanya 
berfungsi melepaskan respon pada interaksi sosial yang ada.14' 

Karakteristik kerja dalam pandangan budaya HMNS berkaitan dengan Hp2S 

di Tumbang Nusa. Hubungan kerja berkaitan dengan aktivitas ekonomi menjadi 

penting karena sebagai salah satu dari fungsi hukurn itu sendiri adalah untuk 

kesejahteraan hidup, terutama untuk melihat struktur ke rja dan sistem hubungan 

kerja dengan hukum. Muaranya adalah kajian panjang tentang hukum sebagai 

jaminan tanpa k e c d i  semua umat rnanusia, khususnya warga negara Indonesia, 

lebih khususnya lagi masyarakat nelayan Saka Tumbang Nusa Kalimantan 

Tengah terutama terhadap tegaknya human right merupakan bagian yang sangat 

substansi atas keberadaan Hp2S, dengan tidak mengurangi perbedaan antara hak 

Hp2S dan hak asasi. Hak Hp2S dengan keterbatasannYa"O hadir dan diciptakan 

Sabian Utsman, Op. Cit.,(2009), hlm. 197-198. 
"O Keterbatasan Hp2S adalah, Hp2S itu ada sepanjang masih ada substansi aturan 

hukumnya (apabila aturan Hp2S berubah maka hak hukumnya juga berubah dan apabila Hp2S 
hapus atau tidak ada lagi maka hak hukumnya menjadi hilang), kelangsungan Hp2S tergantung 
dari kebijaksanaan dan kemauan masyarakatnya, dan yang paling mendasar bahwa keberadaan 



berdasarkan kesepakatan masyarakat nelayan Saka Turnbang Nusa yang 

mengikat mengatur penguasaan dan pemilikan Saka mendahului hukum negara 

(Hp2S sudah ada sejak tahun 1900-an) yang masih terjaga originalitasnya. 

Adapun hak asasi adalah melekat pada diri setiap masyarakat nelayan Saka 

Tumbang Nusa sejak mereka dilahirkan. 

Manusia mempunyai kesamaarn hak paling asasi atas pemberian Allah 

SWT, atas dasar itulah kajian ilmu hukum menjadi penting mempermasalahkan 

bahwa "sudahkah sistem hukum nasional yang sudah melembaga dengan 

tanggungjawab dan kerja utamanya mendatangkan kesejahteraan 

masyarakatnyan? Hal itu sebagai salah satu dari bagian yang dinamakan dan 

makna hukum itu sendiri (hukum tidak pernah dan tidak akan pernah hanya 

untuk hukum itu sendiri melainkan oleh, dari, dan untuk m a s y d t n y a ) .  

Ditinjau dari sudut agama Islam, yang dianut oleh mayoritas di 

perkampungan nelayan tersebut, menurut konsep mereka bekerja adalah 

melaksanakan suatu kewajiban agama. Dengan demikian, maka mereka hams 

bekerja keras, dan dengan bekerja keras banyak manfaat dan hikmah yang 

diperoleh oleh mereka, antara lain: merefleksikan rasa syukur, menghilangkan 

kebimbangan, serta melaksanakan tugas suci dan luhur atas perintah dan atau 

d o W  agama mereka. Allah SWT. berfirman dalam QS. Ibrahim: 7 dalam 

- - - - - 

Hp2S tidak bersifat kekal sebagaimana hak asasi karena Hp2S ada sepanjang masih fungsional 
dan diperlukan. 



Tafsir ~akry"' menyatakan "dan (ingatlah) di waktu Tuhan kalian 

memperingatkan, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat-Ku 

kepada kalian dan jika kalian kuf'ur, maka azab-Ku amat berat sekali". 

Dalam konteks perubahan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, Hp2S 

hanya bisa diamati, dan atau diketahui melalui proses pengamatan terhadap 

susunan, stnrktur dan institusi perikehidupan Hp2S di masa lalu, dan sekaligus 

membandingkannya dengan susunan, struktur dan institusi suatu perikehidupan 

Hp2S di masa sekarang atau yang sedang dijalani dengan tidak kering adanya 

dialog antara Hp2S masa lalu dan Hp2S masa sekarang (sehingga terjadinya 

transforrnasi yang menjawab berbagai persilangan kepentingan di masyarakat 

nelayan Saka Tumbang Nusa). Dimanapun hukum dan masyarakat itu berada 

tidak ada yang tidak berubah, semua hukurn dan masyarakat bersifat dinamis, 

hanya laju dinamika perubahannya yang berbeda-beda antara satu dengan yang 

lainnya. Walau dikenal ada hukum dan masyarakat statis serta hukum dan 

masyarakat dinamis. 

Fungsi hukum bukanlah sesuatu yang asing. Salah satu fungsi manfaat dari 

hukum adalah kesejahteraan termasuk terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan 

,dm papan. Menurut pandangan masyarakat nelayan Turnbang Nusa tidak 

semudah seperti membalikan telapak tangan untuk memperoleh kesejahteraan, 

tetapi harus melalui kerja keras dan perhitungan yang matang terrnasuk 

15' Lihat H. Oemar Bakry dalam buku tafsimya Tafsir Rakhmat, Jakarta, Mutiara, (1984), 
hlm. 487. 



merencanakan, memproses, mengontrol, serta langkah-langkah 

mengevaluasinya sesuai dengan kemampuan daya pikir serta pengalaman 

masing-masing. Pada prinsipnya tidak ada manusia di dunia ini yang mau hidup 

serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi atau hidup dalam 

"kemiskinan". Masyarakat nelayan Saka Tumbang Nusa, kalau senyatanya 

mereka hidup miskin, maka tidaklah salah timbul pertanyaan tentang fungsi 

hukum dan kebijakan negara terhadap jaminan kesejahteraan atas mereka. 

(siapapun dan dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak 

atas kemakmuran yang diatur dan dilindungi oleh hukum yang berlaku). 

Hasil penelitian penulis, dalam ha1 pemanfaatan waktu bagi mereka para 

nelayan Saku sangatlah diutamakan, sehingga tidak ada dalam pandangan 

masyarakat nelayan Saka Tumbang Nusa menjalani hidup bermalas-malasan 

(menjadi orang pemalas). Mereka hams bisa memenuhi sandang dan pangan 

yang dibutuhkan keluarganya sehari-hari. Di perkampungan nelayan pedalaman 

Kalimantan Tengah Tumbang Nusa termasuk masyarakat pekerja keras 

sebagaimana juga diperkampungan nelayan Pesisir Pantai Kumai Kalirnantan 

~ e n ~ a h ' ~ ~ .  Para perempuan nelayan beserta anak-anaknya dan ada juga bersama 

kerabat dekatnya sebagai teman bekerja, mulai bekerja pada sejak pukul 05.00. 

lSZ Kesamaan kerja keras antara nelayan tradisional pesisir Kumai dan nelayan tradisional 
Saka Tumbang Nusa, diietahui dengan rnernbandiigkan hasil penelitian penulis yang rnenyoal 
fungsional Keppres No.39 tahun 1980 tentang Perizinan Jaring Trawl. Penelitian tersebut 
dilakukan pada nelayan pesisir pantai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah pada tahun 2003. 



WIB. Mereka menyiapkan per& tingkung atau kelatok kecil (a~kon)"~. 

Mereka bertebaran menuju Saka-nya masing-masing. Hal ini sesuai prinsip- 

prinsip agama Islam yang mayoritas dianut mereka. Mereka menghayati dan 

melaksanakan ajaran-Nya, apa bila . pagi . .  sudah tiba sejak dini, maka mereka 

"bertebaranlah di muka bumi ciptaan Allah SWT untuk menjemput rizqi yang 

telah disediakan-Nya". 

Bangsa .. . Indonesia terbiasa dengan . . kekayaan bu&ya kerja . yang .. . .  sangat 
. . 

beragam. Sebagai perbandingan, pada tahun 2003 penulis meneliti budaya kerja 

nelayan pesisir pantai Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Mereka kadang 

sering juga disebut suku Dayak Pantai (kalau di Tumbang Nusa disebut suku 

Dayak Pedalaman). Mereka sebagai nelayan tradisional pesisir Kurnai kental 

dengan kebiasaan pekerja kerasnya, sama halnya nelayan pedalaman khususnya 

di Turnbang . . Nusa. Para perempuan nelayan Saka bekerja keras, sejak . pagi . .  sudah 

menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pe'iwakan-nya, di samping 

menyiapkan makanan pagi untuk keluarganya. Setelah selesai me 'iwak sekitar 

pukul 1 7.00. WIB, mereka masih sempat me 'angkiti . . purun (mengambil . . sejumlah 

purun yang bera& di jemuran sekitar rumah mereka baik di belakang, di kiri 

dan kanan bahkan tidak jarang purun dijemur di depan rumah, sehingga jalan 

Perahu tingkung adalah alat transportasi dan untuk operasional perikanan tradisional 
Saka yang terbuat dari potongan kayu besar, kemudian ditebuk secara manual dengan 
menggunakan alat seperti kampak atau bisa juga memakai blayung (sejenis kampak, tapi tempat 
pegangan tangannya kalau istilah mereka disebut tentaran-nya lehih panjang dari pada kampak), 
pahat, dan gergaji. Setelah perahu tingkung yang berukuran rata-rata panjang 2,5 meter sampai 4 
meter itu selesai, dipasanglah mesin untuk penggeraknya, maka perahu tingkung yang bermesin 
kecil itulah oleh mereka disebut "alkon". 



masuk ke rumah dipenuhi dengan purun. Pekerjaan "memurun" adalah ke rjaan 

musiman dipesan khusus untuk keperluan peralatan industri rumah tangga 

seperti di buat tikm (alas rumah), tas, topi, lanjunds4. Pekerjaan "memurun" 

salah satu untuk menambah penghasilan . . rumah tangga, . karena hasil tangkapan . .  
. 

nelayan di dalam Saka kadang masih sangat kurang untuk menjamin kebutuhan 

ekonomi keluarga mereka. 

Para perempuan nelayan .. yang . .  sehari-harinya menangkap . .  . ikan di dalam 

Saka, mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Laki-laki sebagai kepala keluarga, mencari pekerjaan 

yang . .. lebih menantang seperti antaranya: mencari karet (biasa disebut mereka 

dengan "memantat "), memantung atau menjelutung yaitu sebutan bagi mereka 

yang mencari cairan getah pohon pantung, berburu, menyemai bibit pantung 

yang dipesan para . pengusaha . .  dari luar daerah. Sebagian besar laki-laki mencari 

pekerjaan di luar daerah seperti mencari tambang, buruh bangunan dan lainnya 

yang menyebar di kota Palangkaraya, Katingan, Sampit, Kapuas, Pulang Pisau, 

Pangkalanbun, dan Seruyan. Para laki-laki juga . . .  sebagian . . kecil ada mengikuti 

sebagai pekerja nelayan yang merndaatkan sejumlah Saka yang pekerjanya 

dinominasi oleh perempuan. 

- 

'54 Lanjung adalah suatu tempat untuk mengangkut hasil panen padi dengan ukuran tinggi 
rata-rata 1 meter sampai 1,5 meter dan lebar sekitar 50 cm, takin adalah tempat menaruh hasil 
panen padi berukuran lebih kecil dengan tinggi rata-rata sekitar 50 cm sampai 75 cm lebar tidak 
jauh berbeda dengan lanjung dan biasanya selalu ditempatkan atau diikat pada pinggang para 
petani, dan banyak lagi yang lainnya 



Nelayan Saka pedalaman Kalimantan Tengah . . tidak di kenal dengan . . 

perbedaan nelayan buruh dan nelayan majikan. Pada nelayan pesisir pantai 

Kumai Kalirnantan Tengah dikenal dengan nelayan juragan kelotok dan nelayan 

anak buah. Nelayan Saka hanya mengenal . . gawian . . me'iwak (pekerja ikan). 

Dalam satuan kerja mereka, pelaku utamanya adalah perempuan (para ibu 

rumah tangga) yang mengelola semua pekerjaan nelayan. Sebagai partner kerja 

ikan, umurn adalah para keluarga atau anak mereka sendiri. 

Pada umumnya masyarakat di perkampungan Tumbang Nusa sebagai 

pekerjaan pokoknya adalah nelayan (bubuhan pe-iwakan). Selain sebagai 

nelayan, mereka juga . . .  masih terdapat beragam . . jenis dan pekerjaan yang biasa 

dilakukan antara lain; penjual bibit tanaman Pantung, mencari tumbuhan Purun, 

dan membuat peralatan tangkap ikan. Keragaman kategori tenaga ke rja terdiri; 

ada sepenuhnya dikerjakan oleh keluarganya sendiri, melibatkan orang . .  di luar 

keluarganya, hanya dikerj akan laki-laki, diikerj akan perempuan, dikerj akan 

hanya orang dewasa, dan ada pula yang dikerjakan melibatkan anak-anak. 

Nilai-nilai kegotong-royongan . . . .  .. . .  dalarn menyelesaikan suatu pekerjaan 

merupakan tanggungjawab bersama oleh masing-masing satuan rumah tangga 

yang dipimpin kepala keluarganya masing masing. Dengan dernikian, nilai 

kebersamaan itu dipupuk . . dan dirnulai mereka sejak dari keluarga terkecil (setiap 

masing-masing keluarga mereka sendiri). Masing-masing rumah tangga di desa 



menciptakan kedamaian di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya keterlibatan 

dalam pekerjaan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.5 

Keterlibatan dalam Pekerjaan Menurut ~ e n i s ~ q a ' ~ ~  

'55 Keterlibatan dalam pekerjaan masyarakat Tumbang Nusa menurut jenisnya disarikan dari 
hasil wawancara, pengamatan, bahkan obsevasi selama penelitian berlangsung (2009-20 10). 

Jenis Pekerjaan 

I. Mengoperasikan Pukat: 
a Melabuhhengangkat pukat 
b. Mengemudi JukuagiAlkon 

11. Perbaikan Pukat: 
a Menambal 
b. Menjemw 

1II.KejaIMengoperasikan Tempirai, Buwu, Suar, 
Jalailunta, Tangguk, Seriwit, Pancing, Kolang: 
a Mengoperasikan Tempirai 
b. Mengoperasikan Buwu 
c. Mengoperasikan Suar 
d. Mengoperasikan JalaRunta 
e. Mengoperasikan Tangguk 
f. Mengoperasikan Seriwit 
g. Mengoperasikan Pancing 
h. Mengoperasikan Kdang 

IV. Ke j a  Hasil Tangkapan Nelayan: 
Memasukan ikanludang ke kulkas. 
Menggerih ikan 
MenjuaVmembawa hai l  tangkapan. 

V. Penanaman Bibit & m n :  
a Membuat Tempat Pembibitan 
b. Menanam 
c. MembersiWtebas rumput 
d. Kejahtnrn 
e. Mengangkut Punm 
f. Menjual Bibit & Purun 

VII. Kegiatan Kerumahtanggaan: 
a Pekerjaan dapur 
b. Menimba air 
c. Cuci pakaian 
d. Membersihkan rurnah 
e. Cari kayu bakar 
f. Mengasuh anak 
g. Berbelanja 

Dalam 
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X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
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Pekerjaan penangkapan . .  . dan atau pencarian Sumber Daya Saka (SDS) 

kebanyakan dikerjakan oleh perempuan. Pekerjaan yang lainnya relatif sebagian 

besar bisa dikerjakan bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan dan 

sebagian bisa dibantu oleh anak-anak. Para perempua sebagai . .  pekerja . utamanya 

dalam penangkapan ikan di dalam Saka. Secara komprehenshif fakta tersebut 

dapat menggambarkan budaya dan etos kerja pada masyarakat nelayan di 

kawasan Tumbang . . Nusa Kalimantan Tengah. . . 

Pekerjaan pokok dari beberapa jenis pekerjaan dari yang dilakukan 

masyarakat di perkampungan nelayan Tumbang Nusa secara urnum sebagai 

pencari biota ikan (nelayan tradisional) atau biasa disebut pe'iwakan . yang . 

memanfaatkan sejumlah Saka yang dimiliki oleh mereka di kawasan Tumbang 

Nusa Kalirnantan Tengah. 

Pekerja nelayan di kebanyakan daerah lain khususnya di Indonesia adalah 

dikerjakan laki-laki. Di perkampungan Tumbang Nusa perempuan sebagai 

pekerja utamanya, sehingga secara komprehensif sangat unik kalau 

dibandingkan . . dengan . . nelayan-nelayan daerah lain. Di samping . . etos kerja, . . 

budaya kerja, bahkan fungsi hukum yang hidup di masyarakat terhadap 

kelangsungan hidup masyarakat nelayan Saka sangat kental dengan nuansa 

keragaman budaya nilai "bhineka tunggal . . eka". Nilai bhineka tunggal . .. , eka 

tersebut masih hidup dan sebagai landasan ketika hukum diperdebatkan dan 

dipersoalkan baik di kalangan teoritisi maupun praktisi hukurn. 



Nilai "bhineka tunggal eka" masih hidup sebagai landasan ketika hukum 

diperdebatkan dan dipersoalkan, maksudnya adalah menempatkan posisi 

bhineka tunggal eka sebagai jawaban strategis atas persoalm dimaksud. Ketika 

keterbatasan dm atau ketidakrnampuan hukum untuk menjawab atau 

menjangkau persilangan kepentingan keteraturan di berbagai ragam budaya 

hukum yang ada di masyarakat, khusmnya katakter persoalan Hp2S di 

Tumbang Nusa yang pluralistik, maka nilai utama "bhineka tunggal eka" 

sebagai jaminan kekuatan harmonisasi masyarakatnya sebagaimana inti 

pemikiran Bentham bahwa "keberadaari hukum itu adalah untuk sebesar-besar 

kesejahteraan komunitasnya". 

Secara lebih mendalam memahami keterlibatan negara dengan 

menggalakkan kunci utama keragaman budaya hukum yaitu "bhineka tunggal 

eka", sebenarnya justru membawa hukum itu lebih dekat kepada warga negara, 

bahkan sarnpai kepada warga negara teralienasi sekalipun. Dalam ha1 ini, ahli 

sosiologi hukum terkemuka Roger Cotterrell dari Fakultas Hukum di Queen 

Marry College, University of London, menyaean: 

. . . Salah satu bentuk respon terhadap keterisoliran atau alienasi hukurn 
adalah usulan mengenai perlunya perangkat, prosedur, dan perombakan 
institusional untuk membuat agar hokum lebih dapat diakses . . . menjadi 
lebih mudah dilakukan dm lebih berharga bagi lebih banyak warga negara 
. . . 

. . . perluasan sistem hukum melalui institusi-institusi informal ini 
semata sebagai sebuah sarana yang digunalsan untuk meningkatkan 
kekuasaan negara; sebuah perkembangan yang mernbawa dampak 



rneluasnya jangkauan negara dan mekanisme kontrolnya lebih jauh ke 
dalm masyarakatnya. 51 

Sebagai kekayaan hukurn di Indonesia dengan beraneka persekutuan 

hukum; kelompok tertentu, lokal tertentu, dan kornunitas tertentu, atau nunpun 

hukum tertentu di wilayah teritorial hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) adalah wajib dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. 

Karakteristik nilai-nilai Hp2S sebagaimana tergambar di atas adalah sebangun 

dengan karakatersitik "Hukum Pancasila" yang berstrukturasi dengan bhineka 

tunggal eka sebagai salah satu substansinya, shingga perbedaan hukum 

diberbagai komunitas dan lokal-lokal di Indonesia adalah sebagai identitas 

hukum nasional yang seharusnya semakin digalakkan, bukan diseragamkan. 

151 . Lihat Roger Cotterrell dalam bukunya The Sociology of Lau (Sosiologi Hukum), 
diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari judul aslinya 7he Sociology of Law: An Introduction, 
London: Buttemorths, (2004), Ujung Berung Bandung: Nusa Media, (2012), hlm. 401-402. 



RlMGKASAN BAB 11 

Pada bab kedua ini khusus menyajikan gambaran umum kamkteristik 
lokasi (setting) nelayan yang menggahtungkan hidup mereka pada penguasaan 
dan pemilikan Saka di Tumbang Nusa Kalirnantan Tengah. Karakteristiknya 
melingkupi; letak g e ~ g r ~ s  dan adminitratif, sarana transportasi, penerangan 
listrik, serta sosial budaya dan hukumflya. 

Sosial bdaya dan hdcumnya sangat penting untuk gambaran hukurn 
sebagai suatu sistern terkait Hp2S. Bagian ini menggambztrkan; budaya 
penguasaan dan pemilikan Saka, kerja keras perempuan nelayan Saka, 
keteriibatan pemuka pendapat dalam penanganan Hp2S, kepemimpinan dan 
stok pangan serta prestise, pemberian nama Saka sebagai identitas 
kepemilikan, dan budaya selamatan Tulak BaZa atau Memapas Lewu sebagai 
bagian dalam pengelolaan konflik. Kemudiau pada akhir bab ini ditutup 
dengan bahasan tentang kerja menurut pandangan bidup budaya rnasyarakat 
Turnbang Nusa Kalimantan Tengah. 



BAB I11 

FAKTA HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILKAN SAK4 PADA 
MASYARAKAT NELAYAN TUMBANG NUSA 

KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH"~ 

Pada bab ini dirnaksudkan, sebagaimana lazimnya sistematika pembahasan 

hasil penelitian lapangan, khususnya penelitian Hp2S pada HMNS, perlunya 

penyajian data hukum serta mengidentifikasi secara sistematis sesuai kaidah 

metode penelitian yang berparadigma kualitatif. Data h a m  disajikan dengan 

memelihara pemilahan antara penyajian data dan analisis data serta menghiidari 

intervensi kemurnian data yang ditempatkan pada bab yang berbeda sehingga 

tidak terjadinya pemaknaan pada tabran penyajian data yang berakibat 

kekaburan makna substansi hukumnya. 

Substansi bab ini adalah pemaparan data hukum selain data penunjang yang 

terkait dan bab ini sebagai jawaban dari fokus sebagaimana permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Sosok masyarakat nelayan Turnbang Nusa dalam mernahami Hp2S yang 

terkonstruksi (socially constructed), hidup, dan fungsional di masyarakat 

Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, meliputi; 

a. Sosok Masyarakat Nelayan Sah, Konsep, Substansi, dan Prosedur 

Bab ini secara keseluruan hanya bagian potret data hukum hasil ekplorasi penulis yang 
secara sistematis dianalisis untuk memaknainya pada bab-bab berikutnya (pengumpulan dan 
analisis data dilakukan secara simultan bolak-balik) sesuai fokus masalah dan tujuan penelitian. 



b. Lembaga . . hukum adat dan pengelolaan . . sejumlah pemilikan Saku. 

Sebagaimana hasil penelitian ini, sejumlah lembaga hukum terkait 

(Hukum Adat Suku Dayak Ngaju, Hukum Adat Suku Dayak Siang 

Murung, Hukum Adat Suku Dayak Blarnan, termasuk Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah N0.16 tahun 2008 tentang 

Kelembagaan Adat Suku Dayak di Kalimantan Tengah) belum ada 

yang mengelola penguasaan dan pemilikan Saku secara khusus, 

kecuali dengan cara-cara yang disepakati masyarakat Nelayan 

Tumbang Nusa secara turun-temurun. 

2. Penanganan konflik atas tindakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran 

Hp2S yang meliputi; struktur, bentuk-bentuk, dan stadium konflik, 

pengelolaan konflik hukurnnya. 

3. Upaya mendapat pengakuan . . .  sistem Hukum Nasional atas Hp2S pada 

HMNS yang meliputi; upaya yang dilakukan pemerintah dan upaya yang 

dilakukan masyarakat. 

Dari serangkaian . . data hukum .. yang . .  disajikan di bawah ini, . penulis . jadikan 

dalam satu bab (bab 111) mengingat ketiga fokus penelitian ini adalah dalam 

satuan rumusan masalah yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya 

sesuai kemauan data .. yang . .  terfokus pada rurnusan sebagai . . batasan dalam 

membangun dan atau mentransformasikan Hp2S ke dalam Hukurn Nasional. 



Keberadaan sejumlah Saka di pedalaman Kalimantan Tengah khususnya di 

Tumbang Nusa telah menyatu tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat nelayan 

tradisional setempat, yang sejak sebelum kemerdekaan negeri ini (sebelum 

lahimya Pancasila dan Undang Undang Dasar sebagai hukum dasar bagi 

Indonesia yang disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) secara turun-temurun 

sudah menjadi tempat penangkapan ikan. Pada jaman penjajahan, Kampung 

Tumbang Nusa atau Desa Tumbang Nusa dijuluki "Kampung Iwak" atau 

"Kampung ~ a u Y "  ". 

Sejurnlah Saka yang tersebar di sekitar kawasan Tumbang Nusa secara 

tradisional dikuasai dan dimiliki warga masyarakat menurut sistem hukum yang 

masih hidup dan diakui oleh masyarakat setempat serta masih fungsional yang 

mampu menjaga keteraturan sejak puluhan tahun silam sampai sekarang. 

Menurut fakta hukumnya yang ditemukan di lokasi penelitian, baik bukti-bukti 

tertulis maupun tidak tertulis bahwa secara syah, meyakinkan, terang, dan jelas 

mempunyai dasar-dasar norma yang kuat atas hak-hak hukum tradisional 

mereka, sehingga oleh negara dilindungi dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk mengembangkan kearah lebih maju tentang status dan 

sistem Hp2S. 

Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan sehari- 

hari sebagai pe 'iwakan (pekerja nelayan) tradisional yang menggantungkan atau 

Is' Pada umumnya masyarakat Tumbang Nusa dan sekitarnya menyebut biota ikan adalah 
iwak atau lauk. 



menjadikan kekuatan utama atas keberadaan Saka dengan segala konsekuensi 

hukumnya. Hp2S di Tumbang Nusa sangat sarat nilai hak-hak hukum yang 

masih tradisional dan kaya budaya. 

Seiring dengan hukum penguasaan dan pemilikan Saka dirnaksudkan, tidak 

bisa terlepas dari konflik. Senyatanya, walaupun yang terjadi hanya konflik 

tertutup ~ e k a l i ~ u n ' ~ ~ ,  sebagaimana yang terjadi pada masyarakat nelayan Saka di 

Tumbang Nusa adalah konflik tertutup dan pada talsg, yaitu konflik atas 

tindakan Hp2S yang biasa terjadi sehari-hari. 

Pengelolaan konflik yang ada pada stadium yang berbeda-beda baik masa 

sekarang maupun masa yang akan datang baik pada tataran mikro sosiologis 

h ~ k u r n ' ~ ~ ,  institusi h u k ~ r n ' ~ ~ ,  maupun makro sosiologis h u k ~ r n n ~ a ' ~ ~ .  Pada 

tataran konflik yang mencapai stadium tiga, diperlukan intervensi pemerintah 

atau negara sebagai langkah strategis dalam memproteksi sumber kernanfaatan 

kekayaan dari hak-hak hukum tradisional dengan segala kearifan budaya yang 

tumbuh dan hidup di masyarakat, khususnya Hp2S pada masyarakat Tumbang 

Nusa Kalimantan Tengah. 

lS8 Pada umumnya konflik itu ada dua macam, yaitu konflik terbuka yang lazim disebut 
konflik kekerasan dan ada juga konflik tertutup lazimnya disebut dengan tidak kekerasan. 

Dalam konflik terkait hukum diienal tiga stadium; stadium satu ; adalah peristiwa hukum 
sehari-hari, stadium dua; konflik hukum sudah saling menantang, stadium tiga; sudah saling 
mem ertentangkan. 

'' Mikro sosiologi hukum; tindakan hukum yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan 
manusia dalam kejadian sesaat atau dalam batasan baik waktu atau ruang yang tidak terlalu luas. 

16' Me~ososiologi hukum; kajian sosiologis hukum lembaga atau institusi terkait Hp2S. 
16' Maho sosiologi hukum, bermakna kajian hukum berskala atau beruang lingkup yang 

besar dan dalam jangka waktu panjang. 



Data hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, mencakup tiga fokus yang 

telah menjadi rumusan permasalahan, sebagai berikut; 

A. Sosok Masyarakat Nelayan Tumbang Nusa dalam Memahami Hp2S 

1. Sosok Masyarakat Nelayan Saka, Konsep, Substansi dan Prosedur 
Hp2S 

Sejarah perkembangan penguasaan dan pemilikan dari sejumlah Saka di 

Tumbang Nusa Kalimantan Tengah mempunyai nilai dan proses sejarah serta 

perkembangan sangat panjang (keberadaan Saka Hp2S di Tumbang Nusa sejak 

tahun 1900-an) dengan segala keunikannya yang lahir sebelum kemerdekaan 

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejumlah Saka di desa 

Tumbang Nusa sudah ada dan sangat berfungsi untuk tempat penangkapan biota 

ikan, bahkan karena sangat populernya penangkapan ikan di sejumlah Saka 

berada, maka perkampungan Tumbang Nusa tersebut dijuluki dengan 

c'Kampung Lauk". Beberapa daerah ada yang mengabadikan nama Saka sebagai 

nama sebuah desa seperti "Saka kajang", yaitu terletak 7 Krn dari 

perkampungan Tumbang Nusa dan ditemukan juga di daerah lain seperti desa 

"Saka Lagon" Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalirnantan Tengah, 

yang berbatasan dengan desa Surya Hanta Kecamatan Wana Karya Kabupaten 

Barito Kuala Kalimantan Selatan dan banyak lagi nama Saka yang diabadikan 

untuk menamai sesuatu tidak bisa disebutkan satu persatu pada bahasan ini. 



Bukti-bukti sejarah sejumlah Saku sudah lama ada dan berfimgsi sebagai 

tempat penangkapan ikan atau tempat me'iwak dengan sejumlah bukti-bukti 

yang sudah berhasil dihimpun dalam bahasan ini. Sejarah keberadaan dan 

perkembangan Saka dipertegas oleh Kepala Desa Tumbang Nusa Gumerhat S. 

Liwin dan ia di samping sebagai kepala pemerintahan desa, juga sebagai tokoh 

masyarakat nelayan Saku di Tumbang Nusa yang semua penduduknya asli suku 

Day*. Mereka belum memfungsikan peran tokoh yang disebut Darnang dan 

Ustaz dalam keberadaan clan penanganan Hp2S di Tumbang Nusa. Sejurnlah 

informan terkait penanganan Hp2S adalah sebagai berikut: 

1. Gurnerhat S. Liwin sebagai kepala desa sekaligus tokoh masyarakat tertinggi 

di daerah Tumbang Nusa yang berperan dan ternyata cukup berpengaruh di 

perkampungan nelayan tersebut, sebagaimana ungkapannya berikut: 

Saya selaku tokoh di sini sangat senang sekali ... budaya penangkapan 
ikan di Tumbang Nusa ini tetap bertahan sejak jamanya penjajahan batuh. 
... Mengenai Saka ini ngarannya banyak yang sama tapi wadahnya 
berbeda-beda, ... tapi buhan kumi paham ja menuju ampun kumi masing- 
musing. ... saya juga punya sejumlah Saku peninggalan orang tuha dahulu 
dan lengkap dengan swat  kepemilikannya ... tapi, ma 'af hajalah swatnya 
tuh batulis lawan tangan haja ... umurnya sudah sekitar 60 an tahun ... 

Peraturan menganai Saku ini sebanarnya tamasuk langkup jua pang 
... hanya kuda batulis banarai ... cuba kita perhatikun; ada nang 
katantuan siapa nang berhak atas Saku, ada katantuan nang tarmasuk 
larangan, ada nang katantuan parintah (misalakadah ... harus maharagu 
Saka nang diampuni masing-masing;), bahkan ada nang sangsinya, kaya 
misalakun kalu nang parah pelanggarannya, maka inya harus kada bulih 
lagi ma 'iwak di Saku tersebut. ... 

Artinya: 
Saya selaku salah seorang tobh  di Tumbang Nusa ini sangatlah 

senang sekdi ... kurena budaya penangkapan ikun di Tumbang Nusa ini 



tetap bertahan sampai sekarang sejak penjajahan dahulu .... Mengenai 
Saka ini, memang namanya sangat banyak yang sama atau mirip tapi 
posisinya berbeda-beda, ... namun keluarga kami sangat paham dengan 
ciri-ciri yang ada ... sehingga kalau kami menuju milik masing-masing 
tidak bakalan ketukar. ... sebenarnya saya juga punya sejumlah Saka dari 
peninggalan orang tuha dahulu dan lengkap dengan swat pemilikannya ... 
tapi, ma 'af saja surat tersebut bertuliskan tangan saja . .. adapun usia surat 
itu sudah sekitar 60 an tahun ... 

Ketentuan tentang Saka ini sebenarnya ter masuk lengkap saja ... 
namun pada umumnya tidak tertutis ... coba kita perhatikun; ada 
ketentuan siapa-siapa yang berhak memiliki Saka, ada yang ketentuan 
tentang larangan, ada ketentuan perintah (misalkan saja, harus merawat 
atau membersihkan Sakanya masing-masing), bahkan ada juga sanksinya, 
dalam sanksi ini bagi yang pelanggaran berat, maka ia harus tidak 
diperbolehkan lagi ma'iwak (bekerja ikan) di dalam Saka ter~ebut.'~~ 

2. Udeng seorang laki-laki yang merniliki sejumlah Saka peninggalan dari 

pendahulunya. Di samping sebagai nelayan dan keluarga pemilik Saka, ia 

juga sebagai Sekretaris Desa Tumbang Nusa, menuturkan: 

... kalu Bapak handak tahu, nang ngarannya Saka di Tumbang Nusa ini, 
sudah Iawas banar adanya, h a  Saka punya kami (ngarannya Saka 
Paloh) sudah sejak penjajahan a h ,  ada jua surat pemilikannya ditulis 
lawan tangan. Riwayat Saka kami itu dari arwah nenek ku yang bernama 
"Muntak" ... lalu diwariskan kepada arwah induk kami yang bernama 
"Nane" ... dan baru sampai ketangan kami. Ampun kami itu lumayan 

panjang ... sekitar 2 km, di samping besar ... banyak pulang ba 'isi anak- 
anak Sakanya ... keluarga besm kumi semunya merasa kebagian Saka ... 
karena masing-masing anak-anak Saka itulah menjadi sumber 
penghasilan rumpun keluarga kami. Sebenarnya sebelum saya lahir, Saka 
ampun kami itu sudah ada ... dan jaman dulu kadida pakai surat-suratan 
.. .tapi setelah kemerdekaan hanyarlah ada surafnya yaitu sekitar epat 
atau lime tahun setelah merdeka barulah sebagian membuat surat 
pemilikannya yang dikeluarkan kepala desa Tumbang Nusa. 

'63 Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada Gumerhat. S. Liwin yang dilahirkan 
41 tahun yang lalu (kepala desa dan termasuk pemuka atau tokoh masyarakat Desa Tumbang 
Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalirnantan Tengah yang juga memiliki sejurnlah anak sungai 
yang disebut Saka dari peninggalan secara turun-nenurun) pada tanggal 23 Septeber 2009. 



Artinya: 
... kalau bapak memang mau mengetahui tentang Saka ..., yang 

namanya Saka di Tumbang Nusa ini sebenarnya sudah sangat lama 
keberadaannya, misalkan saja seperti Saka yang dimiliki oleh keluarga 
besar kami ... yang bernama Saka Paloh, itu sejakpenjajahan dulu sudah 
ada, bahkan juga punya swat kepemilikan yang syah ... dibuat oleh kepala 
desa Tumbang Nusa. Secara historisnya, Saka punya kami itu diwariskan 
oleh pendahulu kami ... kami mendapatkan warisan dari almarhumah 
nenek yang bernama "Muntak" ... lalu kemudian diwariskan lagi kepada 
almarhumah ibunda kami yang bernama "None" ... dun setelah itu 
barulah diwariskan sampai kpada kami. Punya keluarga kami itu 
sebenarnya lumayan panjang ... sekitar 2000 meter, maka di samping 
besar ... di kiri-kanannya banyak terdapat anak-anak Saka. Kami tidak 
ada kekhavatiran ... semua keluarga kami sudah mendapat musing- 
musing kbagian anak Saka ... itulah yang menjadi sumber penghasilan 
untuk memenuhi perekonomian dalam rumpun keluarga kami. Sebenarnya 
sebelum saya lahir, Saka punya kami itu sudah ada ... dan jaman dahulu 
(sebelum kemerdekuan RI) sungguh tidak ada surat-suratan kepemilikan 
segala ..., tetapi setelah kzmerdekaan Rl sekitar emapt atau lima tahun 
kemudian ... barulah sebagian warga membuat surat pemilikannya dengan 
tulisan tangan yang dikeluarkan kepala desa pa& saat  it^.'^^ 

3. Madi, sebagai anak muda mas& bujang yang kesehariannya sebagai nelayan 

Saka adalah salah satu dari sejumlah nelayan Saka yang ada di Tumbang 

Nusa, menuturkan tentang kepemilikan Saka sebagai berikut: 

... UEun ini amang ai ... sudah lawas gawian me 'iwak ... yaaah dapatlah 
Rp. 25000, - sampai dengan Rp. 35000, - seharinya. Dijual dengan 
penampung ... yang ke sini banyak haja penampung, artinya tuh kada 
pang kekurangan . .. kada kurang pang sekitar 8 orang penampung yang 
rancak masuk ke sini. Adapun nang orang mengampuni Saka ini musing- 
musing ai, ada yang pakai surat ada yang kada ba 'isi ... artinya lawan 
pengakuan bja c u h p  ai sudah ... bubuhan sini pian ... memiliki S a h  
hampir seberataan dun ini secara turun-temurun bahkan kalau ditelusuri 
ternyata sudah lawas banar amang ai ... sejak nenek moyang kami 
sebalum kemerdekuan RI. Ujar kisah-kisah urang jaman dahulu itu kaya 

'" Data tersebut diambil dari hasil wawancara penulis kepada Udeng (berusia 36 tahun) di 
samping tokoh atau pernuka masyarakat juga sebagai Sekretaris Desa Tumbang Nusa dan juga 
memiliki sejumlah Saka pada tanggal 1 Desember 2009 



itu pang ... amun pengaturan tentang Saka ... bajalan haja pang ... 
soalnya kami di sini ini ada dua lapis pang nang menanganz urusan Saka 
ini. Kalau selawas ini kada suah pang ada konflik atau perselisihan 
sampai diurusi bagiannya di kerapatan desa ... paling habis-habis di 
kelompok keluarga buhan nang mewarisi Saka tu pang. ... 

Artinya: 
... saya ini Bapak, ... sudah sangat lama pekerjaannya adalah sebagai 
nelayan atau pekeija ikan ... yaaah lumayan masih juga menghasilkan 
sekitar Rp. 25000, - samapai Rp. 35000, - penghasilan &lam setiap harinya. 
Adapun hasil tangkapan, biasanya kami jual kepada penampung lpara 
penukar hmil tangkapan bimanya disebut penampung;) ... penampung di 
sini banyak juga sekitar delapan orang. Adapun yang memiliki Saku ini 
adalah masing-masing keluarga ... ada yang memiliki surat a& juga yang 
hanya pengakuan ... keluarga di sini ... hampir seluruhnya memiliki Saka 
yang diwariskan secara turun-temurun ... bahkan kalau ditelusuri, 
ternyata sudah lama sekali ... yaitu sejak nenek moyang ... sebelum 
kemerdekaan RI. kalau mendengar cerita-cerita orang tuha jaman dahulu 
itu, seperti itu ... kalau tentang pengaturan Saka ... selama ini berjalan 
lancer saja ... masalahnya kami di sini ini ada dua tingkatan yang 
menangani urusan Saka ini. Kalau selama ini tidakpernah terjadi konflik 
atau perselisihan atau perkelahian besar samapai diurusi mereku di 
tingkat kerapatan desa ...p aling habis-habis ditangani di kelompok 
keluarga yang mewarisi sejumlah Saka itu saja. ... 165 

4. Sehat (ia adalah tokoh nelayan dan pemilik Saka), menuturkan: 

Kalu istilah Saka menurut urang sini itu sungai nang halus yaitu anak dari 
sungai g a d  ... kalau di Tumbang Nusa ini anak dari sungai Kahayan. 
Kita ini ada ba'isi jua Saka: a. Saka Nyaru, b. Saka Haur, c. Saka 
Kumpai. Kita memiliki Saka ini sudah sejak sekitar tahun 1945 jaman dulu 
... kulau kita ini kada suah pang bakalahi nang sampai berpekara ... 
palingan bedamai kaya itu ja, kalau sudah tahu sesama keluarga sendiri 
dan didamaikan oleh tokoh keluarga sendiri saja. ... . 

Artinya: 
Kalau istilah Saka menurut pemahaman penduduk asli di sini adalah anak 
sungai dari sungai besar ... kalau di Tumbang Nusa ini anak sungai 

16' Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada nelayan yang bemama Madi 
(dilahiukan 20. tahun lalu) salah seorang nelayan Saka Tumbang Nusa pada tanggal 27 Agustus 
2009. 



Kahayan. Saya ini juga punya beberapa Saku, yaitu; a. Saka Nyaru, b. 
Saku Haur, c. Saka Kumpai. Saya memiliki Saku ini sudah lama sejak 
sekitar tahun 1945 yang silam ... kalau saya ini tidak pernah berkelahi 
atau konflik yang kekerasan ..., hanya saja paling-paling konflik kecil- 
kecilan yang biasa terjadi secara sehari-hari sesama kumi. ... dan 
biasanya damai den an sendirinya. ... yang didamaikan oleh t o h h  
keluarga kumi saftr. ... f& 

4. Ulak (ia adalah salah satu keluarga pemilik Saku), menyahkax 

Saku ini sebenarnya bukan hanya diampuni para hluarga ..., tapilah ada 
jua yang diampuni oleh masyarakat banyak seperti Saku Pungguh, siapa 
saja bulih me'iwak di situ, ... a d .  lagi nang lain nang bulih me'iwak 
selain Saku Pungguh itu ...y aitu apabila musim banjir ... kadida lagi 
batas-batasnya ... pokoknya Saka siapa haja boleh diambil iwak-nya oleh 
siapa huja (bebas mengambil ikunrrya). 

Artiny a: 
Sebenarnya Saka ini ... bukan saja hunya dimiliki para rumpun keluarga 
tertentu .;., namun ada juga yang dimiliki masyarakut banyak, seperti Saka 
Pungguh, maku siapa saja diperbolehkun bekerja ikun di situ, ... selain 
Saka Pungguh ada lagi yang lain juga bisa mencari ikun di dalarnnya, 
yaitu apa bila pada musim banjir ..., maka tjdak ada lagi batas-batmnya 
... pokoknya di dalam Saku siapa saja diperbolehkun mengambil atau 
menangkap ikun atau biota non iakan secara bebas ... 167 

6. Sahrani (ia adalah nelayan Saka). sama halnya dengan Ulak, salah satu 

keluarga pemilik Saku, menyatakan: 

Keluarga saya ini mempunyai Saka jua, ngarannya Saka Tempenek 
panjangrrya sekitar 2000 mitir, lebarnya sekitar 3 mitir' dan dalamnya 
kada tentu kudang 2 mitir, ada yang 1 mitir. Saku ini didapatkun dari 
war isan orang tuha kumi dahulu M a  ... 

Artiny a: 

L66 Data diambil dari hasil wawancara kepada nelayan pemilik Saku bemama Sehat yang 
dilahirkan 60 tahun lalu. Wawancara pada tanggal 22 September 2009 

16' Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada pemilik Saka bernama Ulak (berumur 
45 tahun). Wawancara pada tanggal 22 September 2009 



Keluarga saya ini juga mempunyai Saka, yaitu; Saka Tempenek yang 
panjangnya sekitar 2000 meter, Iebarnya sekirar 3 meter, dan dalamnya 
sangat relatg kadang ada 2 meter, dan Iebarnya sekitar 3 meter, serta 
dalamnya juga realtifkadang 2 meter, bahkan ada yang hanya I meter. 
Secara keseluruhan Saka ini sebenarn a didapatkan warisan orang tuha 
pad,  jaman penjajahan dahdu kala. I h  

7. Edy (berurnur 40 tahun) ia sebagai Ketua RT. I1 Desa Tumbang Nusa juga 

pekerja nelayan, serta merangkap sebagai penampung hasil nelayan, 

menyatakan: 

Saya ini sudah mempunyai tanggungan, sudah punya anak 3 ada yang 
sudah kuliah di Palangka Raya, a h  ada beisi Saka ngarannya Saka 
Paluhe. Ini sudah Iama ku miliki sejak jaman Datuk dulu ... sudah empat 
turunan sampai ke Aku. Nang me'iwak ini kebanyakan mamanya anak- 
anak haja (istri saya) dan saya merangkap sebagai pekerja menampung 
iwaknya, tapi kaIu kemarau ini istirahat dulu, palingan me'iwak di 
pinggiran Sungai Kahayan ... kadang-kadang menggawi purun. ampun 
kami ini boleh ja urang lain me'iwak di dalamnya asal bepadah ja dan 
jangan pakai alat terlarang serta melakukan pertikaian atawa berbantah- 
bantah ... biarlah sama-sama mencari rajaki yang diberikan sang pembari 
rajaki, yaitu Allah S W .  Sehingga sama-sama hidup itah senasib 
sepenangungan . .. 

Artiny a: 
Saya sudah mempunyai tanggungan, yaitu mempunyai anak 3 orang dan 
sudah ada yang melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di Rota Palangka 
Raya. Saya memiliki Saka dengan nama Saka Paluhe. Saka ini sudah Iama 
saya miliki yaitu sejak jaman datuk dahulu (datuk a d a h  ayah dari kakek) 
... dan ini sudah empat turunan ... baru sampai kepada saya. 

Yung bekerja ikan sebenarnya kebanyakan hanyalah istri saja karena 
saya sambil merangkap sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan 
@enampun& di sini, . .. tapi M a u  musim kemarau . .. istri saya istirahat 
bekerja ikannya ... yaah paling-paling hanya bekerja ikan dipinggiran 
sunagi besar (sungai Kahayan) saja sementara musim kemarau ... kadang 
juga bekerja mengolah atau mencari pohon purun, ... Kalau masalah 

Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada Sahrani (berumur 35 tahun) salah 
seorang dari anggota kelompok keluarga pemilik sejumlah Saka. Wawancara pada tanggai 2 
September 2009 



penangkapan ikan yang ada dalam Saka milik kami ..., kami persilahkan 
siapa saja boleh ... yang penting izin dulu kepada keluarga kumi terlebih 
dahulu serta jangan sampai memakai alat yang dilarang di kampung sini 
(seperti memakai racun atau tuba, memakui strum listrik merusak sekitar 
Saka, dun membuat perkelahian atau berbantah-bantah di dalam Saka) ... 
biarkan kita sama-sama mencari rezki yang diberikan oleh Sang pemberi 
rezki ... yaitu Allah SWT yang Maha Pemberi. Sehingga kita sama-sama 
menjalani kehidupan ini senusib-sepenanggungan (kalau mendapatkan 
keberuntungan atau sebaliknya, sama merasakannya) . . . 169 

8. Netty (32 tahun). Ibu Rumah Tangga ini juga sebagai nelayan Saka, 

Kami memiliki Saka sejak dahulu M a  ...pa ling kada ... jaman datuk kami 
dahulu sudah ada ampun kami ... sampai wayah ini kada baisi surat-surat 
segala, tapi kada pernah becakrrt karenu kami sama-sama paham pang. 
dengan tanda-tanda atau batasan Saka nang wadah kami ba 'upang gasan 
begawi ... memenuhi kehidupan sehari-hari ... 

Amun urangpandatang ... kira-kira bisa bingung malihat aturan kami 
di sini ... soalnya kada betanda atawa bepancang gasan mahalat atawa 
watasan Saka ... dan Iagi kami-kami di sini patuh banar Iawan aturan 
paninggalan urang-urang dulu ... 

Artiny a: 
Kami memiliki Saka sudah sejak dahulu kula ... setidaknya pada jaman 
ayah dari kakek kumi sudah ada milik kumi ini ... dan sampai hari ini tidak 
punya surat-suratan segala, walau tidakpunya surat kepemilikan ... dalam 
kami bekerja ikan ... tidak pernah berkelahi ataupun selisih paham ... ha1 
ini d ihenakm ... bahwa h i  di sini sama-sama sangat memahami 
tanda-tanda atau batas-batas Saka kami masing-masing ... karena di 
situlah tempat kami menggantungkan pekerjaan ... untuk memenuhi 
perekonomian keluarga kami ... 

Kalau saja orang pendatang ... hmungkinan bisa bingung kaiau 
melihat peraturan kami di sini ... masalahnya dalam setiap pemilik Saka 
itu tidak a h  tanda-tan& sebagai perbatasan ... baik terbuat dari kayu 
runcing yang ditancap ke permukaan tanah atau tanda-tanda lain sebagai 

'69 Sumber data hasil wawancara penulis kepada Ketua RT.11 dm tennasuk pemilik 
sejumlah Saka yang bernama Edy. Wawancara pada tanggal 12 September 2009 



pembatas, tidak juga ada. ... dun kami di sini sangat patuh atau taut 
dengan aturan-aturan peninggalirn pendahulu kami . . . 170 

9. Budi-(Pimpinan BPD Tumbang Nusa juga sebagai tokoh muda) yang selalu 

memperhatikan nasib nelayan dan ia juga punya Saka, menuturkan: 

Saya punya Saka dari turunan atau warisan datuku yang bernama Rahub 
(alm.) asli suku Dayak, kemudian turun ke ayah dan paman-parnan saya. 
Adapun Saka kami punya: a. Saka Bamban; b. Saka Janin, c. Saka Induk 
Palui. Semua Saka itu berasal dari Rahub (Alrn.) Rahub ini mempunyai 8 
a d  Sernua Saka-SakQ itu kadida beswat-suratan semua mayarakat 
tahu haja ampun kami Saka nang itu. Pokoknya di Nusa ini sangat 
terjamin aweh-aweh nang ampun SakQ uras kompak bersatu dalarn 
ketentuan-ketentuan di Nusa ini yang sudah ada sebelum kemerdekaan RI 

Artinya: 
Saya punya Saka berasal dari warisan almarhum datuku (ayah dari 
kakeknya) yang bernama Rahub, ia adalah asli suku Dayak, Saka tersebut 
diwariskan lagi kepada ayah dan sejumlah pamanku ... Adapun sejurnlah 
Saka yang kami miliki adalah: Saka Bamban, Saka Janin, dan Saka Induk 
Palui. Semua Saka itu berasal dari Rahub (alm), Rahub mempunyai 
delapan anak kandung. Sejumlah Saka tersebut tidak ada mempunyai 
surat-surat kepemilikan segala, namun semua masyarakat di Nusa ini 
sangat mengetahui dan memahami semua Saka yang kami punyai. 
Pokoknya di Nusa ini tidak usah khawatir pasti terjamin siapa-siapa saja 
yang memiliki Saka semuanya sangat kompak dun bersatu untuk mematuhi 
ketentuan hukum adat yang sudah ada sebelum kemerdekaan RI . . . 171 

l7O Data bersumber dari ha i l  wawancara penulis kepada nelayan pemilik Saka yang masib 
setengah baya bernama Netty berusia 32 tahun, ia adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang 
sangat gesit mencari ikan di dalam Saka miliknya, wawancarara dilakukan penulis ketika ia 
sudah tiba dari kerja ikan pada tanggal 13 September 2009 

17' Sumber datanya adalah dari wawancara penulis kepada salah satu keluarga pemilik Saka 
yang bemama Budi berusia 35 tahun, ia juga adalah tokoh masyarakat setempat sebagai 
Pimpinan BPD Tumbang Nusa yang selalu memperhatikan kepemilikan sejumlah Saka di 
perkampungan tersebut. Ia sangat mendukung istrinya kerja nelayan di dalam Saka yang dimiliki 
bersama-sama keluarganya, Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2009 



10. Yansa (37 th). yang istrinya sebagai nelayan, menuturkan: 

Saya sekeluarga mempunyai Saku ngarannya: a. Saku Bertaraf Kecil, b. 
Saku Tempenek, c. Saku Tanah d. Saku Kalimantan; e. Saku Danau. Kalau 
bisa pemerintah kita ini mengakui dengan cara memasukun peraturan 
h m i  di sini kedalam peratwan pemerintah sehingga ikut memelihara 
Saku-Saka khususnya di Tumbang Nusa ini. Kami rnendapatkan Saku 
bukun dengan cara memili, tetapi warisan dari nenek (alm) sampai 
turunannya kekumi sekeluarga sekarang. 

Rasanya kada tasalah kulau aturan nang sudah mendarah-daging ... 
lalu aturan buhan kumi kulu dimasukan ke aturan pemerintah ... rasanya 
cocok hoja ... pastinya ada ketentuan-ketentuannya kaya ..., kaya; ada 
perintahnya ... , larangannya ..., ada jua hukumannya ..., dan kumi di sini 
sama hoja, honya mungkin ngarannya nang berbeda. ... 

Artinya: 
Saya sekeluarga mempunyai Saka namanya adalah: Saku Betaraf Kecil, 
Saku Tempenek, Saku Tanah, Saku Kalimantan, dan Saka Danau. Maunya 
kumi di sini, kulau bisa pemerintah kita ini mengakui hukum Saku ini 
dengan cara memasukan peraturan kumi yang sudah ada ini kedalam 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga ikut juga memelihara 
sejumlah Saku khususnya di Tumbang Nusa ini. Kami mendapatkun Saka 
ini bukun dengan cara menukur, tetapi warisan dari nenek (alm) sampai 
turunannya Repada hi sekeluarga sekarang 

Sepertinya tidaklah salah kulau saja peraturan kumi yang sudah 
mendarah-daging ... kemudian peraturan kumi ini- kalau dimasukun 
kedalam aturan pemerintah . .. sepertinya coco k saja, kurena aturan di 
mana saja ... pastilah ada ketentuan-ketentuannya, misalnya; adanya 
suatu perintah, adanya suatu larangan ..., dan juga adanya suatu sanhi, 
hanya saja kemungkinan nama atau sebutannya yang berbeda-beds."' 

11 .  Amin (pemilik Saka) sudah memiliki beberapa cucu, sehingga tidak lagi 

menekuni kerja nelayan karena faktor usia, ia menuturkan: 

Pengambilan data ini oleh penulis dilakukan melalui wawancara kepada salah satu dari 
keluarga pemilik Saka yang bernama Yansa berusia 37 tahun. Pengambilan data tersebut secara 
kebetulan Yansa dengan sejumlah keluarganya mengadakan rapat keluarga membahas 
keberadaan Saka yang dimiliki mereka, penulis berkesempatan panjang lebar dengan waktu yang 
cukup utnuk menggali informasi tentang keberadaan Saka dan Yansa yang didampingi istrinya 
dengan semangat menjelaskan apa saja data hukurn Hp2S yang menjadi kebutuhan penelitian. 
Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2009. 



... bahwa ada Saku milik masyarakat banyali; semua masyarakut bisa 
me'iwak di situ dun ... Saka itu antara lain Saka Keladan, tapi ada jua 
nang bebas mengambil iwak-nya Saku ampun siapa aja apa bila musim 
banjir ... pokoknya bebas total di seluruh Saku di Nusa ini. Mengenai 
konjili; memang ada pang tapi kuda pernah menjalar keluar sampai 
keluar rmpun keluarga, biasanya akhirnya imbah ada perselisihan ... 
Iangsung aja didamaikun oleh tokoh keluarga yang bersangkutan kurena 
umumnya yang ampun Saka di Tumbang Nusa ini seberataan sesama 
bubuhan jua ... lawas-lawas bisa damai seorangan jua. Yang jadi 
penyebabnya, ... kudang bedahuluan mendatangi wadah melabuh alat 
tangkup iwak Padahal sudah jua ditantuakun masingnya. 

Artinya: 
... bahwa ada juga Saku yang dimiliki oleh masyarakut banyak semua 
masyarakut bisa kerja ikun di situ dan ... Saka tersebut antara lain: Saku 
Keladan, di samping ada yang dimiliki masyarakut banyali; ada juga 
secara bebas mengambil ikun di dalam Saka siapa saja ... yaitu apa bila 
paah musim bmjir atau air bah ... pokohya bebas sebebm-bebasnya di 
seluruh Saku di Nusa ini Dalam hal konzik, sebenarnya selalu ada saja 
konzik yang teijadi ... namun konzik kecil biasa terjadi sehari-hari dun 
tidak pernah sampai terjadi keluar dari rumpun keluarga, biasanya 
setelah adanya perselisihan di antara keluarga ... maka langsung saja 
didamaikan oleh tokoh keluarga yang bersangkutan, karena pada 
umumnya yang memiliki Saku di Tumbang Nusa ini rata-rata dimiliki oleh 
satuan atau rumpun keluarga musing-musing juga ... lama-kelamaan 
akhirnya kadang damai dengan sendirinya. Adqun yang menjadi 
penyebabnya, ... antara lain sama-sama saling mendahului tempat 
memasang alat tangkup ikun. Padahal sudah ditentukun atau diatur 
musing-masing anggota keluarga tentang siapa menempati di mana."3 

12.Dengok (tokoh kelompok keluarga pemilik Saka), sejak kecil sudah aktif 

sebagai nelayan Saku yang sudah biasa bekerja sebagai nelayan hanya 

memakai celana pendek dan jarang memakai baju. Bekerja sebagai nelayan 

tradisional Saku yang hari-harinya selalu di dalam Sah-nya, ia mengatakan: 

- 

173 Data bersurnber dari wawancara penulis kepada tokoh nelayan yang sudah berusia lanjut 
dan sebagai salah satu dari keluarga pemilik Saka yang bernama Amin sudah berusia 60 tahun, 
seorang Amin ternyata sudah memiliki beberapa mantu dan sejumlah cucu yang secara bersama- 
sama memiliki Saka, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2009 



Saya ini sudah sejak kecil sebagai nelayan Saka yang mempunyai 
"Perkeraring" Saka Tambok atau surat salinan .dari aslinya (aslinya 
sudah hilang) surat tersebut diketahui Camat setempat, ... Punya kami 
termasuk besar, penjangnya sampai sekitar 5000 meter ngarannya Saka 
Tambok, lebar antara 5-10 mitir dan ada pulang dikiri-kanannya anak- 
anak Saka-nya, hmilnya lumayan ... Yaku, ini walau sudah tuha, awak ini 
kuat ja karena dari kekunakan memang kesenangan jiwaku gawi me 'iwak. 
Semua Saka yang ku gave ini ... adalah peninggalan warisan orang tuha 
kami semenjak jaman penjajahan Belanda dulu ... 

Artinya: 
Saya ini sudah sejak kecil bekerja sebagai nelayan Saka dan saya 
mempunyai "Perkeraring" (istilah mereka adalah bermakna surat salinan 
dari surat aslinya) Saku yang bernama Saka Tambok (surat aslinya sudah 
hilang ditulis dengan tangan) dan surat tersebut (Perkerarind diketahui 
oleh Camat setempat, ... Saka yang kami miliki itu termasuk besar, 
panjangnya saja sampai sekitar 5000 meter dan namanya addah Saka 
Tambok, Zebarnya antara 5 meter sampai 10 meter serta lebih istemewa 
karena di kiri-kanannya terdapat anak-anak Saka, mengenai h i 1  kerja 
ikan lumayan ... Aku ini walau sudah tuha, badanku tetap h a t  saja ... 
karena sejak kecil memang kesenangan hidupku bekerja mencari ikan. 
Adapun semua Saka yang tempat aku bekerja ini ... adalah berkah dari 
peninggalan warisan orang tw h i  semenjak jaman penjajahan B e l a d  
dulu ... 174 

, Untung (49 th) adalah pemilik sejumlah Saka yang mendapat peninggalan 

dari keluarga besar Mantar. Mantar (ah)  adalah tokoh penting dalarn dunia 

pe 'iwakan pada masanya. Pada saat itu narna Mantar sangat identik dengan 

pe 'iwakan di Turnbang Nusa, Untung menceritakan asal-usul Saka yang ia 

miliki seperti berikut : 

Pengambilan data dilakukan penulis dengan wawancara kepada tokoh nelayan bernama 
Dengok berusia 54 tahun, seorang laki-laki Dengok adalah sebagai orang yang dikagumi oleh 
keluarga sesama kelompok pemilik Saka karena keseriusa~ya dalam mengelola Saka sebagai 
tulang punggung perekonomian keluarga mereka. Penulis dengan seksama mengamati sambil 
wawancara kepadanya terhadap hal-ha1 yang terkait keberadaan Saka dan persiapan untuk ke rja 
ikan. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 September 2009. 



Kebanyakan urang sini menyambatnya anak dari sungai datuh adalah 
Saka' ... kalu anak-anak sungai tuh. ... Saya punyai Saka dari arwah ibu 
saya yang bernama Nurut dan Nurut itu mendapatkan Saka dari arwah kai 
saya yang bernama laga. Kalau ditelusuri ... arwah laga itu berasal dari 
arwah Mantar, jadi sudah epat turunan hanyar ketangan saya. 

Artinya: 
Kebanyakan orang yang ada di kampung Nusa ini ... menyebut sungai 
kecil anak dari sungai besar (anak sungai Kahayan) adalah Saku ... saya 
juga punya Saku peninggalan dari almarhum induk (ibuku) yang bernama 
Nurut dan Nurut itu mendapatkan Saka dari almarhum kakeh yang 
bernama Laga Kalau ditelusuri bahwa almarhum Laga memperoleh Saku 
adalah berasal dari Mantar, ... jadi sudah empat turunan ... barulah 
ketangan saya. 

14. Serly (52 tahun) sebagai tokoh perempuan nelayan Saku yang mempunyai 

etos kerja sangat tinggi walaupun sudah mempunyai 9 orang anak dan 

mempunyai cucu yang sudah sekolah di SMP. Ia mengatakan sebagai 

berikut: 

... kulau bisa bikinlah semacam peraturan agar urang-urang yang 
mempunyai Saku di Nusa ini nyaman jua menjaga-jaga supaya kada 
sembarang urang selain yang ampunnya masuk ke dalam Saka. ... 
Masalahrrya kadang ada jua yang secara sembunyi mengambil iwak di 
dalam Saku tanpa izin, tapi walaupun pina rame ... cukup kumi diamkun 
saja dan akhirnya beampih seorangan jua dan akhirnya be 'akoran lagi. 

Kalau ada perlindungan dari pemerintah rasuku nycman h m i  
me 'iwak kada ada gangguan lagi dan juga pengaturan dari pemerintah 
itukun kayanya ha t ,  yang panting pengaturan dari kami di sini jangan 
dibuang labih-labih nang mengatur siapa-siapa nang ba'isi Saku. 
Pengaturan kumi di sini sudah hidup semenjak jaman penjajahan dahulu 
sampai wayah ini ... 

Sampai wayah ini pengaturan kumi ini tetap jalan ja pang ... nangkaya 
surat-surat kepemilikan atau pengahan masyarakat ... tatap haja 
dianggap h a t  dan syah ... jangankan ba 'isi surat, nang kuda besuratan 

17' Data bersumber dari hasil wawancara kepada pemilik Saka bernama Untung pada 
tanggal 27 September 2009 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































